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ABSTRAK 
 

 

Pemerintah Kota Palembang menghadapi tantangan dalam sinkronisasi 
kebijakan internal dengan implementasi operasional Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan 
Domain Kebijakan Internal dan Domain Tata Kelola SPBE di Pemerintah Kota 
Palembang menggunakan metode Capability Maturity Model (CMM). Selain itu, 
penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kesenjangan (gap analysis) serta 
menyusun rekomendasi strategis untuk mencapai level kematangan "Optimum". 
Penelitian berfokus pada evaluasi 20 indikator yang mencakup Domain Kebijakan 
Internal dan Domain Tata Kelola SPBE pada Pemerintah Kota Palembang. Analisis 
tingkat kematangan merujuk pada kerangka kerja Permenpan-RB Nomor 59 Tahun 
2020 dan Pedoman Menpan-RB Nomor 3 Tahun 2024. Hasil penilaian indikator 
menunjukkan bahwa Domain Kebijakan Internal mencapai indeks 4,1 (Sangat 
Baik) dan Domain Tata Kelola memperoleh indeks 3,4 (Baik). Secara keseluruhan, 
Pemerintah Kota Palembang memiliki landasan regulasi yang sangat kuat, namun 
efektivitas tata kelola masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya selaras dengan 
implementasi teknis di seluruh perangkat daerah. Disarankan agar Pemerintah Kota 
Palembang memperkuat koordinasi lintas sektor melalui sinkronisasi anggaran 
SPBE yang terpadu dan melakukan reviu kebijakan secara periodik yang disertai 
dokumentasi formal untuk menjamin keberlanjutan peningkatan kualitas SPBE. 

 
 

Kata Kunci : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Capability Maturity 

Model, Kebijakan Internal, Tata Kelola SPBE 
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ABSTRACT 

 

The Palembang City Government faces challenges in synchronizing internal 

policies with the operational implementation of the Electronic-Based Government 

System (SPBE). This research aims to measure the maturity level of the Internal 

Policy Domain and the SPBE Governance Domain in the Palembang City 

Government using the Capability Maturity Model (CMM) method. Additionally, the 

study aims to identify gaps through gap analysis and formulate strategic 

recommendations to achieve the "Optimum" maturity level. The research focuses 

on evaluating 20 indicators covering the Internal Policy and SPBE Governance 

domains within the Palembang City Government. The maturity level analysis refers 

to the framework of Permenpan-RB No. 59 of 2020 and Menpan-RB Guideline No. 

3 of 2024. The indicator assessment results show that the Internal Policy Domain 

reached an index of 4.1 (Very Good), while the Governance Domain obtained an 

index of 3.4 (Good). Overall, the Palembang City Government possesses a very 

strong regulatory foundation; however, governance effectiveness remains sectoral 

and is not yet fully aligned with technical implementation across all regional 

apparatus. It is recommended that the Palembang City Government strengthen 

cross-sector coordination through integrated SPBE budget synchronization and 

conduct periodic policy reviews accompanied by formal documentation to ensure 

the sustainable improvement of SPBE quality. 

 

Keywords: Electronic-Based Government System,  Capability Maturity Model, 

Internal Policy, SPBE Governance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa 

perubahan mendasar pada tata kelola pemerintahan modern. Pemanfaatan TIK 

memungkinkan pemerintah memberikan layanan publik secara lebih cepat, 

transparan, efisien, dan akuntabel. Diyakini bahwa seiring dengan kemajuan 

teknologi telekomunikasi dan informasi, pemerintah daerah juga akan mengadopsi 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem pemberian layanan publik yang 

lebih efektif, terbuka, akuntabel, dan berkualitas tinggi adalah tujuan dari sistem 

pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah menindaklanjuti perkembangan ini 

dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi kerangka hukum utama 

untuk transformasi digital di sektor publik. (PERPRES No. 95 Tahun 2018, n.d.) 

Regulasi ini menekankan pentingnya tata kelola yang terstruktur dalam 

mengimplementasikan teknologi di sektor pemerintahan, baik dalam penyediaan 

layanan internal maupun kepada masyarakat.(Anjani, n.d.) Peraturan Presiden ini 

mendefinisikan SPBE sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan 

TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, baik internal pemerintah 

maupun masyarakat. Tujuan utama SPBE adalah mewujudkan pemerintahan yang 

bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan 

terpercaya. Perpres ini juga menekankan integrasi antar sistem, interoperabilitas 

data, keamanan informasi, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya TIK. 

Penerapan SPBE diharapkan mampu mendukung terwujudnya prinsip-prinsip 

Good Governance. Untuk memastikan penerapan SPBE sesuai prinsip dan standar, 

pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang 

Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Regulasi ini 

menetapkan metodologi evaluasi tingkat kematangan SPBE melalui empat domain 
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utama: Domain Kebijakan Internal SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain 

Manajemen SPBE, dan Domain Layanan SPBE.  

Pengukuran dilakukan menggunakan model Capability Maturity Model 

(CMM) yang membagi tingkat kematangan ke dalam lima level: Rintisan, 

Terkelola, Terdefinisi, Terpadu dan Terukur, serta Optimum. Domain Kebijakan 

Internal SPBE memuat indikator yang menilai sejauh mana instansi pemerintah 

telah memiliki kebijakan, pedoman, dan pengaturan internal yang mendukung 

penerapan SPBE secara berkelanjutan. Sementara itu, Domain Tata Kelola SPBE 

berfokus pada efektivitas pengelolaan SPBE, mencakup perencanaan strategis, 

pengelolaan sumber daya TIK, serta pelaksanaan koordinasi antar unit organisasi. 

(Tingkat Kematangan SPBE Di Disperindag Kabupaten Banjar et al., 2020) 

Seiring perkembangan kebijakan, pemerintah menerbitkan Pedoman Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang memperjelas prosedur pelaksanaan 

evaluasi. Regulasi ini mengatur mekanisme pengumpulan data, verifikasi bukti 

dukung, penilaian indikator, pembobotan nilai, hingga pelaporan hasil evaluasi, 

sehingga proses evaluasi menjadi lebih transparan, konsisten, dan berbasis 

bukti.Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, di lapangan masih terdapat 

tantangan, khususnya di Pemerintah Kota Palembang.  

Hingga saat ini, kedua domain yang menjadi fokus penelitian yaitu Domain 

Kebijakan Internal dan Domain Tata Kelola SPBE belum diterapkan metode 

evaluasi yang terintegrasi menggunakan pendekatan CMM sesuai ketentuan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pedoman Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik. (Fitri et al., 2024)  

Sebagian besar penelitian SPBE di Indonesia berfokus pada aspek layanan 

publik atau infrastruktur TIK. Penelitian yang menyoroti keterkaitan antara 
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kebijakan internal dan tata kelola SPBE masih jarang dilakukan. Akibatnya, belum 

tersedia gambaran komprehensif yang menjelaskan hubungan antara kualitas 

kebijakan internal dengan efektivitas tata kelola SPBE. Kondisi ini menjadi celah 

penting yang perlu diisi melalui penelitian ini dikarenakan kurangnya rekomendasi 

strategis berbasis data untuk memperkuat kebijakan dan tata kelola SPBE. 

Penelitian ini memprioritaskan melakukan pengukuran tingkat kematangan 

Domain Kebijakan Internal dan Tata Kelola SPBE sesuai indikator SPBE, 

melaksanakan analisis gap untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi aktual 

dan target kematangan yang diharapkan, menyusun rekomendasi strategis yang 

aplikatif, mencakup pembenahan kebijakan, penguatan koordinasi, peningkatan 

kapasitas SDM, dan optimalisasi infrastruktur TIK. 

Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memberikan 

gambaran menyeluruh dan berbasis bukti tentang kesiapan Pemerintah Kota 

Palembang dalam mengimplementasikan SPBE yang berkualitas. Dengan hasil 

evaluasi yang jelas, diharapkan dapat dirumuskan langkah strategis untuk mencapai 

tingkat kematangan optimal (level 5 - Optimum) pada kedua domain tersebut, 

sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain di Indonesia. Pendekatan 

evaluasi yang sistematis diperlukan untuk menentukan tingkat kematangan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik di area kebijakan dan tata kelola. 

  Untuk menentukan tingkat kematangan SPBE pada Domain Kebijakan dan 

Domain Tata Kelola, pemerintah menggunakan model kematangan kapabilitas, 

yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. 

Untuk menentukan tingkat kematangan SPBE, pemerintah menggunakan 47 

indikator untuk mengevaluasi empat area berikut: domain kebijakan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik, domain tata kelola Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik, domain manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 

dan domain layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal ini menjadi 

tolok ukur untuk investasi di masa depan dalam EBG (Endang et al., 2022) 

Penelitian perlu dilakukan untuk mengidentifikasi seberapa jauh level  kematangan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah dicapai, apa saja tantangan yang 
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dihadapi, dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai seberapa jauh Pemerintah 

Kota Palembang menuju kematangan SPBE.  

Pemerintah Kota Palembang memiliki peran strategis dalam mengadopsi 

dan mengimplementasikan SPBE. Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik 

yang cepat, mudah, dan terjangkau mendorong Pemerintah Kota Palembang untuk 

terus berinovasi dalam infrastruktur maupun suprastruktur digital. Namun, 

implementasi teknologi semata tidak menjamin keberhasilan transformasi digital. 

Seringkali, tantangan terbesar bukan terletak pada ketersediaan perangkat keras 

atau lunak, melainkan pada kematangan proses bisnis, kesiapan sumber daya 

manusia, serta tata kelola yang menaungi implementasi teknologi tersebut. Oleh 

karena itu, pengukuran tingkat kematangan (maturity level) menjadi instrumen 

krusial untuk memetakan posisi saat ini dan menentukan langkah strategis ke 

depan. 

Meskipun kerangka regulasi SPBE telah ditetapkan secara nasional, 

implementasi di tingkat daerah seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu 

permasalahan utama yang teridentifikasi adalah kesenjangan antara kebijakan 

strategis dengan eksekusi operasional di lapangan. Dalam konteks evaluasi SPBE 

yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), banyak instansi pemerintah daerah yang 

mengalami kesulitan dalam menyajikan data dukung yang valid dan relevan sesuai 

dengan indikator penilaian. Seringkali, evaluasi nasional hanya memotret hasil 

akhir atau luaran (output) tanpa memberikan gambaran mendalam mengenai 

kapabilitas  proses  internal  yang  menghasilkan  luaran  tersebut.  Hal  

ini menyebabkan hasil evaluasi terkadang belum sepenuhnya mencerminkan 

kondisi riil kematangan tata kelola TIK di instansi tersebut. 

Kondisi ini juga terjadi di Pemerintah Kota Palembang, di mana upaya 

pemenuhan indikator SPBE seringkali bersifat reaktif menjelang periode evaluasi 

nasional. Pendekatan yang bersifat administratif semata berpotensi mengabaikan 

esensi dari peningkatan kualitas layanan berkelanjutan. Diperlukan sebuah 

mekanisme penilaian mandiri (self-assessment) yang lebih mendalam dan 
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terstruktur untuk mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan internal sebelum 

evaluasi eksternal dilakukan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan 

tersebut dengan menerapkan metode Capability Maturity Model (CMM) yang 

disesuaikan dengan domain dan aspek penilaian SPBE nasional. 

Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan untuk membantu proses 

pengumpulan data dan persiapan evaluasi SPBE KemenPANRB. Melalui penelitian 

ini, dilakukan pemetaan (mapping) secara rinci terhadap kondisi eksisting tata 

kelola pemerintahan berbasis elektronik di Kota Palembang. Berbeda dengan 

sekadar mengisi kuesioner evaluasi, penelitian ini melakukan analisis mendalam 

terhadap bukti dukung (evidence) dan proses bisnis yang berjalan. Hasil dari 

penelitian ini tidak hanya berupa skor atau indeks, melainkan juga rekomendasi 

perbaikan proses yang konkret. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi sebagai 

pra-evaluasi atau audit internal yang mempersiapkan Pemerintah Kota Palembang 

untuk menghadapi evaluasi nasional dengan data yang lebih akurat dan 

terverifikasi. 

Penting untuk membedakan antara penelitian ini dengan Evaluasi SPBE 

Nasional yang rutin dilaksanakan oleh KemenPANRB. Evaluasi Nasional SPBE 

adalah instrumen penilaian makro yang bertujuan untuk memeringkat dan 

memantau perkembangan SPBE secara nasional dengan indikator yang telah 

dibakukan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020. Fokus 

utamanya adalah kepatuhan (compliance) dan pencapaian target kinerja umum. 

Sedangkan, penelitian ini berfokus pada analisis mikro pada level kapabilitas 

proses di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Penelitian ini menggali 

"mengapa" dan "bagaimana" suatu indikator mencapai level tertentu, bukan hanya 

"berapa" nilainya. Jika Evaluasi Nasional memberikan "potret" kondisi, maka 

penelitian ini memberikan "diagnosis" klinis terhadap kesehatan sistem tata kelola 

SPBE di Kota Palembang. 

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif 

yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya mengadopsi kerangka kerja CMM 

secara mentah, namun melakukan penyelarasan (alignment) antara level kapabilitas 

CMM dengan karakteristik indikator SPBE spesifik pada domain Kebijakan 
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Internal SPBE dan domain Tata Kelola SPBE di konteks pemerintah daerah. 

Selain itu, penelitian ini menghasilkan kerangka kerja perbaikan (improvement 

framework) yang bersifat preskriptif, memberikan panduan langkah demi langkah 

bagi Pemerintah Kota Palembang untuk meningkatkan level kematangan dari satu 

tingkat ke tingkat selanjutnya. Pendekatan ini belum banyak dieksplorasi dalam 

penelitian sebelumnya yang cenderung hanya bersifat deskriptif evaluatif. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Capability Maturity 

Model (CMM). CMM dipilih karena kerangka kerja ini telah teruji secara global 

dalam mengukur kematangan proses pengembangan perangkat lunak dan tata 

kelola TI. CMM mengklasifikasikan kematangan proses ke dalam lima tingkatan, 

yaitu: 1) Initial (Rintisan), di mana proses tidak terprediksi dan reaktif; 2) Managed 

(Terkelola), di mana proses dikarakterisasi untuk proyek dan seringkali reaktif; 3) 

Defined (Terstandarisasi), di mana proses dikarakterisasi untuk organisasi dan 

proaktif; 4) Quantitatively Managed (Terukur), di mana proses diukur dan 

dikendalikan; dan 5) Optimizing (Optimum), disinilah fokus pada peningkatan 

proses berkelanjutan. Dalam konteks SPBE, model ini sangat relevan untuk 

mengukur sejauh mana integrasi dan interoperabilitas sistem telah berjalan di 

Pemerintah Kota Palembang. 

Pemilihan Pemerintah Kota Palembang sebagai objek penelitian didasarkan 

pada kompleksitas tantangan yang dihadapi kota ini sebagai pusat ekonomi di 

Sumatera Selatan. Dengan beragamnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 

layanan publik yang ada, integrasi sistem menjadi tantangan masif. Adanya inisiatif 

"Palembang Smart City" menunjukkan komitmen pemerintah kota, namun perlu 

diuji apakah fondasi SPBE yang dibangun sudah cukup kokoh untuk menopang 

visi tersebut. Data awal menunjukkan adanya variasi tingkat adopsi teknologi antar 

dinas, yang mengindikasikan ketidakseragaman tingkat kematangan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti melakukan 

evaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

pada Pemerintah Kota Palembang dengan judul “Penerapan Metode Capability 

Maturity Model untuk Mengukur Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Kota Palembang”. Hasil dari  
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evaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

pada Pemerintah Kota Palembang ini adalah rekomendasi strategis yang akan 

diberikan kepada Pemerintah Kota Palembang dengan tujuan agar Pemerintah Kota 

Palembang dapat mencapai indeks SPBE nasional yang optimal dan pelayanan 

publik yang prima. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Beberapa permasalahan pada proses analisis domain kebijakan dan domain 

tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu: 

a. Kebijakan SPBE Pemerintah Kota Palembang belum sepenuhnya lengkap, 

terintegrasi, dan terbaharui sesuai perkembangan kebutuhan, sehingga arah dan 

landasan pelaksanaan SPBE belum optimal. 

b. Tata Kelola SPBE belum terimplementasi secara efektif dan terkoordinasi lintas 

perangkat daerah, sehingga berdampak pada efisiensi, interoperabilitas, dan 

pencapaian tujuan strategis SPBE. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mengukur tingkat 

kematangan domain kebijakan yang memiliki 1 aspek yaitu kebijakan internal tata 

kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan domain tata kelola Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memiliki 3 aspek yaitu perencanaan 

strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, teknologi informasi dan 

komunikasi dan penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan 

menggunakan 10 indikator dari domain kebijakan dan 10 indikator dari domain tata 

kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga menghasilkan gambaran 

tingkat kematangan penyelenggaraan tata kelola sistem pemerintahan berbasis 

elektronik di Kota Palembang. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

a. Mengukur tingkat kematangan Domain Kebijakan Internal dan Domain Tata 

Kelola SPBE Pemerintah Kota Palembang menggunakan metode Capability 

 



8 
 

 

 

Maturity Model (CMM) sesuai Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 dan Pedoman Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2024.  

b. Mengidentifikasi kesenjangan (gap analysis) antara kondisi aktual dan target 

kematangan ideal, serta menyusun rekomendasi strategis yang realistis dan 

terukur untuk meningkatkan kematangan kedua domain tersebut menuju level 

Optimum. 

 

1.5    Kebaruan 

   Kebaruan dan orisinalitas (novelty and originality) pada penelitian ini adalah:  

a. Fokus Penelitian pada Domain Kebijakan Internal dan Domain Tata Kelola 

SPBE. Penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajiannya, yaitu secara 

spesifik mengukur tingkat kematangan Domain Kebijakan Internal dan Domain 

Tata Kelola dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 

Pemerintah Kota Palembang. Kajian terdahulu umumnya lebih menitikberatkan 

pada evaluasi SPBE secara keseluruhan atau pada domain layanan publik, 

sehingga belum memberikan gambaran yang mendalam terhadap dua domain 

strategis yang menjadi fondasi penyelenggaraan SPBE. 

b. Integrasi Metode Capability Maturity Model (CMM) dengan Regulasi Nasional. 

Meskipun metode Capability Maturity Model telah banyak digunakan dalam 

berbagai konteks manajemen proses dan teknologi informasi, penelitian ini 

mengadaptasikannya secara langsung terhadap parameter dan indikator yang 

tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 dan Pedoman 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2024.  

c. Penggunaan Pendekatan Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) Berbasis Bukti. 

Penelitian ini memanfaatkan bukti dukung (evidence-based) sebagaimana diatur 

dalam Permenpan RB untuk memvalidasi hasil penilaian tingkat kematangan. 
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Pendekatan ini memastikan bahwa setiap temuan didasarkan pada data yang 

terverifikasi, sehingga menghasilkan analisis kesenjangan yang akurat dan dapat 

dijadikan dasar penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja SPBE secara 

terukur.  

d. Studi Kasus Khusus pada Pemerintah Kota Palembang. Belum terdapat 

penelitian terdahulu yang secara komprehensif mengukur tingkat kematangan 

Domain Kebijakan Internal dan Domain Tata Kelola SPBE di Pemerintah Kota 

Palembang menggunakan metode Capability Maturity Model yang terintegrasi 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 dan Pedoman Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2024. Oleh karena itu, hasil penelitian ini akan menjadi data 

dasar (baseline) yang unik dan spesifik untuk Kota Palembang. 

e. Proses pengumpulan data pada penelitian ini menerapkan mekanisme validasi 

mendalam terhadap dokumen pendukung untuk 20 indikator yang mencakup 

domain Kebijakan SPBE dan domain Tata Kelola SPBE. Berbeda dengan 

evaluasi KemenPANRB yang mengandalkan self-assessment melalui website 

tauval.spbe.go.id di mana instansi mengunggah bukti dukung secara mandiri 

tanpa verifikasi mendalam di lapangan, penelitian ini melakukan verifikasi dan 

validasi langsung (on-site verification) terhadap setiap dokumen, kebijakan, dan 

implementasi yang sesungguhnya berjalan di Pemerintah Kota Palembang. 

f. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini secara signifikan berbeda dengan 

mekanisme evaluasi SPBE KemenPANRB. Evaluasi nasional KemenPANRB 

dilakukan secara daring (online) dengan mengandalkan unggahan dokumen 

digital melalui portal tauval.spbe.go.id , di mana validator hanya dapat menilai 

berdasarkan dokumen yang diunggah tanpa konfirmasi langsung di lapangan. 

Sebaliknya, penelitian ini menerapkan pendekatan multi-metode yang 

komprehensif, meliputi Observasi, Wawancara, Rapat koordinasi dengan Tim 

Koordinasi SPBE Kota Palembang untuk memvalidasi temuan awal, 

mendiskusikan kesenjangan yang teridentifikasi, serta memperoleh klarifikasi 

atas dokumen dan kebijakan yang berlaku,  Studi literatur dan analisis dokumen 
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resmi yang mencakup Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Standar 

Operating Procedure (SOP), dokumen perencanaan strategis, serta dokumen-

dokumen resmi lainnya yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah atau 

Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai bukti otentik keberadaan dan 

legitimasi kebijakan SPBE. 

g. Proses validasi data dokumen pendukung dalam penelitian ini dilakukan secara 

sistematis dan terstruktur. Setiap dokumen yang dijadikan bukti dukung untuk 

20 indikator domain Kebijakan dan Tata Kelola diperiksa kelengkapannya, 

mulai dari aspek formal (nomor dokumen, tanggal penetapan, tanda tangan 

pejabat berwenang, stempel resmi) hingga aspek substansial (kesesuaian isi 

dengan persyaratan indikator, kelengkapan komponen yang dipersyaratkan, dan 

relevansi dengan konteks implementasi SPBE di Kota Palembang). Validitas 

data juga diuji melalui teknik cross-checking antara dokumen kebijakan dengan 

implementasi aktual di lapangan, memastikan bahwa dokumen yang ada bukan 

sekadar pemenuhan administrasi tetapi benar-benar diimplementasikan dan 

memberikan dampak nyata terhadap tata kelola pemerintahan berbasis 

elektronik. Pendekatan validasi berlapis ini memberikan jaminan tingkat akurasi 

dan reliabilitas data yang lebih tinggi dibandingkan dengan mekanisme unggah 

dokumen mandiri pada evaluasi nasional. 

h. Dari aspek alat ukur kematangan, penelitian ini mengadaptasi Capability 

Maturity Model (CMM) dengan sistem penilaian berbasis key process 

area (KPA) yang spesifik untuk domain SPBE. Setiap indikator dari 20 indikator 

domain Kebijakan dan Tata Kelola dipetakan ke dalam lima tingkat kematangan 

CMM dengan kriteria penilaian yang terukur dan terstruktur. Alat ukur tingkat 

kematangan SPBE mendetailkan karakteristik proses pada setiap level, mulai 

dari Level 1 (Initial) yang menandakan proses masih ad-hoc dan tidak 

terdokumentasi; Level 2 (Managed) dengan proses yang terdokumentasi namun 

belum standar organisasi; Level 3 (Defined) dengan proses yang telah 

terstandarisasi di seluruh organisasi; Level 4 (Quantitatively Managed) di mana 

proses telah diukur dengan metrik kuantitatif; hingga Level 5 (Optimizing) yang 

menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan berbasis data. 
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i. Penelitian ini mengintegrasikan penilaian kualitatif dan kuantitatif secara 

simultan. Berbeda dengan evaluasi SPBE nasional yang menghasilkan nilai 

indeks agregat (skala 1-5), penelitian ini memberikan profil kematangan 

(maturity profile) per indikator yang menunjukkan kekuatan (strengths) dan 

celah (gaps) secara spesifik. Setiap indikator tidak hanya diberi skor, tetapi juga 

diberikan analisis naratif yang menjelaskan alasan pemberian skor, bukti empiris 

yang mendukung, serta rekomendasi perbaikan yang konkret dan dapat 

diimplementasikan. Pendekatan ini memungkinkan Pemerintah Kota Palembang 

untuk tidak hanya mengetahui "posisi saat ini" tetapi juga memahami "jalur 

menuju posisi yang diinginkan" dengan jelas. 

j. Penelitian ini membuat kerangka kerja perbaikan (improvement framework) 

yang bersifat preskriptif dan kontekstual. Berdasarkan hasil penilaian 

kematangan, disusun capability improvement roadmap yang berisi tahapan 

prioritas pengembangan, quick wins yang dapat segera diimplementasikan, serta 

inisiatif strategis jangka menengah dan panjang. Kerangka ini disesuaikan 

dengan kondisi spesifik Pemerintah Kota Palembang, termasuk pertimbangan 

keterbatasan sumber daya, kompleksitas struktur organisasi, dan target 

pencapaian evaluasi SPBE nasional berikutnya. Pendekatan ini belum banyak 

dieksplorasi dalam studi-studi sebelumnya yang cenderung hanya bersifat 

deskriptif evaluatif tanpa memberikan panduan implementasi yang konkret. 

k. Pengembangan Model Evaluasi yang Dapat Direplikasi. Model evaluasi yang 

dihasilkan dari penelitian ini dirancang agar dapat direplikasi oleh pemerintah 

daerah lainnya di Indonesia. Model ini memadukan kerangka CMM dengan 

indikator regulasi nasional, sehingga dapat diimplementasikan pada berbagai 

konteks pemerintahan daerah dengan penyesuaian minimal terhadap kondisi dan 

bukti dukung setempat. 

 

1.6    Manfaat Penelitian 

a. Menyediakan informasi objektif mengenai tingkat kematangan Domain 

Kebijakan dan Domain Tata Kelola SPBE di Pemerintah Kota Palembang. 

 



12 
 

 

 

b. Memberikan dasar bagi Pemerintah Kota Palembang dalam menyusun strategi 

peningkatan kematangan SPBE secara terukur dan berkesinambungan. 

c. Membantu identifikasi kesenjangan (gap) antara kondisi aktual dan target 

optimal, sehingga memudahkan penentuan prioritas perbaikan.  

d. Mendukung implementasi kebijakan nasional terkait SPBE sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 59 Tahun 2020 dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024. 

e. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah lain dalam mengadopsi model evaluasi 

serupa untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan. 

f. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

manajemen pemerintahan berbasis elektronik, khususnya dalam penerapan 

metode Capability Maturity Model (CMM) pada evaluasi kinerja SPBE. 

g. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa, 

khususnya pengukuran tingkat kematangan SPBE pada domain kebijakan 

internal dan domain tata kelola. 

 

1.7    Pembatasan Masalah 

a. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pengukuran tingkat kematangan dua 

domain dalam SPBE, yaitu Domain Kebijakan Internal dan Domain Tata Kelola, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang 

Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan 

Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan 

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.  

b. Objek penelitian dibatasi pada Pemerintah Kota Palembang, khususnya 

perangkat daerah yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan SPBE dan 

implementasi tata kelola SPBE. 
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c. Pengukuran tingkat kematangan menggunakan metode Capability Maturity 

Model (CMM) dengan lima level kematangan (Rintisan, Berkembang, 

Terdokumentasi, Terdefinisi, dan Optimum) yang disesuaikan dengan indikator 

resmi Permenpan RB. 

d. Data yang digunakan bersumber dari dokumen resmi Pemerintah Kota 

Palembang, hasil wawancara, dan observasi lapangan yang relevan dengan dua 

domain yang menjadi fokus penelitian. Data yang bersifat rahasia atau tidak 

tersedia tidak termasuk dalam cakupan analisis. 

e. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang telah ditetapkan pada 

proposal penelitian, sehingga hasil pengukuran menggambarkan kondisi SPBE 

pada periode tersebut dan tidak mencakup perubahan setelah penelitian berakhir. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan singkat tentang Latar Belakang Penelitian, Identifikasi 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kebaruan, Manfaat Penelitian, 

Pembatasan Masalah dan Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Pada Bab II tinjauan pustaka menjelaskan mengenai hasil dari penelitian 

sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan saat ini, Kerangka 

Berfikir, dan Landasan Teori yang menjelaskan tentang teori dasar yang 

bersangkutan dengan penelitian yaitu E-Government, E-Government Maturity 

Model, Capability Maturity Model, Framework Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik, Struktur Penilaian Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik, Predikat Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elktronik. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memaparkan waktu dan tempat penelitian, prosedur penelitian yang 

mencakup metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan membahas tentang 

jadwal penelitian yang akan dilakukan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 



14 
 

 

 

Bab ini berisi pengelompokan data domain kebijakan SPBE, pengelompokan data 

domain tata kelola SPBE, penerapan indeks aspek kebijakan internal tata kelola 

SPBE, penerapan indeks aspek perencanaan strategis SPBE, penerapan indeks 

aspek teknologi informasi dan komunikasi, penerapan indeks aspek peneyelenggara 

SPBE, penilaian tingkat kematangan domain kebijakan dan domain tata kelola, 

diagram radar, rekomendasi strategis tingkat kematangan SPBE Pemerintah Kota 

Palembang. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari penelitian.  

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi referensi-referensi yang digunakan sebagai landasan 

penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian terdahulu telah menelaah implementasi dan evaluasi 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di berbagai instansi pemerintah. 

Berikut ini diuraikan lima studi utama yang relevan, mencakup judul penelitian, 

peneliti, tahun, metodologi, serta hasil penelitian masing-masing. 

Penelitian oleh Endang Sri Hidayah dan Muzzaman Almadani pada tahun 

2022 yang berjudul Analisis Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, penelitian ini 

menggunakan metode studi observasi, studi pustaka, dan wawancara. Jurnal ini 

membahas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di instansi 

pemerintah daerah, dengan tujuan untuk mengevaluasi tingkat kematangan 

penerapan SPBE berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku. Penelitian 

menggunakan metode evaluasi deskriptif dengan mengacu pada Peraturan Menteri 

PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. 

Metodologi yang digunakan meliputi pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, serta telaah dokumen resmi yang relevan dengan indikator SPBE. 

Evaluasi dilakukan terhadap berbagai domain SPBE, termasuk domain tata kelola, 

layanan, dan manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kematangan  

SPBE berada pada kategori 'Baik', namun masih terdapat kelemahan pada beberapa 

indikator, terutama di domain manajemen dan tata kelola. Rekomendasi diberikan 

untuk meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, memperkuat kebijakan 

internal, serta meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan SPBE. 

Kesimpulannya, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi 

tingkat kematangan SPBE saat ini serta langkah strategis yang dapat diambil untuk 

meningkatkan kualitas implementasinya di masa depan. (Endang et al., 2022) 
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Penelitian dilakukan oleh Hemy Dwi Pratiwi, Widhy H. N. Putra, dan 

Admaja D. Herlambang pada tahun 2020 berjudul Evaluasi Penerapan E-

Government di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka 

Kerja SPBE, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.  Penelitian 

ini bertujuan menilai penerapan e-government di Kabupaten Sumbawa, khususnya 

pada domain layanan SPBE (aspek layanan administrasi berbasis elektronik) 

menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi di 

Dinas Kominfo. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya skor SAKIP 

Kabupaten Sumbawa selama dua tahun berturut-turut yang menunjukkan perlunya 

perbaikan kinerja birokrasi melalui optimalisasi SPBE. Hasil penelitian 

menunjukkan nilai rata-rata aspek layanan administrasi berbasis elektronik sebesar 

2,80 (kategori "Baik"). Indikator yang dinilai meliputi layanan naskah dinas, 

manajemen kepegawaian, perencanaan, penganggaran, keuangan, kinerja, dan 

pengadaan. Hanya layanan naskah dinas yang berada pada level "Cukup", 

sedangkan enam indikator lainnya mencapai level "Baik". Rekomendasi utama 

penelitian ini adalah meningkatkan integrasi antar layanan SPBE, menambahkan 

fitur kolaborasi, dan menyesuaikan sistem dengan perkembangan teknologi serta 

kebutuhan instansi, dengan target peningkatan ke level "Sangat Baik" atau 

"Memuaskan".  Kesimpulan     penelitian    ini    menyatakan    bahwa    penerapan 

e-government di Dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa sudah cukup baik, namun 

masih diperlukan upaya peningkatan pada semua indikator agar SPBE lebih optimal 

dan berdampak signifikan terhadap kinerja pemerintahan. (Pratiwi et al., 2020) 

 

Penelitian oleh Diyan Anjani pada tahun 2023 berjudul Analisis Kapabilitas 

Proses pada Domain Manajemen SPBE di Diskominfo Kota Tasikmalaya 

Berdasarkan PERMENPAN-RB No 59 Tahun 2020. Penelitian bertujuan untuk 

mengevaluasi domain Manajemen SPBE yang terdiri dari 2 aspek dan 11 indikator 

sesuai panduan Permenpan RB No. 59 Tahun 2020. Metode yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi (visitasi), dan 

studi literatur. Data diperoleh dari pegawai Diskominfo Kota Tasikmalaya serta 

dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan nilai indeks domain 
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Manajemen SPBE tahun 2022 sebesar 2,28 (predikat “Baik”). Nilai aspek 

penerapan manajemen SPBE adalah 2,5, sedangkan aspek audit TIK adalah 1,67. 

Tingkat kapabilitas proses berada pada level 3 (Terpadu dan Terukur), namun masih 

ada indikator dengan nilai rendah sehingga memerlukan pengembangan. 

Rekomendasi penelitian meliputi peningkatan manajemen risiko, pengendalian 

keamanan informasi, evaluasi berkala pada manajemen data dan aset TIK, 

peningkatan kompetensi SDM, penguatan manajemen pengetahuan, perencanaan 

perubahan yang terukur, peningkatan manajemen layanan SPBE, peningkatan 

kualitas audit infrastruktur dan aplikasi SPBE, serta kolaborasi dengan BSSN dan 

BRIN. SPBE di Kota Tasikmalaya masih memerlukan penguatan pada aspek audit 

TIK dan peningkatan kapasitas SDM, dengan strategi berupa peningkatan 

komitmen pimpinan, perbaikan tata kelola, optimalisasi anggaran TIK, literasi 

SDM, dan kolaborasi internal-eksternal. (Anjani, n.d.) 

 

Penelitian oleh  Afida Nur Faida, Mardiana, dan Muh. Sarkowi  pada tahun 

2023 dengan judul Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis pencapaian target indeks SPBE yang menjadi Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang 

Bawang serta mengukur implementasi kebijakan publik SPBE menggunakan 

Model Edwards III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, 

dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif dengan purposive sampling. Informan terdiri dari pejabat fungsional 

perencana dan pranata komputer yang terlibat langsung dalam implementasi SPBE. 

Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pencapaian target indeks SPBE tahun 2022 

mencapai 99,05% dari target yang ditetapkan, dengan nilai 2,09 (kategori "Cukup"). 

Analisis Model Edwards III mengungkapkan bahwa koordinasi antar-OPD telah 

berjalan, namun rapat koordinasi belum rutin; ketersediaan SDM dan sarana 

prasarana masih terbatas; komitmen pimpinan belum sepenuhnya optimal; serta 

beberapa program SPBE tidak terlaksana akibat keterbatasan anggaran. 
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Kesimpulan penelitian ini adalah implementasi SPBE di Kabupaten Tulang 

Bawang telah berjalan cukup baik dan hampir mencapai target IKU, namun masih 

memerlukan perbaikan signifikan pada konsistensi komunikasi, peningkatan 

kapasitas SDM, optimalisasi anggaran, serta penyelarasan program dengan 

dokumen perencanaan SPBE. (Ramelan et al., 2023) 

 

Penelitian oleh Grandys Frieska Prassida dan Giovany M. Rifky pada tahun 

2023 berjudul Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Pemerintah Kota Balikpapan 

Berdasarkan Permen PAN-RB No.59 Tahun 2020 Tujuan penelitian adalah untuk 

mengukur dan mengevaluasi tingkat kematangan SPBE Kota Balikpapan tahun 

2022 sesuai indikator dan metodologi yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 59 

Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Metode yang digunakan 

meliputi studi literatur, penyusunan instrumen evaluasi, pengumpulan data melalui 

survei dan dokumen pendukung, perhitungan tingkat kematangan SPBE, serta 

analisis hasil evaluasi dan rekomendasi.  

 

Evaluasi dilakukan pada seluruh domain SPBE termasuk Tata Kelola, 

Layanan, dan Manajemen SPBE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks 

SPBE Kota Balikpapan pada tahun 2022 adalah 3,11 dengan predikat "Baik". 

Domain Tata Kelola dan Layanan memperoleh nilai relatif tinggi, sementara 

domain Manajemen SPBE masih memiliki nilai yang lebih rendah dibanding 

domain lainnya. Kesimpulannya, SPBE Kota Balikpapan telah berada pada tingkat 

kematangan yang baik namun masih memerlukan perbaikan pada indikator di 

domain Manajemen SPBE. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan koordinasi 

lintas perangkat daerah, memperkuat kebijakan internal, serta mengoptimalkan 

penggunaan teknologi dan SDM dalam pengelolaan SPBE. (Prassida & Rifky, 

2023) 
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2.2   Kerangka Berfikir 

        

      

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

2.3   E-Government 
E-Government adalah pemerintahan elektronik yang merujuk pada 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki tujuan untuk 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan pemerintah serta 

meningkatkan hubungan pemerintah dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 

(Pratiwi et al., 2020). Secara konseptual, makna e-government yang dirumuskan 

oleh world bank sebagai pemrakarsa digunakan TIK oleh pemerintah dalam 

menjalankan birokrasi pemerintah adalah penggunaan teknologi informasi oleh 

pemerintah guna untuk merubah pola hubungan antara pemerintah dengan 

masyarakat, sektor swasta atau lembaga pemerintah lainnya untuk meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dan 

efisiensi penyelenggaraan pemerintah. (Hamidah et al., 2024)Saat ini konsep e-

government di Indonesia dikenal dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik 
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disingkat SPBE yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan 

kepada pengguna SPBE. (Visvizi et al., 2022) 

Di Negara Indonesia konsep e-government mulai menjadi perhatian sejak 

tahun 2001 dimana Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid 

mengeluarkan intruksi tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika di 

Indonesia yang membahas tentang telematika dalam Masyarakat dan untuk 

Masyarakat, sektor swasta dan iklim usaha, serta peningkatan kapasitas dan 

teknologi.(Prassida & Rifky, 2023)    

Pada tahun 2003, konsep e-government mulai dikembangkan dengan 

dikeluarkannya Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi 

nasional pengembangan e-government. (Hamidah Purnama Agustriani et al., 

2023)Semakin berkembangnya teknologi informasi menyebabkan konsep e-

government di Indonesia bertransformasi menjadi SPBE dengan dikeluarkannya 

Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik. SPBE meliputi semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan 

menyeluruh dalam Pembangunan aparatur negara untuk mempercepat pencapaian 

birokrasi berkelas dunia. (Hamidah Purnama Agustriani et al., 2025) Secara khusus 

SPBE diterapkan pada area perubahan tata laksana yang merupakan penerapan 

system, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur 

didukung oleh penerapan SPBE. (Ramelan et al., 2023) 

 

2.4  E-Government Maturity Model 

E-Government Maturity Model adalah model yang dikembangkan dengan 

tujuan mengukur kondisi e-government dalam kondisi matang. Kematangan e-

government dapat diukur dari beberapa hal yaitu teknologi, operasional organisasi, 

kemampuan sumber daya dan proses dari organisasi itu sendiri.(Sari Widya Sihwi, 

2008) 

E-Government Maturity Model merupakan framework yang dapat 

dimanfaatkan untuk melakukan proses evaluasi kematangan dan efektivitas 

penerapan e-government dalam suatu organisasi atau negara.(Sukarsa et al., 2020) 
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Model yang berorientasi pada kompleksitas teknologi focus pada penilaian dua 

kriteria: seberapa banyak pengguna berinteraksi dengan sistem online dan seberapa 

rumit teknologi yang digunakan, misalnya, mengusulkan model kematangan 

berlevel empat untuk e-government fungsional. Dengan menggunakan kriteria 

penilaian teknologi, kompleksitas organisasi, dan tingkat integrasi. (Sutabri et al., 

2024) 

Pendekatan yang berfokus pada partisipasi politik berpendapat bahwa tujuan 

akhir e-government adalah mendorong warga untuk berpartisipasi dalam aktivitas 

pengambilan keputusan politik, misalnya, mengusulkan model kematangan yang 

menekankan fungsi politik dari e-government. Modelnya terdiri dari lima tahap, 

seperti komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, dan partisipasi politik berbasis 

web.(Kim & Grant, 2010a) 

Tingkat maturitas berhubungan secara signifikan terhadap suatu hubungan 

antara tingkat kecanggihan teknis dan interaksi dengan pengguna. Hasil e-

government yang efektif dicapai dengan memanfaatkan kemampuan teknologi 

informasi dan komunikasi. Oleh karena itu kegiatan organisasi harus difokuskan 

pada bagaimana menerapkan teknologi informasi yang tepat dan cara memotivasi 

keterlibatan pengguna. Pada konsep E-Government Maturity memiliki 5 tingkatan 

yaitu Web Presence, Interaction, Transaction, Integration dan Continuous 

Improvement. (Setiawan et al., 2023) 

Model bisnis pemerintah mengalami transformasi mendalam, karena focus 

beralih dari operasionalisasi layanan ke perencanaan dan pengembangan layanan 

baru untuk manfaat warga. Dalam dimensi warga/layanan, warga dapat melakukan 

lebih dari sekadar transaksi sederhana secara online. Mereka dapat berpartisipasi 

secara aktif melalui survei dan polling. Perspektif operasi/teknologi mendominasi 

karena penggunaan TIK dianggap sebagai pendorong reformasi dan transformasi e-

pemerintahan.(Kawashita et al., 2020) 

 

2.5   Capability Maturity Model 

Capability Maturity Model (CMM) dirancang untuk membantu pengembang 

memilih strategi perbaikan proses dengan menentukan kematangan proses saat ini 
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dan mengidentifikasi masalah yang paling penting untuk meningkatkan kualitas dan 

proses perangkat lunak. (Kim & Grant, 2010).Pada CMM terdapat 5 tingkat yaitu 

initial, repeatable, defined, managed dan optimizing. (Product Team, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Kerja Kematangan Dengan 5 Tingkat 

 

a. Level 1: Awal (Initial) 

Pada level Awal, sebuah organisasi biasanya tidak menyediakan lingkungan 

yang stabil untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Organisasi 

seperti ini sering mengalami kesulitan dalam membuat komitmen yang dapat 

dipenuhi oleh staf dengan proses rekayasa yang teratur, yang mengakibatkan 

serangkaian krisis. Selama krisis, proyek biasanya meninggalkan prosedur yang 

direncanakan dan kembali ke pengkodean dan pengujian. ( CMMI for 

Development: Implementation Guide - Mukund Chaudhary, Abhishek Chopra - 

Google Buku, n.d.) Kesuksesan sepenuhnya bergantung pada adanya manajer yang 

luar biasa dan tim pengembangan yang berpengalaman dan efektif. Kadang-kadang, 

manajer perangkat lunak yang mampu dan kuat dapat bertahan dari tekanan untuk 

mengambil jalan pintas, tetapi ketika mereka meninggalkan proyek, pengaruh 

stabilisasi mereka juga pergi. Bahkan proses rekayasa yang kuat tidak dapat 

dikendalikan dan integritasnya tidak terjaga.  

Optimizing 
(5) 
(5) 

Managed 
(4) 

Defined 

(3) 

Repeatable 

(2) 

Initial 
(1) 

 



23 
 

 
 

b. Level 2: Terulang (Repeatble) 

Pada level Terulang, kebijakan untuk mengelola proyek perangkat lunak dan 

prosedur untuk menerapkan kebijakan tersebut telah ditetapkan. Perencanaan dan 

manajemen proyek baru didasarkan pada pengalaman dari proyek-proyek serupa. 

Kemampuan proses ditingkatkan dengan menerapkan disiplin manajemen proses 

dasar proyek demi proyek. Proyek-proyek di organisasi level 2 telah menginstal 

kontrol manajemen dasar. Komitmen proyek yang realistis didasarkan pada hasil 

yang diamati dari proyek sebelumnya dan pada persyaratan proyek saat ini. Proses 

pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak di seluruh organisasi 

didokumentasikan, termasuk proses rekayasa perangkat lunak dan manajemen, dan 

proses-proses ini terintegrasi menjadi keseluruhan yang koheren. CMM menyebut 

ini sebagai proses perangkat lunak standar organisasi. Proses yang ditetapkan di 

level 2 digunakan (dan diubah, jika perlu) untuk membantu manajer dan staf bekerja 

lebih efektif. (Kawashita et al., 2020) 

c. Level 3: Terdefenisi (Defined) 

Pada level terdefenisi, proses yang tipikal untuk mengembangkan perangkat 

lunak telah ditetapkan. Proses ini mencakup seperangkat proses rekayasa perangkat 

lunak dan manajemen yang terdefinisi dengan baik. Proses-proses ini digunakan 

dan diubah sesuai kebutuhan untuk membantu manajer dan staf bekerja lebih 

efektif. Organisasi mengeksploitasi praktik rekayasa perangkat lunak yang efektif 

saat menstandarisasi prosesnya. Sebuah kelompok, seperti kelompok proses 

rekayasa perangkat lunak, bertanggung jawab atas aktivitas proses organisasi. 

Program pelatihan organisasi memastikan bahwa staf dan manager memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Tim proyek menyesuaikan proses 

perangkat lunak standar organisasi untuk mengembangkan proses terdefinisi 

mereka sendiri, yang mempertimbangkan karakteristik unik proyek tersebut. Proses 

yang terdefinisi mengandung seperangkat proses rekayasa perangkat lunak dan 

manajemen yang terintegrasi dan koheren. (O’Regan, 2022) 

d. Level 4: Dikelola (Managed) 

Pada level dikelola, sebuah organisasi menetapkan tujuan kualitas 

kuantitatif untuk produk dan proses serta menginstrumentasi proses dengan 
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pengukuran yang terdefinisi dengan baik dan konsisten. Produktivitas dan kualitas 

diukur untuk aktivitas proses penting di semua proyek sebagai bagian dari program 

pengukuran organisasi. Produk perangkat lunak memiliki kualitas yang dapat 

diprediksi tinggi. Basis data proses organisasi digunakan untuk mengumpulkan dan 

menganalisis data yng tersedia dari proses yang terdefinisi dari proyek. Pengukuran 

ini menetapkan dasar kuantitatif untuk mengevaluasi proses dan produk proyek. 

Proyek mengendalikan produk dan proses mereka dengan mempersempit variasi 

dalam kinerja mereka untuk berada dalam batas kuantitatif yang dapat diterima. 

(Kim & Grant, 2010b) 

e. Level 5: Mengoptimalkan (Optimizing) 

Pada level mengoptimalkan, seluruh organisasi fokus pada perbaikan proses 

yang berkelanjutan. Organisasi memiliki sarana untuk mengidentifikasi kelemahan 

dan memperkuat proses secara proaktif, dengan tujuan mencegah cacat. Data 

tentang efektivitas proses digunakan untuk melakukan analisis biaya, manfaat dari 

teknologi baru dan mengusulkan perubahan pada proses. Inovasi yang 

memanfaatkan praktik rekayasa perangkat lunak terbaik diidentifikasi dan 

diteruskan ke seluruh organisasi. Tim proyek di organisasi level 5 menganalisis 

cacat untuk menentukan penyebabnya, mengevaluasi proses untuk mencegah jenis 

cacat yang dikenal terulang kembali, dan menyebarluaskan pelajaran yang 

dipelajari ke proyek-proyek lain. Pengurangan pemborosan terjadi di semua tingkat 

kematangan, tetapi ini adalah fokus dari level 5. (Fitriansyah et al., n.d.) 

Kemampuan proses perangkat lunak organisasi level 5 dapat dirangkum sebagai 

terus menerus meningkat karena organisasi level 5 terus berusaha meningkatkan 

kinerja proses proyek mereka. Perbaikan terjadi baik melalui kemajuan bertahap 

dalam proses yang ada maupun melalui inovasi dalam teknologi dan metode. 

Teknologi dan perbaikan proses direncanakan dan dikelola sebagai kegiatan bisnis 

biasa. (Nugroho & Purbokusumo, 2020) 

 

2.6   Framework Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang 

 



25 
 

 
 

pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, framework 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki model tingkat kematangan yang 

dibangun berdasarkan dua model tingkat kematangan yaitu Capability Maturity 

Model/Capability Model Integration yang dibangun oleh Software Engineering 

Institute dan E-Government Maturity Model yang merupakan model tingkat 

kematangan yang dapat digunakan untuk menilai tahapan pengembangan SPBE 

dari aspek kapabilitas layanan SPBE. (Permen PAN & RB No. 59 Tahun 2020, n.d.) 

 

2.6.1 Struktur Penilaian Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik 

Tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

memiliki struktur penilaian yaitu domain, aspek dan indikator. Domain merupakan 

area penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memiliki beberapa 

aspek penilaian didalamnya kemudian aspek merupakan area spesifik dari masing-

masing domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memiliki beberapa 

indikator penilaian yang dinilai sedangkan indikator merupakan informasi spesifik 

dari aspek penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dinilai. 

(Panjaitan et al., 2021) 

Tingkat kematangan kapabilitas proses merupakan pengukuran kemampuan 

organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat 

kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik. Penilaian tingkat kematangan kapabilitas proses Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik dilakukan pada masing-masing indikator dari aspek 

perencanaan strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, aspek teknologi 

informasi dan komunikasi, dan aspek penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang 

pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tingkat 

kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, 

terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum.(Amalia et al., 2023) 

Kriteria Tingkat kematangan kapabilitas proses dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1  Kriteria Tingkat kematangan kapabilitas proses 

Tingkat Kriteria 

1 – Rintisan Proses penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu 

2 – Terkelola Kriteria tingkat rintisan telah terpenuhi. 
Proses penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan 
diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi. 

3 – Terdefinisi Kriteria Tingkat Terkelola telah terpenuhi. 
Proses penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang 
sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit 
kerja dalam organisasi. 

4 – Terpadu dan 
Terukur 

Kriteria tingkat Terdefinisi telah terpenuhi. 
Proses penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. 
Kinerja penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi 
pada setiap proses penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik. 

5 – Optimum Kriteria tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenuhi. 
Proses penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
telah dilakukan peningkatan kualitas secara 
berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi. 

2.6.2 Predikat Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

   Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020, nilai indeks yang 

merupakan representasi tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik dikelompokkan berdasarkan peringkat.  

Tabel 2.2 Predikat Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

No Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Predikat 
1 4,2 – 5,0 Memuaskan 

2 3,5 - < 4,2 Sangat Baik 

3 2,6 - < 3,5 Baik 

4 1,8 - < 2,6 Cukup 

5 < 1,8 Kurang 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek penelitian Pemerintah Kota 

Palembang. Kantor pemerintah yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah 

Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Penelitian dimulai 

pada bulan Juli 2025 sampai dengan bulan Desember 2025. 

 

3.2. Prosedur Penelitian 

Berdasarkan bagan alur yang terdapat dalam Gambar 3.2 Tahapan Penelitian, 

berikut adalah penjelasan sistematis mengenai prosedur penelitian yang dilakukan. 

Penelitian ini disusun secara terstruktur menggunakan pendekatan Capability 

Maturity Model (CMM) untuk mengukur tingkat kematangan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota Palembang. Prosedur dibagi 

menjadi lima fase utama yaitu langkah awal dimulai dengan identifikasi masalah 

untuk memahami kesenjangan atau tantangan dalam penerapan SPBE. Setelah 

masalah dirumuskan, dilakukan penetapan tujuan penelitian agar proses 

pengukuran memiliki arah yang jelas, yaitu menentukan level kematangan 

infrastruktur dan tata kelola IT saat ini. Tahap kedua yaitu pengumpulan dan 

landasan data. Pada tahap ini, peneliti melakukan dua kegiatan paralel yaitu studi 

literatur, mengumpulkan teori pendukung terkait CMM, regulasi SPBE, dan 

penelitian terdahulu dan pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, atau 

peninjauan dokumen internal Pemerintah Kota Palembang yang relevan dengan 

domain SPBE. Tahap ketiga yaitu melakukan analisis dan pengolahan data (Inti 

Penelitian). Fase ini merupakan proses teknis menggunakan kerangka kerja CMM 

mencakup identifikasi domain SPBE, menentukan area mana saja (Infrastruktur, 

Aplikasi, atau Keamanan) yang akan dinilai. Tahap keempat yaitu melakukan 

penilaian kematangan (Assessment), dengan melakukan evaluasi terhadap data 

yang ada untuk menentukan posisi organisasi pada skala kematangan (Level 1 
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hingga Level 5). Kemudian  melakukan analisis kesenjangan (Gap Analysis), 

membandingkan kondisi aktual (As-Is) dengan kondisi ideal atau target yang 

diinginkan (To-Be). Tahap terakhir yaitu melakukan pelaporan dan rekomendasi,  

penyusunan hasil dan pembahasan yang merangkum temuan tingkat kematangan 

secara komprehensif. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti merumuskan Kesimpulan 

dan Saran. 

3.2.1 Pengumpulan data 

Pada penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian ini menggunakan kerangka kerja Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang 

Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pedoman 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Pedoman Menteri PAN RB No. 3 Tahun 2024 

Tentang Tata Cara, n.d.) Dalam penyusunan penelitian ini penulis mengumpulkan 

data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer 

mencakup:  

a. Observasi, pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara 

langsung terhadap data dukung penelitian nilai masing-masing indikator dari 

masing-masing aspek domain tata kelola  Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Pemerintah Kota Palembang sebagai data awal penelitian. 

b. Wawancara, mengumpulkan informasi dengan wawancara kepada pejabat yang 

berwenang dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di 

Pemerintah Kota Palembang yaitu Subkoordinator Seksi Tata Kelola  dan 

Pengembangan E-Government Bapak Erwin Kholit, S.T, M.T. Dari wawancara 

yang dilakukan dapat diperoleh data penelitian secara lisan. 

c. Rapat Koordinasi, mengumpulkan informasi dan masukan terkait Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui rapat tim koordinasi SPBE untuk 

menentukan kebutuhan data dukung dari masing-masing indikator SPBE pada 

penilaian tingkat kematangan masing-masing indikator tersebut.  
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Data sekunder merupakan data yang didapat dari pihak kedua berupa data 

yang berasal dari penelitian sejenis yang pernah dilakukan dan dokumentasi  

Pemerintah Kota Palembang.  

3.2.2  Teknik Analisis data 

a. Struktur Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  

          Berdasarkan data yang dihimpun dari Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan 

dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, struktur penilaian tingkat 

kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri dari domain yang 

merupakan area penerapan, aspek yang merupakan area spesifik penerapan dan 

indikator yang merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Taqiya et al., 2020) 

Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri dari satu atau 

beberapa aspek dan sebuah aspek terdiri dari beberapa indikator yang tersusun 

dalam bentuk hirarki. Struktur tersebut dapat dilihat dari Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Penilaian Tingkat Kematangan SPBE  
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          Berdasarkan dari gambar struktur penilaian tingkat kematangan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat dilihat bahwa data awal yang dibutuhkan 

adalah data dukung indikator, dalam hal penelitian tingkat kematangan domain 

kebijakan dan domain tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pemerintah Kota Palembang yaitu tingkat kapabilitas proses kebijakan dan tata 

kelola yang digunakan untuk menentukan nilai kapabilitas dari indikator 1-20. 

(Putu et al., 2021) Untuk dapat menilai tingkat kapabilitas proses kebijakan dan  

tata kelola masing-masing indikator diperlukan kebijakan internal tata kelola 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, informasi perencanaan strategis Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan 

penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mewakili penilaian 

terhadap masing-masing indikator domain kebijakan dan domain tata kelola Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Wulandari et al., 2020)  

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik, Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, 

pengarahan,dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. (Permatahati 

et al., n.d.) Domain kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri dari 

1 aspek yaitu kebijakan internal tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik dan  Domain tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang 

terdiri dari 3 aspek yaitu perencanaan strategis Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan penyelenggara Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Wulandari et al., 2020)  

  Setelah mendapatkan kebijakan internal tata kelola Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik, informasi perencanaan strategis Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan penyelenggara Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik yang digunakan, data tersebut dikumpulkan 

berdasarkan kelompok aspek untuk menghitung nilai indeks masing-masing aspek 

domain kebijakan dan domain tata kelola dengan bobot nilai masing-masing. 

(Akbar, 2020) Nilai indeks masing-masing aspek domain kebijakan dan domain 

tata kelola yang didapatkan digunakan untuk menghitung nilai tingkat maturitas 
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domain kebijakan dan domain tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

Pengukuran tingkat kematangan pada masing-masing indikator diberikan nilai 

sebagai berikut yaitu Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu), Tingkat 2 (dua) diberi 

nilai 2 (dua), Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga), Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 

(empat), Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Tahapan Penelitian 
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b. Analisis Nilai Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses Indikator Domain 

Kebijakan dan Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  

 Domain kebijakan terdiri dari 1 aspek dan 10 indikator, sedangkan domain 

tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri dari 3 aspek dan 10 

indikator aspek berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Anugrah et al., 2022) 

 

Tabel 3.1 Aspek 1 Domain Kebijakan SPBE 

Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 

Nomor 
Indikator 

Nama Indikator Bobot 

Indikator 1 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah 

1,30 

Indikator 2 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah 

1,30 

Indikator 3 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen 

Data 

1,30 

Indikator 4 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan 

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

1,30 

Indikator 5 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat 

Data 

1,30 

Indikator 6 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan 

Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

1,30 

Indikator 7 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan 

Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah 

1,30 

Indikator 8 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit 

Manajemen Keamanan Informasi 

1,30 

Indikator 9 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

1,30 

Indikator 10 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah 

1,30 
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Tabel 3.2 Aspek 2 Domain Tata Kelola SPBE 

Aspek 2 - Perencanaan Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Nomor 
Indikator 

Nama Indikator Bobot 

Indikator 11 Tingkat Kematangan Arsitektur Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

2,50 

Indikator 12 Tingkat Kematangan Peta Rencana Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

2,50 

Indikator 13 Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan 
Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

2,50 

Indikator 14 Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik 

2,50 

 

Tabel 3.3 Aspek 3 Domain Tata Kelola SPBE 

Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Nomor 
Indikator 

Nama Indikator Bobot 

Indikator 15 Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik  

2,50 

Indikator 16 Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data 2,50 

Indikator 17 Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah 

2,50 

Indikator 18 Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung 
Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah                                  

2,50 

 

Tabel 3.4 Aspek 4 Domain Tata Kelola SPBE 

Aspek 4 - Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Nomor 
Indikator 

Nama Indikator Bobot 

Indikator 19 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah                                   

2,50 

Indikator 20 Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik 

2,50 

       

Pada tahapan ini peneliti akan melihat data dukung masing-masing indikator 

dan menentukan nilai tingkat kematangan kapabilitas proses domain kebijakan dan 
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domain tata kelola berdasarkan Tabel 2.2  kriteria tingkat kematangan kapabilitas 

proses menggunakan tools https://gemini.google.com, yang selanjutnya nilai 

tersebut akan dikumpulkan pada tabel perhitungan nilai aspek kebijakan internal 

tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perencanaan strategis Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan 

penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

  

c. Analisis Nilai Aspek Domain Kebijakan dan Domain Tata Kelola Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik 

          Aspek domain kebijakan terdiri dari 1 aspek yaitu aspek kebijakan internal 

tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek domain tata kelola 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri dari 3 aspek yaitu aspek 

perencanaan strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, aspek Teknologi 

Informasi dan Komunikasi dan aspek penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik dengan masing-masing aspek memiliki bobot yang berbeda. 

Tabel 3.5 Aspek Domain Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Nomor Aspek Nama Aspek Bobot 

Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

13 

 

Tabel 3.6 Aspek Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Nomor Aspek Nama Aspek Bobot 

Aspek 2 Perencanaan Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik 

10 

Aspek 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi 10 

Aspek 4 Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik 

5 

 

         Untuk menilai indeks aspek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

memerlukan nilai tingkat kematangan masing-masing indikator yang menjadi 

bagian dari aspek-aspek tersebut dengan menggunakan rumus berikut:  
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𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐴𝑠𝑝𝑒𝑘𝑖 = 1𝐵𝐴𝑖 ∑ 𝑁𝐼𝑖𝑗 × 𝐵𝐼𝑖𝑗𝑛𝑗=𝑚                                                        (1) 

Indeks Aspekᵢ adalah nilai indeks aspek ke-i; 

BAᵢ adalah nilai bobot aspek ke-i; 𝑁𝐼𝑖𝑗 adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-j pada aspek ke-i; 𝐵𝐼𝑖𝑗 adalah nilai bobot indikator ke-j pada aspek ke-i; 

         Pada tahapan penilaian nilai aspek, peneliti akan mengumpulkan seluruh nilai 

indikator berdasarkan nilai kriteria yang dicapai sebagai nilai tingkat kematangan 

indikator berdasarkan bukti dukung yang ada dan meletakkan nilai tingkat 

kematangan tersebut ke dalam tabel perhitungan nilai aspek.  

Tabel 3.7 Perhitungan Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 

Nomor 
Aspek 

Nama Aspek Bobot Aspek/BA 
(%) 

Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 13 

Nomor 
Indikator 

Nama Indikator Nilai 
Tingkat 

Kematangan 
(NI) 

Bobot 
Indikator 
(BI) % 

NI x BI 

Indikator 1 Tingkat Kematangan 
Kebijakan Internal Arsitektur 

SPBE Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah 

 1,3  

Indikator 2 Tingkat Kematangan 
Kebijakan Internal Peta 

Rencana SPBE Instansi Pusat/ 
Pemerintah Daerah 

 1,3  

Indikator 3  Tingkat Kematangan 
Kebijakan Internal 
Manajemen Data 

 1,3  

Indikator 4 Tingkat Kematangan 
Kebijakan Internal 

Pembangunan Aplikasi SPBE 

 1,3  

Indikator 5 Tingkat Kematangan 
Kebijakan Internal Layanan 

Pusat Data 

 1,3  

Indikator 6 Tingkat Kematangan 
Kebijakan Internal Layanan 
Jaringan Intra Instansi Pusat/ 

Pemerintah Daerah 

 1,3  
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Indikator 7 Tingkat Kematangan 
Kebijakan Internal 
Penggunaan Sistem 

Penghubung Layanan Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah 

 1,3  

Indikator 8 Tingkat Kematangan 
Kebijakan Internal Audit 
Manajemen Keamanan 

Informasi 

 1,3  

Indikator 9 Tingkat Kematangan 
Kebijakan Internal Audit TIK 

Instansi Pusat/Pemerintah 
Daerah 

 1,3  

Indikator 10 Tingkat Kematangan 
Kebijakan Internal Tim 

Koordinasi SPBE Instansi 
Pusat/ Pemerintah Daerah 

 1,3  

Jumlah (NI x BI)  
Indeks Aspek 1 =1/BA x Jumlah (NI x BI)  

 

Tabel 3.8 Perhitungan Nilai Indeks Aspek Perencanaan Strategis SPBE 

Nomor 

Aspek 

Nama Aspek Bobot Aspek/BA 

(%) 

Aspek 2 Perencanaan Strategis SPBE 10 

Nomor 

Indikator 

Nama Indikator Nilai 

Tingkat 

Kematangan 

(NI) 

Bobot 

Indikator 

(BI) % 

NI x BI 

Indikator 11 Tingkat Kematangan 

Arsitektur SPBE Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah 

 2,5  

Indikator 12 Tingkat Kematangan Peta 

Rencana SPBE Instansi 

Pusat/ Pemerintah Daerah 

 2,5  

Indikator 13  Tingkat Kematangan 

Keterpaduan Rencana dan 

Anggaran SPBE 

 2,5  

Indikator 14 Tingkat Kematangan Inovasi 

Proses Bisnis SPBE 

 2,5  

Jumlah (NI x BI)  

Indeks Aspek 2 =1/BA x Jumlah (NI x BI)  
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Tabel 3.9 Perhitungan Nilai Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Nomor 
Aspek 

Nama Aspek Bobot Aspek/BA 
(%) 

Aspek 2 Teknologi Informasi dan Komunikasi 10 
Nomor 

Indikator 
Nama Indikator Nilai Tingkat 

Kematangan 
(NI) 

Bobot 
Indikator 
(BI) % 

 NI x BI 

Indikator 15 Tingkat Kematangan 
Pembangunan Aplikasi 

SPBE 

 2,5  

Indikator 16 Tingkat Kematangan 
Layanan Pusat Data 

 2,5  

Indikator 17  Tingkat Kematangan 
Layanan Jaringan Intra 

Instansi Pusat/ Pemerintah 
Daerah 

 2,5  

Indikator 18 Tingkat Kematangan 
Penggunaan Sistem          

Penghubung Layanan 
Instansi Pusat/ Pemerintah 

Daerah 

 2,5  

Jumlah (NI x BI)  
Indeks Aspek 2 =1/BA x Jumlah (NI x BI)  

 

Tabel 3.10 Perhitungan Nilai Indeks Aspek Penyelenggara SPBE 

Nomor 

Aspek 

Nama Aspek Bobot Aspek/BA 

(%) 

Aspek 2 Penyelenggara Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

5 

Nomor 

Indikator 

Nama Indikator Nilai 

Tingkat 

Kematangan 

(NI) 

Bobot 

Indikator 

(BI) % 

NI x BI 

Indikator 19 Tingkat Kematangan 

Pelaksanaan Tim 

Koordinasi SPBE Instansi 

Pusat/ Pemerintah Daerah 

 2,5  

Indikator 20 Tingkat Kematangan 

Kolaborasi Penerapan SPBE 

 2,5  

Jumlah (NI x BI)  

Indeks Aspek 2 =1/BA x Jumlah (NI x BI)  
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d. Analisis Nilai Domain Kebijakan dan Domain Tata Kelola SPBE 

            Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki 4 domain yang 

merupakan area penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dinilai. 

Domain tersebut terdiri dari domain kebijakan internal Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik, domain tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 

domain manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan domain layanan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana masing-masing domain tersebut 

memiliki aspek. 

 

  Nilai indeks domain adalah nilai indeks yang menjelaskan tingkat 

kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada domain 

tertentu yang dihitung dari perkalian antara indeks aspek dan bobot aspek yang 

dijumlahkan kemudian dibagi dengan bobot domain. 

 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛𝑖 = 1𝐵𝐷𝑖 ∑ 𝑁𝐴𝑖𝑗 × 𝐵𝐴𝑖𝑗𝑛𝑗=𝑚                                                     (2) 

 

Dimana: 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛𝑖 adalah nilai domain aspek ke-i; 𝐵𝐷𝑖 adalah nilai bobot domain ke-i; 𝑁𝐴𝑖𝑗 adalah nilai tingkat kematangan aspek ke-j pada domain ke-i; 𝐵𝐴𝑖𝑗 adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-i; 

             

 Setelah mendapatkan seluruh nilai indeks aspek, peneliti akan memasukkan 

nilai tersebut ke dalam tabel perhitungan nilai indeks domain kebijakan dan domain 

tata kelola/nilai tingkat kematangan domain kebijakan dan domain tata kelola 

sehingga menghasilkan nilai tingkat kematangan domain kebijakan dan domain tata 

kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palembang. 
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Tabel 3.11 Perhitungan Nilai Tingkat Kematangan Domain Kebijakan 

Nomor 

Domain 

Nama Domain Bobot Domain/BD 

(%) 

Domain 1 Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik 

13 

Nomor 

Aspek 

Nama Aspek Nilai Indeks 

Aspek (NA) 

Bobot 

Aspek/BA 

(%) 

NA x BA 

Aspek 1 Kebijakan Internal Tata 

Kelola Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

 13  

Jumlah (NA x BA)  

Indeks Domain Tata Kelola = 1/BD x Jumlah (NA x BA)  

 

Tabel 3.12 Perhitungan Nilai Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola 

Nomor 

Domain 

Nama Domain Bobot Domain/BD (%) 

Domain 2 Tata Kelola Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

25 

Nomor 

Aspek 

Nama Aspek Nilai Indeks 

Aspek (NA) 

Bobot Aspek/ 

BA (%) 

NA x BA 

Aspek 2 Perencanaan Strategis 

Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

 10  

Aspek 3 Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

 10  

Aspek 4 Penyelenggara Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik 

 5  

Jumlah (NA x BA)  

Indeks Domain Tata Kelola = 1/BD x Jumlah (NA x BA)  
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3.3. Jadwal Penelitian 

 

Tabel 3.13 Jadwal Penelitian 

No Kegiatan Bulan 

Juli  Agustus September  Oktober   November  Desember 

1 Persiapan 

Penelitian 

      

2 Perumusan 

Masalah 

      

3 Studi 

Literatur 

      

4 Pengumpulan 

Data dan 

Verifikasi 

Data Dukung 

      

5 Analisis Data 

Dukung 

      

6 Penarikan 

Kesimpulan 

      

7 Penulisan 

Laporan 

Penelitian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

 

Balb ini menyaljikaln halsil pengelompokaln daltal daln pembalhalsaln penelitia ln 

terkalit Peneralpaln Metode Calpalbility Maltulrity Model (CMM) ulntulk mengulkulr 

tingkalt kemaltalngaln Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik (SPBE) palda l 

Pemerintalh Kotal Pallembalng. Pengelompokaln daltal dilalkulkaln paldal dulal domalin 

ultalmal, yalitul Domalin Kebijalkaln SPBE daln Domalin Taltal Kelolal SPBE, sesula li 

indikaltor yalng tercalntulm dallalm Peraltulraln Menteri Pendalyalgulnalaln ALpalraltulr 

Negalral daln Reformalsi Birokralsi Repulblik Indonesial Nomor 59 Talhuln 2020 tentalng 

Pemalntalulaln daln Evallulalsi SPBE daln Pedomaln Menteri Pendalyalgulnalaln ALpalraltulr 

Negalral daln Reformalsi Birokralsi Repulblik Indonesial Nomor 3 Talhuln 2024 tentalng 

Taltal Calral Pemalntalulaln daln Evallulalsi SPBE. Setialp domalin dialnallisis menggulnalka ln 

keralngkal Calpalbility Maltulrity Model ulntulk menentulkaln tingkalt kemaltalnga ln 

berdalsalrkaln indikaltor yalng aldal. 

 

4.1    Pengelompokaln Daltal Domalin Kebijalkaln SPBE 

Domalin Kebijalkaln SPBE mencalkulp pengaltulraln daln pedomaln yalng menjaldi 

dalsalr pelalksalnalaln SPBE di lingkulngaln Pemerintalh Kotal Pallembalng. Penilalia ln 

dilalkulkaln terhaldalp kriterial kekulaltaln hulkulm daln rulalng lingkulp kebijalkaln interna ll 

yalng dimalksuld. Daltal Pendulkulng berulpal konsep kebijalkaln/kebija lkaln 

terkalit/kebijalkaln yalng berisi pengaltulraln terkalit. Kalralkteristik kebijalkaln yalng tela lh 

ditetalpkaln yalitul sekulralng-kulralngnyal kebija lkaln yalng telalh ditetalpkaln Kepultulsa ln 

Kepalla l Peralngkalt Daleralh Pemerintalh Kotal Pallembalng, memiliki nomor daln di 

talndaltalngalni. Pengulkulraln tingkalt kemaltalngaln domalin ini bertuljulaln ulntulk 

mengetalhuli sejalulh malnal regullalsi daln dokulmen kebijalkaln telalh disulsuln, 

diimplementalsikaln, daln dievallulalsi. 

 

 



42 
 

 
 

Talbel 4.1 Peralngkalt Daleralh Malsing-Malsing Indikaltor Domalin Kebijalkaln 

Nomor 

Indikaltor 

Nalmal Indikaltor Peralngkalt 

Daleralh 

Indikaltor 1 Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall ALrsitektulr 

Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik Instalnsi 

Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

Dinals 

Kominfo 

Indikaltor 2 Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall Petal Rencalna l 

Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik Instalnsi 

Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

Dinals 

Kominfo 

Indikaltor 3 Tingkalt Kemaltalngaln Kebija lkaln Internall Malnaljemen 

Daltal 

Dinals 

Kominfo 

Indikaltor 4 Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Interna ll 

Pembalngulnaln ALplikalsi Sistem Pemerintalhaln Berbalsis 

Elektronik 

Dinals 

Kominfo 

Indikaltor 5 Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall Lalyalna ln 

Pulsalt Daltal 

Dinals 

Kominfo 

Indikaltor 6 Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall Lalyalna ln 

Jalringaln Intral Instalnsi Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

Dinals 

Kominfo 

Indikaltor 7 Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall Penggulnala ln 

Sistem Penghulbulng Lalyalnaln Instalnsi 

Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

Dinals 

Kominfo 

Indikaltor 8 Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall ALuldit 

Malnaljemen Kealmalnaln Informalsi 

Dinals 

Kominfo 

Indikaltor 9 Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall ALuldit TIK 

Instalnsi Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

Dinals 

Kominfo 

Indikaltor 10 Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall Tim 

Koordinalsi Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik 

Instalnsi Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

Dinals 

Kominfo 
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4.2 Pengelompokaln Daltal Domalin Taltal Kelolal SPBE 

Domalin Taltal Kelolal SPBE melipulti perencalnalaln, pelalksalnalaln, pemalntalulaln, 

daln evallulalsi pelalksalnalaln SPBE secalral keselulrulhaln di Pemerintalh Kotal Pallembalng. 

Penilalialn dilalkulkaln terhaldalp kriterial proses/implementalsi/calkulpaln yalng tela lh 

dilalkulkaln/dipenulhi oleh Pemerintalh Kotal Pallembalng terkalit sulbstalnsi indikaltor 

dimalksuld yalng telalh terdokulmentalsi secalral formall. Daltal Pendulkulng berulpa l 

dokulmen formall halsil proses/implementalsi dalri sulbstalnsi indikaltor dimalksuld.  

Talbel 4.2 Peralngkalt Daleralh Malsing-Malsing Indikaltor Domalin Taltal Kelolal 

Nomor 
Indikaltor 

Nalmal Indikaltor Peralngkalt 
Daleralh 

Indikaltor 11 Tingkalt Kemaltalngaln ALrsitektulr Sistem Pemerintalhaln 

Berbalsis Elektronik Instalnsi Pulsalt/Pemerintalh 

Daleralh 

Dinals 
Kominfo 

Indikaltor 12 Tingkalt Kemaltalngaln Petal Rencalnal Sistem 

Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik Instalnsi 

Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

Dinals 
Kominfo 

Indikaltor 13 Tingkalt Kemaltalngaln Keterpaldulaln Rencalnal daln 

ALnggalraln Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik 

Dinals 
Kominfo 

Indikaltor 14 Tingkalt Kemaltalngaln Inovalsi Proses Bisnis Sistem 

Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik 

Balgialn 
Orgalnisalsi 

Indikaltor 15 Tingkalt Kemaltalngaln ALrsitektulr Sistem Pemerintalhaln 

Berbalsis Elektronik Instalnsi Pulsalt/Pemerintalh 

Daleralh 

Dinals 
Kominfo 

Indikaltor 16 Tingkalt Kemaltalngaln Petal Rencalnal Sistem 

Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik Instalnsi 

Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

Dinals 
Kominfo 

Indikaltor 17 Tingkalt Kemaltalngaln Keterpaldulaln Rencalnal daln 

ALnggalraln Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik 

Dinals 
Kominfo 

Indikaltor 18 Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall ALuldit 

Malnaljemen Kealmalnaln Informalsi 

Dinals 
Kominfo 

Indikaltor 19 Tingkalt Kemaltalngaln Pelalksalnalaln Tim Koordinalsi 

Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik Instalnsi 

Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

Dinals 
Kominfo 

Indikaltor 20 Tingkalt Kemaltalngaln Kolalboralsi Peneralpaln Sistem 

Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik 

Dinals 
Kominfo 
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4.3       Penerapan Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 

 ALspek Kebijalkaln Internall Taltal Kelolal SPBE merulpalkaln sallalh saltul alspek 

dalri domalin kebija lkaln SPBE yalng memiliki 10 indikaltor. Malsing-malsing indikaltor 

dilalkulkaln penilalialn tingkalt kalpalbilitals proses kebijalkaln ulntulk mendalpaltkaln nila li 

tingkalt kemaltalngaln indikaltor yalng menjaldi valrialble nilali pembentulk nila li indeks 

alspek.  

4.3.1 Peneralpaln Kebijalkaln Internall ALrsitektulr SPBE Instalnsi Pulsalt/Pemerintalh 

Daleralh 

   Peneralpaln kebijalkaln internall alrsitektulr SPBE instalnsi pulsalt/pemerinta lh 

daleralh di Pemerintalh Kotal Pallembalng merulpalkaln peneralpaln terhalda lp 

pengaltulraln/normal yalng memenulhi keselalralsaln referensi ALrsitektulr SPBE Nalsiona ll 

daln 6 (enalm) Domalin ALrsitektulr SPBE (Proses Bisnis, Daltal daln Informalsi, lalyalnaln, 

alplikalsi, Infralstrulktulr SPBE daln Kealmalnaln SPBE) melalluli kebijalkaln yalng telalh 

ditetalpkaln Pemerintalh Kotal Pallembalng. Pemerintalh Kotal Pallembalng sulda lh 

memiliki kebijalkaln internall ALrsitektulr SPBE yalng telalh ditetalpkaln daln pengaltulra ln 

ALrsitektulr SPBE mencalkulp sebalgialn Referensi daln Domalin ALrsitektulr SPBE. 

Dallalm hall ini Pemerintalh Kotal Pallembalng telalh menyulsuln dokulmen ALrsitektulr 

SPBE Kotal Pallembalng yalng sebalgialn mulaltaln mengenali Referensi ALrsitektulr daln 

6 (enalm) Domalin ALrsitektulr SPBE tertulalng dallalm dokulmen ALrsitektulr tersebult 

dengaln bulkti dulkulng sebalgalima lnal yalng dalpalt dilihalt paldal lampiran 2. 

Kebijalkaln internall yalng aldal di Pemerintalh Kotal Pallembalng tela lh 

mendulkulng pengaltulraln ALrsitektulr SPBE yalng mencalkulp keselulrulhaln Referensi 

daln Domalin ALrsitektulr SPBE. Pengaltulraln/normal Referensi ALrsitektulr daln Ena lm 

Domalin ALrsitektulr SPBE diulralikaln secalral lengkalp tertulalng dallalm dokulmen 

kebijalkaln Peraltulraln Walli Kotal Pallembalng Nomor 25 Talhuln 2023 tentalng 

Penyelenggalralaln Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik di Lingkulnga ln 

Pemerintalh Kotal Pallembalng paldal hallalmaln 5 daln 6 BALB II Palsall 5 daln Kepultulsaln 

Walli Kotal Pallembalng Nomor 348/KPTS/Diskominfo/2023 tentalng ALrsitektulr 

Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik Pemerintalh Kotal Pallembalng  yalng dalpalt 

terlihalt paldal lampiran 3 dan lampiran 4. 
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Pemerintalh Kotal Pallembalng suldalh memiliki alralh kebijalkaln interna ll 

ALrsitektulr SPBE yalng mengaltulr integralsi SPBE alntalr Instalnsi Pulsalt, alntalr 

Pemerintalh Daleralh, daln/altalul alntalr Instalnsi Pulsalt daln Pemerintalh Daleralh. 

Ketentulaln pengaltulraln integralsi SPBE telalh tertulalng dallalm dokulmen kebija lkaln 

Peraltulraln Walli Kotal Pallembalng Nomor 25 Talhuln 2023 tentalng Penyelenggalralaln 

Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik di Lingkulngaln Pemerintalh Kotal 

Pallembalng paldal hallalmaln 5 BALB II Palsall 5 yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 3. 

Kebijalkaln ALrsitektulr SPBE telalh dila lkulkaln evallulalsi/reviul yalng termulalt dalla lm 

dokulmen Lalporaln Halsil Evallulalsi Domalin Kebijalkaln SPBE Talhuln 2023 Pemerinta lh 

Kotal Pallembalng Nomor 000/44/Kominfo-V/VII/2024 hallalmaln 1 yalng dalpalt 

terlihalt paldal lampiran 5. 

 

4.3.2 Peneralpaln Kebijalkaln Internall Petal Rencalnal SPBE Instalnsi 

Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

  Peneralpaln kebija lkaln petal rencalnal SPBE Instalnsi Pulsalt/Pemerintalh Dalera lh 

di Pemerintalh Kotal Pallembalng merulpalkaln peneralpaln terhaldalp pengaltulra ln 

mengenali Petal Rencalnal SPBE sebalgali palndulaln alralh daln lalngkalh dallalm penyialpa ln 

daln pelalksalnalaln SPBE yalng mencalkulp taltal kelolal SPBE, malnaljemen SPBE, 

lalyalnaln SPBE, infralstrulktulr SPBE, alplikalsi SPBE, kealmalnaln SPBE daln aluldit 

SPBE melalluli kebijalkaln yalng telalh ditetalpkaln Pemerintalh kotal Pallembalng. 

Pemerintalh Kotal Pallembalng suldalh memiliki kebijalkaln Petal Rencalnal SPBE yalng 

tercalntulm dallalm Peraltulraln Walli Kotal Pallembalng Nomor 25 Talhuln 2023 tentalng 

Penyelenggalralaln Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik di Lingkulnga ln 

Pemerintalh Kotal Pallembalng.  

Kebijalkaln tersebult telalh mendulkulng pengaltulraln Petal Rencalnal SPBE yalng 

mencalkulp keselulrulhaln mulaltaln Petal Rencalnal SPBE. Pengaltulraln altalul normal mulaltaln 

Petal Rencalnal SPBE diulralikaln secalral lengkalp tertulalng paldal Peraltulraln Walli Kotal 

Pallembalng Nomor 25 Talhuln 2023 Balb III Petal Rencalnal SPBE Pemerintalh Kotal 

Palsall 6 daln Kepultulsaln Walli Kotal Pallembalng Nomor 346/KPTS/Diskominfo/2023 
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tentalng Petal Rencalnal Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik Pemerintalh Kotal 

Pallembalng Talhuln 2023-2027 yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 3 dan lampiran 6. 

  Kebijalkaln internall Petal Rencalnal SPBE telalh direviul daln dievallulalsi. 

Ketentulaln penyulsulnaln Petal Rencalnal SPBE Kotal Pallembalng telalh selalrals dengaln 

Petal Rencalnal Nalsionall yalng tertulalng dallalm dokulmen kebijalkaln Peraltulraln Walli 

Kotal Pallembalng Nomor 25 Talhuln 2023 tentalng Penyelenggalralaln Sistem 

Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik di Lingkulngaln Pemerintalh Kotal Pallembalng 

paldal hallalmaln 6 Balb III Petal Rencalnal SPBE Pemerintalh Kotal palsall 6  yalng dalpalt 

terlihalt paldal lampiran 3. 

Kebijalkaln Internall Petal Rencalnal SPBE telalh dilalkulkaln evallulalsi/reviul ya lng 

termulalt dallalm dokulmen Lalporaln Halsil Evallulalsi Domalin Kebijalkaln SPBE Talhu ln 

2023 Pemerintalh Kotal Pallembalng Nomor 000/44/Kominfo-V/VII/2024 yalng 

terdalpalt paldal hallalmaln 1 daln 2, dokulmentalsi ralpalt tim kooordinalsi SPBE da ln 

notullen ralpalt koordinalsi SPBE yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 6, lampiran 8 dan 

lampiran 9. 

Dalri halsil reviul evallulalsi SPBE talhuln 2024 daln halsil lalporaln reviul kebija lkaln 

internall SPBE, dokulmen petal rencalnal SPBE telalh ditetalpkaln tulrulnaln kebijalkaln 

balrul yalng berulpal SK Petal Rencalnal SPBE talhuln 2024. Kebija lkaln Petal rencalna l 

SPBE telalh direviul daln ditetalpkaln kebija lkaln balrul yalng merulpalkaln tulrulnaln dalri 

kebijalkaln internall SPBE Peraltulraln Walli Kotal Pallembalng Nomor 25 Talhuln 2023 

tentalng Penyelenggalralaln Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik di Lingkulnga ln 

Pemerintalh Kotal Pallembalng, yalng sebelulmnyal diturulnkaln dallalm Kepultulsaln Walli 

Kotal Pallembalng Nomor 346/KPTS/Diskominfo/2023 tentalng Petal Rencalnal Sistem 

Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik Pemerintalh Kotal Pallembalng Talhuln 2023-2027 

diperbalhalruli dallalm dokulmen Kepultulsaln Walli Kotal Pallembalng Nomor 

255/KPTS/Diskominfo/2024 tentalng Petal Rencalnal Sistem Pemerintalhaln Berbalsis 

Elektronik Pemerintalh Kotal Pallembalng Talhuln 2024-2028. Dimalnal dokulmen 

terbalrul terdalpalt perulbalhaln penalmbalhaln paldal progralm/kegialtaln Petal Rencalnal ya lng 

dalpalt terlihalt paldal lampiran 6 dan lampiran 7. 
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4.3.3 Peneralpaln Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall Malnaljemen Daltal 

 Kebijalkaln internall malnaljemen daltal Pemerintalh Kotal Pallembalng telalh 

ditetalpkaln paldal Peraltulraln Wallikotal Pallembalng Nomor 29 Talhuln 2020 tentalng Saltul 

Daltal Indonesia l Tingkalt Kotal yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 19. Kebijalka ln 

internall malnaljemen daltal di Pemerintalh Kotal Pallembalng telalh mengaltulr selulru lh 

proses rulalng lingkulp malnaljemen daltal. Pengaltulraln/Normal peneralpaln malnaljemen 

daltal SPBE telalh diulralikaln secalral lengkalp ralngkalialn proses rulalng lingku lp 

malnaljemen daltal yalng tertulalng dallalm dokulmen kebijalkaln Peraltulraln Walli Kotal 

Pallembalng Nomor 25 Talhuln 2023 tentalng Penyelenggalralaln Sistem Pemerintalhaln 

Berbalsis Elektronik di Lingkulngaln Pemerintalh Kotal Pallembalng paldal hallalmaln 7 

daln hallalmaln 8 Balb V Palsall 8 daln Palsall 9. Dokulmen tersebult terkalit pengelolala ln 

daltal melipulti alrsitektulr daltal, daltal indulk, daltal referensi, balsis daltal, daln kulallitals dalta l 

yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 3. 

 Kebijalkaln malnaljemen daltal telalh dilalkulkaln reviul daln ditetalpkaln kebijalka ln 

balrul yalng merulpalkaln tulrulnaln berulpal pedomaln malnaljemen daltal. Kebijalkaln interna ll 

malnaljemen daltal telalh dievallulalsi/direviul dengaln bulkti dulkulng berulpal dokulmentalsi 

ralpalt tim koordinalsi SPBE daln reviul kebijalkaln SPBE Kotal Pallembalng. Kebijalka ln 

internall malnaljemen daltal telalh dibulalt tulrulnaln kebijalkaln berulpal pedomaln 

malnaljemen daltal yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 11. 

 

4.3.4 Peneralpaln Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall Pembalngulnaln ALplikalsi 

SPBE 

 Kebijalkaln internall pembalngulnaln alplikalsi di Pemerintalh Kotal Pallembalng 

telalh ditetalpkaln daln telalh mengaltulr selulrulh sikluls pembalngulnaln alplikalsi. Bulkti 

dulkulng pengaltulraln pembalngulnaln alplikalsi SPBE telalh memulalt selulrulh siklu ls 

pembalngulnaln alplikalsi SPBE yalg tertulalng dalla lm dokulmen kebijalkaln Peraltulra ln 

Wallikotal Pallembalng Nomor 14 Talhuln 2017 tentalng Pedomaln Pemalnfalalta ln 

Teknologi Informalsi daln Komulnikalsi dallalm Penyelenggalralaln Pemerintalha ln 

Daleralh Menuljul Pallembalng Smalrt City Balb I Pendalhullulaln, 1.1 Laltalr Belalkalng palda l 

Poin 5 yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 12. Kebijalkaln internall yalng aldal tela lh 

mengaltulr proses konsulltalsi terkalit selulrulh sikluls pembalngulnaln alplikalsi SPBE 
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dengaln peralngkalt daleralh yalng menjallalnkaln fulngsi pengelolalaln TIK. 

Pengaltulraln/Normal balgi selulrulh peralngkalt daleralh ulntulk melalkulkaln konsulltalsi 

terkalit sikluls pembalngulnaln alplikalsi SPBE dengaln Dinals Komulnikalsi da ln 

Informaltikal Kotal Pallembalng yalng tertulalng dallalm dokulmen kebijalkaln  Peraltulraln 

Walli Kotal Pallembalng Nomor 25 Talhuln 2023 tentalng Penyelenggalralaln Sistem 

Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik di Lingkulngaln Pemerintalh Kotal Pallembalng Ba lb 

VI Palsall 13 yalng dalpalt terlihalt paldal  lampiran 3. 

  Pengaltulraln sikluls pembalngulnaln alplikalsi SPBE yalng melipulti perencalnalaln, 

desalin, pengembalngaln, penguljialn, peninjalulaln, pelulnculraln, daln pengullalnga ln 

sikluls, telalh dialtulr dallalm dokulmen kebijalkaln Peraltulraln Walli Kotal Pallembalng 

Nomor 25 Talhuln 2023 tentalng Penyelenggalralaln Sistem Pemerintalhaln Berbalsis 

Elektronik di Lingkulngaln Pemerintalh Kotal Pallembalng Balb VI Palsall 12 Poin 3 yalng 

dalpalt terlihalt paldal lampiran 3. Kebijalkaln internall pembalngulnaln alplikalsi SPBE 

telalh dilalkulkaln reviul yalng terdalpalt paldal dokulmen Lalporaln Halsil Evallulalsi Doma lin 

Kebijalkaln SPBE Talhuln 2023 Pemerintalh Kotal Pallembalng Nomor 

000/44/Kominfo-V/VII/2024 yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 5.  

  Kebijalkaln internall pembalngulnaln alplikalsi SPBE telalh dibulalt tulrulna ln 

kebijalkaln balrul berulpal stalndalr teknis prosedulr pembalngulnaln daln pengembalnga ln 

alplikalsi khulsuls Pemerintalh Kotal Pallembalng yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 13. 

 

4.3.5 Peneralpaln Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall Lalyalnaln Pulsalt Daltal 

Kebijalkaln internall lalya lnaln pulsalt daltal suldalh ditetalpkaln berulpal Sulralt Edalraln 

Wallikotal Nomor 44.B/SE/Diskominfo/2019 tentalng Pengelolalaln Server di 

Lingkulngaln Pemerintalh Kotal Pallembalng yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 23. 

Kebijalkaln internall lalya lnaln pulsalt daltal telalh mengaltulr penggulnalaln pulsalt daltal ulntulk 

selulrulh peralngkalt daleralh di Pemerintalh Kotal Pallembalng yalng terdalpalt palda l 

dokulmen Peraltulraln Walli Kotal Pallembalng Nomor 25 Talhuln 2023 tentalng 

Penyelenggalralaln Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik di Lingkulnga ln 

Pemerintalh Kotal Pallembalng Balb VII Palsall 14 yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 3. 

  

 



49 
 

 
 

4.3.6 Peneralpaln Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall Lalya lnaln Jalringaln Intral 

Instalnsi Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

Kebijalkaln internall lalyalnaln jalringaln intral suldalh ditetalpkaln daln mengaltulr 

penggulnalalnnyal paldal selulrulh peralngkalt daleralh yalng terdalpalt paldal dokulmen 

Peraltulraln Walli Kotal Pallembalng Nomor 25 Talhuln 2023 tentalng Penyelenggalralaln 

Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik di Lingkulngaln Pemerintalh Kotal Balb VIII 

Palsall 15 Poin 1 salmpali dengaln Poin 7. Dallalm dokulmen tersebult disalmpalika ln  

balhwal  Dinals Komulnikalsi daln Informaltikal melalkulkaln pengelolalaln da ln 

pengendallia ln kealmalnaln jalringaln intral dalri network operaltion center ke peralngkalt 

daleralh. Setialp peralngkalt daleralh paldal Pemerintalh Kotal Pallembalng halru ls 

menggulnalkaln jalringaln intral Pemerintalh Kotal dimalnal infralstrulktulr jalringaln intra l 

melipulti hulb, roulter, switch, alccess point, peralngkalt WiFi, fiber optic, daln kalbel 

ULTP. Dokulmen kebijalkaln internall lalyalnaln jalringaln intral paldal Pemerintalh Kotal 

Pallembalng terlihalt paldal lampiran 3.  

 

4.3.7 Peneralpaln Tingkalt Kemaltalngaln Kebija lkaln Internall Penggulnalaln Sistem 

Penghulbulng Lalyalnaln Instalnsi Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

Kebijalkaln internall sistem penghulbulng lalyalnaln pemerintalh telalh ditetalpkaln 

daln diteralpkaln paldal selulrulh peralngkalt daleralh yalng terdalpalt paldal dokulmen 

Peraltulraln Walli Kotal Pallembalng Nomor 25 Talhuln 2023 tentalng Penyelenggalralaln 

Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik di Lingkulngaln Pemerintalh Kotal Balb IX 

Palsall 16 yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 3.  

  Kebijalkaln internall sistem penghulbulng lalyalnaln Pemerintalh Kotal Pallembalng 

telalh mengaltulr interkoneksi sistem penghulbulng lalyalnaln Pemerintalh alntalr instalnsi 

pemerintalh pulsalt daleralh yalng terdalpalt paldal dokulmen Peraltulraln Walli Kotal 

Pallembalng Nomor 25 Talhuln 2023 tentalng Penyelenggalralaln Sistem Pemerintalhaln 

Berbalsis Elektronik di Lingkulngaln Pemerintalh Kotal Pallembalng Balb IX Palsall 16  

yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 3. Kebijalkaln internall terkalit sistem penghulbulng 

lalyalnaln Pemerintalh telalh dilalkulkaln reviul yalng terdalpalt paldal dokulmen Lalpora ln 

Evallulalsi Domalin Kebijalkaln SPBE Talhul 2023 Pemerintalh Kotal Pallembalng 

hallalmaln 4 Poin 7 yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 5. 
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4.3.8 Peneralpaln Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall Malnaljemen Kealmalnaln 

Informalsi 

Kebijalkaln malnaljemen kealmalnaln informalsi Pemerintalh Kotal Pallembalng 

telalh ditetalpkaln daln mengaltulr secalral lengkalp calkulpaln malnaljemen kealmalnaln 

informalsi melipulti penetalpaln rulalng lingkulp, penetalpaln penalnggulng jalwalb, 

perencalnalaln, dulkulngaln pengoperalsialn, evallulalsi kinerjal, daln perbalika ln 

berkelalnjultaln terhaldalp kealmalnaln informalsi. Kebijalkaln tersebult telalh diulralika ln 

secalral lengkalp paldal Peraltulraln Walli Kotal Nomor 27 Talhuln 2023 tentalng 

Malnaljemen Kealmalnaln SPBE di Lingkulngaln Pemerintalh Kotal Pallembalng yalng 

dalpalt terlihalt paldal lampiran 18. 

 

4.3.9 Peneralpaln Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall ALuldit Teknologi 

Informalsi daln Komulnikalsi 

 Kebijalkaln internall ALuldit TIK Pemerintalh Kotal Pallembalng telalh ditetalpkaln 

yalng mengaltulr calkulpaln ALuldit TIK secalral lengkalp. Peneralpaln kebijalkaln interna ll 

ALuldit TIK Pemerintalh Kotal Pallembalng telalh berisi calkulpaln lengkalp yalng melipulti 

ALuldit Infralstrulktulr SPBE, ALuldit ALplikalsi SPBE, daln ALuldit Kealmalnaln SPBE. 

Pengaltulraln/normal peneralpaln ALuldit TIK tertulalng dallalm dokulmen kebijalka ln 

Peraltulraln Walli Kotal Pallembalng Nomor 25 Talhuln 2023 tentalng Penyelenggalralaln 

Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik di Lingkulngaln Pemerintalh Kotal 

Pallembalng Balb X Palsall 17 Point 1 daln 2 yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 12. 

Kebijalkaln internall ALuldit TIK Pemerintalh Kotal Pallembalng yalng ditetalpkaln telalh 

dilalkulkaln reviul yalng terdalpalt paldal dokulmen Lalporaln Halsil Evallulalsi Domalin 

Kebijalkaln SPBE Talhuln 2023 Pemerintalh Kotal Pallembalng Nomor 

000/44/Kominfo-V/2024 yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 5. 

 

4.3.10 Peneralpaln Kebijalkaln Internall Tim Koordinalsi SPBE Instalnsi 

Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

 Kebijalkaln internall Tim Koordinalsi SPBE Pemerintalh Kotal Pallembalng 

suldalh diteralpkaln daln mencalkulp pengaltulraln selulrulh tulgals-tulgals Tim Koordina lsi 
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SPBE ulntulk mendulkulng semulal peralngkalt daleralh di Pemerintalh Kotal Pallembalng. 

Kebijalkaln internall Tim Koordinalsi SPBE Pemerintalh Kotal Pallembalng tertulalng 

dallalm dokulmen Peraltulraln Walli Kotal Pallembalng Nomor 25 Talhuln 2023 tentalng 

Penyelenggalralaln Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik di Lingkulnga ln 

Pemerintalh Kotal Pallembalng Balb XI Palsall 21 yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 3. 

  Tim Koordinalsi SPBE Pemerintalh Kotal Pallembalng memiliki tulgals da ln 

fulngsi ulntulk mengendallikaln, mengalralhkaln, daln mengevallulalsi SPBE termalsu lk 

didallalmnyal melalksalnalkaln perulmulsaln kebijalkaln daln peneralpaln SPBE di 

Pemerintalh  Kotal Pallembalng yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 12. Kebijalkaln 

internall Tim Koordinalsi SPBE Pemerintalh Kotal Pallembalng telalh mengaltulr 

koordinalsi daln kerjalsalmal dengaln pihall-pihalk terkalit yalng ditulalngkaln paldal tulgals-

tulgals Tim Koordinalsi SPBE Pemerintalh Kotal Pallembalng. Kebijalkaln internall Tim 

Koordinalsi Pemerintalh Kotal Pallembalng telalh dilalkulkaln reviul yalng tercalntu lm 

dallalm Lalporaln Halsil Evallulalsi Domalin Kebijalkaln SPBE Talhuln 2023 Pemerinta lh 

Kotal Pallembalng Nomor 000/44/Kominfo-V/2024 Point 10 yalng dalpalt terlihalt palda l 

lampiran 5. 

 

4.4 Peneralpaln Indeks ALspek Perencalnalaln Straltegis SPBE 

4.4.1 Peneralpaln ALrsitektulr SPBE Instalnsi Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

Dokulmentalsi yalng memulalt ALrsitektulr SPBE als-is yalng menggalmbalrka ln 

referensi ALrsitektulr SPBE daln enalm domalin ALrsitektulr SPBE tela lh 

didokulmentalsikaln secalral formall dallalm dokulmen kebijalkaln Kepultulsaln Walli Kotal 

Pallembalng Nomor 384/KPTS/Diskominfo/2023 tentalng ALrsitektulr Sistem 

Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik Pemerintalh Kotal Pallembalng. yalng dalpalt terlihalt 

paldal lampiran 13. Dokulmen ALrsitektulr SPBE Pemerintalh Kotal Pallembalng sesula li 

stalndalr ALrsitektulr SPBE Nalsionall yalng telalh ditetalpkaln melalluli Kepultulsaln Walli 

Kotal Pallembalng Nomor 348/KPTS/Diskominfo/2023 tentalng ALrsitektulr Sistem 

Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik Pemerintalh Kotal Pallembalng sertal telalh termulalt 

didallalm Sistem Informalsi ALrsitektulr SPBE Nalsionall daln telalh dilalkulkaln reviul daln 

evallulalsi yalng terdalpalt paldal Lalporaln Halsil Evallulalsi Domalin Taltal Kelolal SPBE 
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Talhuln 2023 Indikaltor 11 ALrsitektulr SPBE daln Indikaltor 12 Petal Rencalnal SPBE 

Pemerintalh Kotal Pallembalng seperti yalng terlihalt paldal lampiran 4 dan lampiran 15. 

 

4.4.2 Peneralpaln Petal Rencalnal SPBE Pemerintalh Kotal Pallembalng 

  Pemerintalh Kotal Pallembalng suldalh memiliki dokulmen Petal Rencalnal SPBE 

yalng mencalkulp keselulrulhaln mulaltaln Petal Rencalnal SPBE yalng tela lh 

didokulmentalsikaln secalral formall tertulalng dallalm dokulmen kebijalkaln Kepultulsaln 

Walli Kotal Pallembalng Nomor 346/KPTS/Diskominfo/2023 tentalng Petal Rencalna l 

Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik Pemerintalh Kotal Pallembalng Talhu ln 

2023-2027 Balb III Progralm/Kegialtaln Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik 

Kotal Pallembalng Talhuln 2023-2027 yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 6. Pemerinta lh 

Kotal Pallembalng suldalh memiliki dokulmen Petal Rencalnal SPBE Kotal Pallembalng 

yalng selalrals dengaln progralm paldal Dokulmen Rencalnal Kerjal daln ALnggalraln Talhu ln 

2022, Talhuln 2023 daln Talhuln 2024. Dokulmen Petal Rencalnal SPBE Kotal Pallembalng 

telalh dilalkulkaln reviul daln evallulalsi yalng terdalpalt paldal Lalporaln Halsil Evallula lsi 

Domalin Taltal Kelolal SPBE Talhuln 2023 Indikaltor 11 ALrsitektulr SPBE daln Indikaltor 

12 Petal Rencalnal SPBE Pemerintalh Kotal Pallembalng yalng dalpalt terlihalt palda l 

lampiran 15. Dokulmen Petal Rencalnal SPBE Kotal Pallembalng telalh dilalkulka ln 

pemultalkhiraln dallalm ulpalyal perbalikaln berkelalnjultaln terhaldalp Petal Rencalnal SPBE 

sebalgali tindalk lalnjult halsil reviul daln evallulalsi. Dokulmentalsi tindalk lalnjult ulpalya l 

perbalikaln berkelalnjultaln terhaldalp Petal Rencalnal SPBE yalng selalrals dengaln 

rekomendalsi halsil reviul tertulalng dallalm dokulmen Kepultulsaln Walli Kotal Pallembalng 

Nomor 255/KPTS/Diskominfo/2024 tentalng Petal Rencalnal Sistem Pemerintalha ln 

Berbalsis Elektronik Pemerintalh Kotal Pallembalng Talhuln 2024-2028 yalng dalpalt 

terlihalt paldal lampiran 7. 

 

 4.4.3 Peneralpaln Keterpaldulaln Rencalnal daln ALnggalraln SPBE Pemerintalh Kotal 

Pallembalng 

 Dokulmen rencalnal daln alnggalraln SPBE Peralngkalt Daleralh di Pemerintalh 

Kotal Pallembalng mengalcul paldal dokulmen Petal Rencalnal SPBE Pemerintalh Kotal 

Pallembalng daln selulrulh rencalnal daln alnggalraln SPBE Peralngkalt Daleralh di 
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Pemerintalh Kotal Pallembalng suldalh dikonsulltalsikaln dengaln ulnit pengelolal TIK 

Dinals Komulnikalsi daln Informaltikal Kotal Pallembalng sertal didokulmentalsikaln secalra l 

formall paldal Dokulmentalsi Konsulltalsi ALnggalraln SPBE Peralngkalt Dalera lh 

Pemerintalh Kotal Pallembalng daln Sulralt Ballalsaln Dinals Komulnikalsi daln Informaltika l 

Kotal Pallembalng perihall Konsulltalsi ALnggalraln SPBE yalng dalpalt terlihalt paldal 

lampiran 16. 

 

4.4.4 Peneralpaln Inovalsi Proses Bisnis  

 Dokulmen Proses Bisnis Pemerintalh Kotal Pallembalng suldalh memenu lhi 

stalndalr proses bisnis nalsionall paldal Peraltulraln Menteri Pendalyalgulnalaln ALpalraltulr 

Negalral daln Reformalsi Birokralsi Repulblik Indonesial Nomor 19 Talhuln 2018 tentalng 

Penyulsulnaln Petal Proses Bisnis Instalnsi Pemerintalh. Dokulmen Petal Proses Bisnis 

Pemerintalh Kotal Pallemba lng didokulmentalsikaln secalral formall paldal Kepultulsaln 

Wallikotal Pallembalng Nomor 274/KPTS/X/2020 tentalng Proses Bisnis Pemerinta lh 

Kotal Pallembalng yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 18. Pemerintalh Kotal Pallembalng 

telalh melalkulkaln perbalikaln paldal proses bisnis sebalgali bentulk peneralpaln inovalsi 

proses bisnis, dimalnal dokulmen model petal proses bisnis yalng telalh dilalkulka ln 

perbalikaln daln reviul didokulmentalsikaln secalral formall paldal Kepultulsaln Walli Kotal 

Pallembalng Nomor 134/KPTS/X/2023 tentalng Perulbalhaln ALtals Kepultulsaln Wallikotal 

Nomor 274/KPTS/X/2020 tentalng Petal Proses Bisnis Pemerintalh Kotal Pallembalng 

yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 19. 

Pemerintalh Kotal Pallembalng telalh melalkulkaln peneralpaln inovalsi proses 

bisnis yalng semullal diteralpkaln melalluli mekalnisme non elektronik kemuldialn diulbalh 

dengaln menggulnalkaln sistem elektronik. Inovalsi proses bisnis yalng telalh dila lkulka ln 

paldal petal proses peningkaltaln kinerjal daln alkulntalbilitals orgalnisalsi mela llu li 

penggulnalaln alplikalsi E-SALKIP yalng dalpalt mempermuldalh pengulkulraln kinerja l 

perngkalt daleralh daln menciptalkaln perngkalt daleralh yalng alkulntalbel, bekerja l   secalra l 

efisien, efektif daln responsif terhaldalp alspiralsi malsyalralkalt yalng dalpalt terlihalt palda l 

lampiran 31. Peneralpaln proses bisnis Pemerintalh Kotal Pallemba lng telalh dilalkulka ln 

reviul daln evallulalsi berulpal Lalporaln Reviul Implementalsi SALKIP melalluli alplikalsi E-

SALKIP Kotal Pallembalng Talhuln 2024 yalng dalpalt terlihalt palda lampiran 23. 
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Pemerintalh Kotal Pallembalng telalh melalkulkaln tindalk lalnjult berulpa l 

penyempulrnalaln terhaldalp inovalsi proses bisnis berdalsalrkaln lalporaln reviul melallu li 

ralpalt tindalk lalnjult reviul implementalsi E-SALKIP Kotal Pallembalng yalng 

didokulmentalsikaln secalral formall ke dallalm Talbel Tindalk Lalnjult Halsil Reviul E-

SALKIP Kotal Pallembalng yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 24 dan lampiran 25. 

 

4.5   Peneralpaln Indeks ALspek Teknologi Informalsi daln Komulnikalsi 
4.5.1   Peneralpaln Pembalngulnaln ALplikalsi SPBE 

 Pemerintalh Kotal Pallembalng suldalh melalkulkaln proses 

pembalngulnaln/pengembalngaln alplikalsi SPBE daln telalh memnulhi siklu ls 

pembalngulnaln alplikalsi yalng mencalkulp sikluls perencalnalaln, alnallisis, desalin, 

implementalsi, daln pemelihalralaln. Dokulmentalsi sikluls pengembalngaln alplikalsi 

SPBE telalh didokulmentalsikaln dallalm dokulmen Dokulmentalsi Pengembalnga ln 

ALplikalsi Saltul Daltal Pallemba lng, Dokulmentalsi Pengembalngaln ALplikalsi Sidemalng, 

Dokulmentalsi Pengembalngaln ALplikalsi SIMSP2D Pallembalng, daln Stalndalr Teknis 

daln Prosedulr Pembalngulnaln daln Pengembalngaln ALplikalsi Khulsuls yalng dalpalt 

terlihalt paldal lampiran 26 sampai dengan lampiran 29. 

 Pemerintalh Kotal Pallembalng suldalh melalkulkaln proses 

pembalngulnaln/pengembalngaln alplikalsi SPBE yalng didallalmnya l mencalkulp sikluls 

pembalngulnaln/pengembalngaln alplikalsi yalng suldalh dikonsulltalsikaln da ln 

didokulmentalsikaln secalral formall tertulalng dallalm Dokulmen Persyalraltaln Lalyalnaln 

Saltul Daltal Pallembalng, Dokulmen Peralncalngaln Peralngkalt Lulnalk Saltul Daltal 

Pallembalng, Dokulmen Kebultulhaln Peralngkalt Lulnalk Saltul Daltal Pallembalng, 

Dokulmen Persyalraltaln Lalyalnaln Sidemalng, Dokulmen Kebultulhaln Peralngkalt Lulnalk 

Sidemalng, Dokulmen Peralncalngaln Peralngkalt Lulnalk Sidemalng, Dokulmen 

Persyalraltaln Lalyalnaln Salnjo, Dokulmen Kebultulhaln Peralngkalt Lulnalk Salnjo, 

Dokulmen Peralncalngaln Peralngkalt Lulnalk Salnjo, Dokulmen Penguljia ln Peralngkalt 

Lulnalk Salnjo, Sulralt Rilis ALplikalsi Sidema lng Perkimtaln, Sulralt Rilis ALplikalsi 

Sidemalng Disdulkcalpil, Sulralt Rilis daln Pelaltihaln ALplikalsi Saltul Daltal, Sulralt 

lalulnching daln pelaltihaln alplikalsi Salnjo, Sulralt Pembulaltaln ALplikalsi SPBE Peralngkalt 

Daleralh yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 31 sampai dengan lampiran 38. 
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Pembalngulnaln alplikalsi di Pemerintalh Kotal Pallembalng telalh dilalksalnalkaln 

secalral terpaldul daln dalpalt dikendallikaln sertal dilalkulkaln reviul daln/altalul evallulalsi 

secalral periodic. Halsil reviul pembalngulnaln alplikalsi tertulalng dallalm dokulmen  

Lalporaln Halsil Evallulalsi SPBE Talhuln 2024 Pemerintalh Kotal Pallemba lng Nomor 

000/22/KOMINFO/2025 yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 39. 

 

4.5.2 Peneralpaln Lalya lnaln Pulsalt Daltal 

 Lalyalnaln pulsalt daltal Pemerintalh Kotal Pallembalng telalh tersedial da ln 

digulnalkaln oleh selulrulh peralngkalt daleralh di Pemerintalh Kotal Pallembalng. 

Penggulnalaln lalya lnaln pulsalt daltal  di Pemerintalh Kotal Pallembalng telalh dia ltulr dalla lm 

Peraltulraln Walli Kotal Pallembalng Nomor 25 Talhuln 2023 tentalng Penyelenggalralaln 

Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik di Lingkulngaln Pemerintalh Kotal 

Pallembalng Balb VII Rulalng Server Pemerintalh Kotal Palsall 14. Dokulmentalsi 

operalsionall daln pemalnfalaltaln lalyalnaln pulsalt daltal Pemerintalh Kotal Pallembalng palda l 

selulrulh peralngkalt daleralh Pemerintalh Kotal Pallembalng yalng menggulnalkaln 

didokulmentalsikaln secalral formall yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 3, lampiran 40 

sampai dengan lampiran 43. 

 

4.5.3 Peneralpaln Lalya lnaln Jalringaln Intral Instalnsi Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

 Lalyalnaln jalringaln intral di Pemerintalh Kotal Pallembalng telalh diteralpkaln di 

sebalgialn peralngkalt daleralh yalitul Lalwalng Jalbo Commalnd Center, JDIH Kotal 

Pallembalng, E-SALKIP Kotal Pallembalng daln  107 kelulralhaln di Kotal Pallembalng. 

Dokulmentalsi operalsionall daln pemalnfalaltaln lalyalnaln jalringaln intral paldal sebalgia ln 

peralngkalt daleralh yalng menggulnalkaln didokulmentalsikaln secalral formall yalng dalpalt 

terlihalt paldal lampiran 44 dan lampiran 45. 

 

4.5.4 Peneralpaln Penggulnalaln Sistem Penghulbulng Lalyalnaln  Instalnsi 

Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

 Pemerintalh Kotal Pallembalng suldalh menggulnalkaln sistem penghulbulng 

lalyalnaln instalnsi pulsalt/pemerintalh daleralh daln telalh diteralpkaln paldal peralngkalt 

daleralh di Pemerintalh Kotal Pallembalng paldal website splp.lalyalnaln.go.id. 
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Permohonaln pemalnfalaltaln alkuln sistem penghulbulng lalyalnaln pemerintalh tela lh 

dilalkulkaln ke Kementerialn Komulnikalsi daln Digitall paldal talhuln 2023. Dokulmentalsi 

operalsionall daln pemalnfalaltaln lalya lnaln sistem penghulbulng lalyalnaln paldal peralngkalt 

daleralh di Pemerintalh Kotal Pallembalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 46 sampai 

dengan lampiran 51. 

 

4.6 Peneralpaln Indeks ALspek Penyelenggalral SPBE 

4.6.1 Peneralpaln Pelalksalnalaln Tim Koordinalsi SPBE 

 Tim Koordinalsi SPBE Pemerintalh Kotal Pallembalng telalh terbentulk da ln 

suldalh ditetalpkaln dallalm Kepultulsaln Walli Kotal Pallembalng Nomor 

347/KPTS/DISKOMINFO/2023 tentalng Tim Koordinalsi Sistem Pemerintalha ln 

Berbalsis Elektronik (SPBE) Pemerintalh Kotal Pallembalng. Tim Koordinalsi SPBE 

Pemerintalh Kotal Pallembalng suldalh melalksalnalkaln keselulrulhaln tulgals/progralm kerja l 

daln telalh dikomulnikalsikaln/dikoordinalsikaln kepaldal semulal peralngkalt daleralh di 

Pemerintalh Kotal Pallembalng. Tulgals/progralm kerjal Tim koordinalsi SPBE 

Pemerintalh Kotal Pallemba lng telalh dilalkulkaln reviul daln evallulalsi. Dokulmentalsi 

pelalksalnalaln tulgals/progralm kerjal tim koordinalsi SPBE Pemerintalh Kotal Pallembalng 

terkalit pelalksalnalaln keselulrulhaln tulgals/progralm kerjal telalh didokulmentalsika ln 

secalral formall ya lng dalpalt terlihalt paldal lampiran 8, lampiran 9 dan lampiran 52. 

Halsil reviul tim koordinalsi SPBE Kotal Pallembalng didokulmentalsikaln dalla lm 

dokulmen kebijalkaln Lalporaln Halsil Evallulalsi SPBE Talhuln 2024 Pemerintalh Kotal 

Pallembalng Nomor 000/22/KOMINFO/2025 yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 39. 

 

4.6.2 Peneralpaln Kolalboralsi Peneralpaln SPBE 

 Pemerintalh Kotal Pallembalng suldalh melalkulkaln kolalboralsi peneralpaln SPBE 

alntalr peralngkalt daleralh  daln telalh dilalkulkaln sesulali perencalnalaln. Terdalpalt 

perencalnalaln progralm kerjal/kegia ltaln kolalboralsi dallalm petal rencalnal SPBE yalng 

tertulalng dallalm dokulmen kebijalkaln Kepultulsaln Walli Kotal Pallembalng Nomor 

255/KPTS/Diskominfo/2024 tentalng Petal Rencalnal SPBE Pemerintalh Kotal 

Pallembalng Talhuln 2024-2028. Pemerintalh Kotal Pallembalng telalh menetalpkaln daln 

membentulk tim kolalboralsi peneralpaln SPBE secalral formall, sertal suldalh melalkulka ln 
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pertemulaln secalral rultin nalmuln malsih dallalm bentulk kegialtaln yalng dilalksalnalka ln 

paldal sebalgialn peralngkalt daleralh. Dokulmentalsi alktivitals kolalboralsi peneralpaln 

SPBE alntalr peralngkalt daleralh sesulali dengaln yalng telalh direncalnalkaln oleh 

Pemerintalh Kotal Pallembalng yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 56. Dokulmenta lsi 

penetalpaln forulm kolalboralsi peneralpaln SPBE tertulalng dallalm dokulmen kebijalka ln 

Kepultulsaln Walli Kotal Pallembalng Nomor 188/KPTS/Diskominfo/2024 tentalng 

Forulm Kolalboralsi SPBE Kotal Pallembalng yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 53. 

Dokulmentalsi alktivitals kegialtaln forulm kolalboralsi peneralpaln SPBE seperti 

Kesepalkaltaln Kerjalsalmal Pallcomtech daln Dinals Komulnikalsi daln Informaltikal Kotal 

Pallembalng, Ralpalt Koordinalsi Saltul Daltal Pallembalng, Sosiallisalsi Metaldaltal Staltistik 

daln Sulralt ULndalngaln Pembinalaln Staltistik Sektorall dalpalt terlihalt paldal lampiran 54 

sampai dengan lampiran 57. 

 Kolalboralsi alntalr peralngkalt daleralh dallalm peneralpaln SPBE di Pemerintalh 

Kotal Pallembalng telalh dilalksalnalkaln secalral terpaldul sertal kolalboralsi dalla lm 

peneralpaln SPBE telalh dilalkulkaln reviul daln evallulalsi. Halsil reviul kolalboralsi SPBE 

tertulalng dallalm dokulmen Lalporaln Halsil Evallulalsi SPBE Talhuln 2024 Pemerinta lh 

Kotal Pallembalng Nomor 000/22/Kominfo/2025 yalng dalpalt terlihalt paldal lampiran 

39. 

 

4.7 Halsil Penelitialn 

 Berdalsalrkaln dokulmentalsi bulkti dulkulng paldal peneralpaln Domalin Kebijalka ln 

daln Domalin Taltal Kelolal SPBE dilalkulkaln penilalialn tingkalt kemaltalngaln setia lp 

indikaltor menggulnalkaln gemini.google.com sebalgali tools ulntulk alnallisal dalta l 

kulallitaltif. 

4.7.1 Penilalialn Tingkalt Kemaltalngaln Indikaltor ALspek  Kebijalkaln Internall Taltal 

Kelolal SPBE 

 Aspek Kebija lkaln Internal Tata Kelola SPBE mengevallulalsi sejalulh malna l 

Pemerintalh Kota Palembang telalh memiliki kebijalkaln internall yalng kulalt sebalga li 

lalndalsaln peneralpaln SPBE pada Pemerintah Kota Palembnag. Penilalia ln paldal aspek 

ini berfokuls paldal keberaldalaln, kelengkalpaln, daln sikluls perbalikaln berkelalnjultaln dalri 
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kebijalkaln-kebijalkaln tersebult. Hasil penilaian tingkat kematangan indikator aspek 

Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE diperlihatkan pada Tabel 4.3. 

Talbel 4.3 Penilalialn Indikaltor ALspek Kebijalkaln Internall Taltal Kelolal SPBE 

ALspek 1-Kebijalkaln Internall Taltal Kelolal SPBE 
Nomor 
Indikaltor  

Nalmal Indikaltor Tingkalt 
Kemaltalngaln 
CMM (1-5) 

Deskripsi 

Indikaltor 1 Tingkalt 
Kemaltalngaln 

Kebijalkaln Internall 
ALrsitektulr SPBE 

5 - Optimulm 
Kebijalkaln lengkalp, 
direviul, daln 
ditindalklalnjulti dengaln 
kebijalkaln balrul (SK 
Wallikotal). 

Indikaltor 2 Tingkalt 
Kemaltalngaln 

Kebijalkaln Internall 
Petal Rencalnal SPBE 

5 - Optimulm 
Kebijalkaln lengkalp, 
selalrals dengaln nalsionall, 
direviul, daln 
ditindalklalnjulti dengaln 
SK balrul. 

Indikaltor 3 Tingkalt 
Kemaltalngaln 

Kebijalkaln Internall 
Malnaljemen Daltal 

5 - Optimulm 
Kebijalkaln lengkalp, 
direviul, daln 
ditindalklalnjulti dengaln 
pedomaln tulrulnaln. 

Indikaltor 4 Tingkalt 
Kemaltalngaln 

Kebijalkaln Internall 
Pembalngulnaln 
ALplikalsi SPBE 

5 - Optimulm 
Kebijalkaln lengkalp, 
direviul, daln 
ditindalklalnjulti dengaln 
stalndalr teknis balrul. 

Indikaltor 5 Tingkalt 
Kemaltalngaln 

Kebijalkaln Internall 
Lalyalnaln Pulsalt Daltal 

3 - Terdefinisi Kebijalkaln mencalkulp 
selulrulh peralngkalt 
daleralh, nalmuln tidalk alda l 
bulkti reviul daln tindalk 
lalnjult. 

Indikaltor 6 Tingkalt 
Kemaltalngaln 

Kebijalkaln Internall 
Lalyalnaln Jalringaln 

Intral Instalnsi 
Pulsalt/Pemerintalh 

Daleralh 

3 - Terdefinisi Kebijalkaln mencalkulp 
selulrulh peralngkalt 
daleralh, nalmuln tidalk alda l 
bulkti reviul daln tindalk 
lalnjult. 

Indikaltor 7 Tingkalt 
Kemaltalngaln 

Kebijalkaln Internall 
Penggulnalaln Sistem 

4 - Terpaldul daln 
Terulkulr 

Kebijalkaln lengkalp, 
mengaltulr interkoneksi, 
daln telalh direviul. 
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Penghulbulng 
Lalyalnaln Instalnsi 
Pulsalt/Pemerintalh 

Daleralh 
Indikaltor 8 Tingkalt 

Kemaltalngaln 
Kebijalkaln Internall 
ALuldit Malnaljemen 

Kealma lnaln 
Informalsi 

3 - Terdefinisi Kebijalkaln lengkalp, 
nalmuln tidalk aldal bulkti 
reviul daln tindalk lalnjult. 

Indikaltor 9 Tingkalt 
Kemaltalngaln 

Kebijalkaln Internall 
ALuldit TIK Instalnsi 
Pulsalt/Pemerintalh 

Daleralh 

4 - Terpaldul daln 
Terulkulr 

Kebijalkaln lengkalp, 
mencalkulp aluldit 
infralstrulktulr, alplikalsi, 
daln kealmalnaln, sertal 
telalh direviul. 

Indikaltor 10 Tingkalt 
Kemaltalngaln 

Kebijalkaln Internall 
Tim Koordinalsi 

SPBE 

4 - Terpaldul daln 
Terulkulr 

Kebijalkaln mengaltulr 
tulgals daln fulngsi tim 
koordinalsi secalra l 
menyelulrulh daln telalh 
direviul. 

  

Berdalsalrkaln daltal yalng tersedial, berikult aldallalh alnallisis ulntulk setialp indikaltor: 

a. Indikaltor 1 Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall ALrsitektulr SPBE 

ALnallisis menulnjulkkaln balhwal Pemerintalh Kotal Pallembalng telalh mencalpali Level 

5- Optimulm ulntulk indikaltor ini. Tingkalt kemaltalngaln ini didalsalrkaln palda l 

keberaldalaln Peraltulraln Walli Kotal Pallembalng Nomor 25 Talhuln 2023 yalng secalra l 

komprehensif mengaltulr ALrsitektulr SPBE, termalsulk keenalm domalin alrsitektulr 

yalng disya lraltkaln. Dokulmen ini tidalk halnyal aldal, tetalpi julgal telalh melalluli proses 

evallulalsi altalul reviul, yalng dibulktikaln dengaln Lalporaln Halsil Evallulalsi Domalin 

Kebijalkaln SPBE Talhuln 2023. ALspek terpenting yalng mendorong penilalialn ke 

level tertinggi aldallalh aldalnya l bulkti tindalk lalnjult. Halsil reviul ini tela lh 

ditindalklalnjulti daln disempulrnalkaln, sebalgalima lnal dibulktikaln oleh penetalpa ln 

Kepultulsaln Walli Kotal Pallembalng Nomor 348/KPTS/Diskominfo/2023, yalng 

merulpalkaln kebija lkaln balrul yalng mengoptimallkaln implementalsi dalri kebijalka ln 

sebelulmnyal. Keberaldalaln sikluls kebijalkaln yalng lengkalp dalri penetalpaln, reviu l, 
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daln tindalk lalnjult menulnjulkkaln balhwal proses kebijalkaln ALrsitektulr SPBE tida lk 

halnyal staltis, tetalpi julgal aldalptif daln mengoptimallkaln diri secalral berkelalnjultaln. 

b. Indikaltor 2 Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall Petal Rencalnal SPBE 

Indikaltor ini julgal mencalpali Level 5 - Optimulm. Tingkalt kemaltalngaln ini dicalpa li 

kalrenal Pemerintalh Kotal Pallembalng memiliki Peraltulraln Walli Kotal Pallembalng 

Nomor 25 Talhuln 2023 yalng mengaltulr Petal Rencalnal SPBE secalral lengkalp, 

mencalkulp tuljulh mulaltaln yalng disyalraltkaln. Kebijalkaln ini secalral eksplisit selalra ls 

dengaln Petal Rencalnal SPBE Nalsionall.1 Bulkti reviul daln evallulalsi ditemulka ln 

dallalm Lalporaln Halsil Evallulalsi Domalin Kebijalkaln SPBE Talhuln 2023 da ln 

Notullen Ralpalt tim koordinalsi. Yalng palling krulsiall, dokulmen penelitia ln 

menulnjulkkaln balhwal halsil evallulalsi ini ditindalklalnjulti dengaln penetalpa ln 

kebijalkaln balrul, yalitul Kepultulsaln Walli Kotal Pallembalng Nomor 

255/KPTS/Diskominfo/2024 yalng menggalntikaln kebijalkaln sebelulmnya l. 

Perulbalhaln dokulmen dalri 2023-2027 menjaldi 2024-2028 menulnjulkka ln 

komitmen terhaldalp perencalnalaln yalng dinalmis daln responsif, yalng merulpalkaln 

ciri khals dalri proses yalng dioptimallkaln. 

c. Indikaltor 3 Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall Malnaljemen Daltal 

Indikaltor ini dinilali paldal Level 5 - Optimulm. ALnallisis menulnjulkkaln aldalnya l 

kebijalkaln yalng kulalt sebalgali fondalsi, yalitul Peraltulraln Wallikotal Pallembalng 

Nomor 29 Talhuln 2020 tentalng Saltul Daltal Indonesial. Lebih dalri itul, Peraltulra ln 

Walli Kotal Pallembalng Nomor 25 Talhuln 2023 secalral rinci telalh mengaltulr selulru lh 

proses malnaljemen daltal, mencalkulp alrsitektulr daltal, daltal indulk, daltal referensi, 

balsis daltal, daln kulallitals daltal.  Dokulmen penelitialn julgal menyebultkaln balhwa l 

kebijalkaln ini telalh dievallulalsi daln ditindalklalnjulti dengaln penetalpaln kebija lka ln 

tulrulnaln berulpal pedomaln malnaljemen daltal. Hall ini menulnjulkkaln balhwa l 

kebijalkaln tingkalt tinggi telalh berhalsil diterjemalhkaln menjaldi prosedulr 

operalsionall yalng pralktis daln teruls diperbaliki. 

d. Indikaltor 4 Tingkalt Kemaltalngaln Kebija lkaln Internall Pembalngulnaln ALplikalsi 

SPBE 

Pemerintalh Kotal Pallembalng julgal mencalpali Level 5 - Optimulm ulntulk indikaltor 

ini. Dokulmen Peraltulraln Walli Kotal Pallembalng Nomor 25 Talhuln 2023 mengaltulr 
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sikluls pembalngulnaln alplikalsi secalral lengkalp, mullali dalri perencalnalaln hingga l 

evallulalsi. Kebijalkaln ini julgal secalral eksplisit mewaljibkaln konsulltalsi denga ln 

Dinals Kominfo, yalng menulnjulkkaln aldalnyal sentrallisalsi kendalli ulntulk 

memalstikaln stalndalrisalsi daln keterpaldulaln. Keberaldalaln Lalporaln Halsil Evallula lsi 

menulnjulkkaln balhwal kebijalkaln ini telalh dievallulalsi. ALspek penting yalng 

mendorong nilalinyal ke level optimulm aldallalh tindalk lalnjult dalri reviul tersebult, 

yalitul penetalpaln stalndalr teknis prosedulr pembalngulnaln daln pengembalnga ln 

alplikalsi. Ini menulnjulkkaln balhwal ulmpaln ballik dalri evallulalsi digulnalkaln ulntulk 

mengoptimallkaln proses internall. 

e. Indikaltor 5 Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall Lalyalnaln Pulsalt Daltal 

Indikaltor ini dinilali paldal Level 3 - Terdefinisi. Tingkalt kemaltalngaln ini dicalpa li 

kalrenal terdalpalt kebijalkaln formall, yalitul Sulralt Edalraln Wallikotal Nomor 

44.B/SE/Diskominfo/2019 daln Peraltulraln Walli Kotal Pallembalng Nomor 25 

Talhuln 2023, yalng secalral jelals mengaltulr penggulnalaln lalyalnaln pulsalt daltal ulntulk 

selulrulh peralngkalt daleralh. Keberaldalaln kebijalkaln yalng mencalkulp selulru lh 

orgalnisalsi termalsulk ke dallalm level 3. Nalmuln, dokulmen penelitialn tida lk 

menyaljikaln bulkti dulkulng yalng menulnjulkkaln aldalnyal proses reviul altalul evallula lsi 

berkallal terhaldalp kebijalkaln ini, yalng diperlulkaln ulntulk mencalpali level 4 altalul 5. 

Ini menulnjulkkaln aldalnya l kesenjalngaln alntalral penetalpaln kebijalkaln dengaln siklu ls 

perbalikaln berkelalnjultaln. 

f. Indikaltor 6 Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall Lalyalnaln Jalringaln Intral 

Salmal seperti indikaltor sebelulmnyal, indikaltor ini julgal beraldal paldal Level 3 - 

Terdefinisi. Tingkalt ini didulkulng oleh Peraltulraln Walli Kotal Pallemba lng Nomor 

25 Talhuln 2023 yalng mengaltulr penggulnalaln lalyalnaln jalringaln intral ulntulk selulru lh 

peralngkalt daleralh. Kebija lkaln ini menetalpkaln balhwal Dinals Kominfo 

bertalnggulng jalwalb altals pengelolalaln daln pengendallialn kealmalnaln jalringaln. 

Meskipuln demikia ln, tidalk ditemulkaln bulkti dulkulng yalng menulnjulkkaln balhwa l 

kebijalkaln ini telalh melalluli proses reviul daln evallulalsi yalng terstrulktulr daln 

terdokulmentalsi. Hall ini mengindikalsikaln balhwal meskipuln alralh kebijalkaln tela lh 

jelals, proses pengulkulralnnyal ulntulk perbalikaln berkelalnjultaln belulm terbentulk. 
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g. Indikaltor 7 Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall Penggulnalaln Sistem 

Penghulbulng Lalyalnaln 

Indikaltor ini menulnjulkkaln tingkalt kemaltalngaln yalng lebih tinggi, yalitul Level 4- 

Terpaldul daln Terulkulr. Terdalpalt Peraltulraln Walli Kotal Pallembalng Nomor 25 Talhu ln 

2023 yalng mengaltulr penggulnalaln Sistem Penghulbulng Lalya lnaln (SPLP) daln 

interkoneksinyal dengaln sistem lalin, termalsulk alntalr instalnsi pemerintalh. Poin 

penting yalng membedalkaln indikaltor ini dalri indikaltor 5 daln indikaltor 6 aldalla lh 

aldalnya l bulkti reviul daln evallulalsi kebija lkaln, yalng tercalntulm dallalm Lalporaln 

Evallulalsi Domalin Kebijalkaln SPBE Talhuln 2023. Keberaldalaln reviul ini 

menulnjulkkaln balhwal proses kebijalkaln suldalh terulkulr daln terintegralsi denga ln 

sikluls pemalntalulaln kinerjal. 

h. Indikaltor 8 Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall Malnaljemen Kealma lna ln 

Informalsi 

ULntulk indikaltor ini, tingkalt kemaltalngalnnyal beraldal paldal Level 3 - Terdefinisi. 

Penilalialn ini didalsalrkaln paldal keberaldalaln Peraltulraln Walli Kotal Nomor 27 Talhu ln 

2023 yalng secalral lengkalp mengaltulr selulrulh calkulpaln malnaljemen kealmalna ln 

informalsi, mullali dalri penetalpaln rulalng lingkulp, penalnggulng jalwalb, perencalnalaln, 

hinggal perbalikaln berkelalnjultaln. Keberaldalaln kebijalkaln yalng komprehensif ini 

aldallalh pondalsi yalng salngalt kulalt. Nalmuln, seperti beberalpal indikaltor 

sebelulmnyal, tidalk aldal bulkti dulkulng yalng menulnjulkkaln balhwal kebijalkaln ini 

telalh direviul altalul dievallulalsi secalral periodik, yalng menjaldi pralsyalralt ulntulk 

mencalpali level 4 altalul 5. Ketialdalaln reviul dalpalt menjaldi celalh risiko kealmalnaln 

informalsi, kalrenal alncalmaln siber teruls berkembalng. 

i. Indikaltor 9 Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall ALuldit TIK 

Indikaltor ini mencalpali Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr. Terdalpalt Peraltulraln Wa lli 

Kotal Pallembalng Nomor 25 Talhuln 2023 yalng mengaltulr calkulpaln aluldit TIK 

secalral lengkalp, melipulti aluldit infralstrulktulr, alplikalsi, daln kealmalnaln. Dokulmen 

penelitialn julgal menyertalkaln Lalporaln Halsil Evallulalsi Domalin Kebijalkaln SPBE 

Talhuln 2023 sebalgali bulkti balhwal kebijalkaln ini telalh direviul daln dievallulalsi. 

Pencalpalialn level ini menulnjulkkaln balhwal proses aluldit TIK telalh menjaldi balgia ln 
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yalng terstalndalrisalsi daln terulkulr dallalm taltal kelolal SPBE, yalng menjaldi kekulalta ln 

penting dallalm memalstikaln kepaltulhaln daln integritals sistem. 

j. Indikaltor 10 Tingkalt Kemaltalngaln Kebijalkaln Internall Tim Koordinalsi SPBE 

Indikaltor ini julgal dinilali paldal Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr. Tingkalt 

kemaltalngaln ini didulkulng oleh Peraltulraln Walli Kotal Pallembalng Nomor 25 Talhu ln 

2023 yalng secalral eksplisit mengaltulr tulgals daln fulngsi Tim Koordinalsi SPBE 

ulntulk selulrulh peralngkalt daleralh. ALdalnyal kebijalkaln ini menulnjulkkaln aldalnya l 

strulktulr formall ulntulk mengendallikaln, mengalralhkaln, daln mengevallulalsi 

peneralpaln SPBE. Selalin itul, Lalporaln Halsil Evallulalsi Domalin Kebijalkaln SPBE 

Talhuln 2023 menjaldi bulkti balhwal kebija lkaln ini telalh direviul, menulnjulkka ln 

balhwal proses ini telalh terulkulr. Kemaltalngaln ini mencerminkaln komitmen kulalt 

pimpinaln daleralh dallalm mengelolal SPBE secalral terpulsalt daln terkoordinalsi. 

 

4.7.2 Penilalialn Tingkalt Kema ltalngaln Indikaltor ALspek  Perencalnalaln Straltegis 

SPBE 

Aspek Perencanaan Strategis mengevaluasi sejauh mana instansi 

pemerintah telah menyusun landasan operasional dan arah pengembangan 

teknologi informasi secara terstruktur. Penilaian fokus pada apakah dokumen 

arsitektur dan peta rencana telah ditetapkan melalui regulasi formal (seperti 

Peraturan atau Keputusan Wali Kota) dan sesuai dengan standar nasional, 

mekanisme koordinasi antara unit TIK (Diskominfo) dengan unit perencanaan dan 

keuangan untuk memastikan seluruh belanja TIK terkontrol dan tidak tumpang 

tindih, adanya reviu berkala, evaluasi, dan tindak lanjut berupa pemutakhiran 

dokumen perencanaan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.  

Pada inovasi proses bisnis, fokus penilaian adalah sejauh mana perbaikan 

proses kerja tersebut telah diimplementasikan ke dalam sistem elektronik dan 

didokumentasikan melalui model as-is (kondisi saat ini) dan to-be (kondisi yang 

diinginkan) Hasil penilaian tingkat kematangan indikator aspek Perencanaan 

Strategis SPBE terlihat pada Tabel 4.4. 
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Talbel 4.4 Penilalialn Indikaltor ALspek  Perencalnalaln Straltegis SPBE 

ALspek 2- Perencalnalaln Straltegis Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik 
Nomor 
Indikaltor  

Nalmal Indikaltor Tingkalt 
Kemaltalngaln 
CMM (1-5) 

Deskripsi 

Indikaltor 11 Tingkalt 
Kemaltalngaln 

ALrsitektulr SPBE 

5 - Optimulm 
Dokulmen alrsitektulr 
lengkalp, selalrals dengaln 
nalsionall, direviul, daln 
ditindalklalnjulti dengaln 
pemultalkhiraln. 

Indikaltor 12 Tingkalt 
Kemaltalngaln 
Petal Rencalnal 

SPBE 

5 - Optimulm 
Dokulmen petal rencalna l 
lengkalp, direviul, daln 
ditindalklalnjulti dengaln 
pemultalkhiraln. 

Indikaltor 13 Tingkalt 
Kemaltalngaln 
Keterpaldulaln 
Rencalnal daln 

ALnggalraln SPBE 

3 - Terdefinisi Halnyal terdalpalt dokulmen 
perencalnalaln, belulm alda l 
bulkti formall mengena li 
keterpaldulaln dengaln 
alnggalraln yalng direviul. 

Indikaltor 14 Tingkalt 
Kemaltalngaln 

Inovalsi Proses 
Bisnis SPBE 

2 - Terkelolal 
Halnyal disebultkaln dikelola l 
oleh Balgialn Orgalnisalsi, 
talnpal bulkti implementalsi, 
reviul, altalul perbalikaln. 

 

Berdalsalrkaln daltal yalng tersedial, berikult aldallalh alnallisis ulntulk setialp indikaltor: 

a. Indikaltor 11 Tingkalt Kemaltalngaln ALrsitektulr SPBE 

Indikaltor ini mencalpali tingkalt kemaltalngaln tertinggi, yalitul Level 5 - Optimulm.  

Pencalpalialn ini didulkulng oleh keberaldalaln dokulmen formall ALrsitektulr SPBE, 

yalitul Kepultulsaln Walli Kotal Pallembalng Nomor 384/KPTS/Diskominfo/2023, 

yalng mendeskripsikaln secalral lengkalp keenalm domalin alrsitektulr. Dokulmen ini 

tidalk halnyal memenulhi stalndalr, tetalpi julgal selalrals dengaln ALrsitektulr SPBE 

Nalsionall daln telalh diulnggalh ke dallalm Sistem Informalsi ALrsitektulr SPBE 

Nalsionall, sehinggal malsulk ke level 4. Lebih dalri itul, aldalnyal Lalporaln Halsil 

Evallulalsi menulnjulkkaln proses reviul, daln ulpalyal pemultalkhiraln berkelalnjulta ln 

sebalgali tindalk lalnjultnyal telalh dilalkulkaln. Ini menegalskaln balhwal Pemerintalh 

Kotal Pallembalng memiliki proses perencalnalaln yalng dinalmis daln terintegralsi. 

b. Indikaltor 12 Tingkalt Kemaltalngaln Petal Rencalnal SPBE 
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Indikaltor ini julgal dinilali paldal Level 5 - Optimulm. Tingkalt kemaltalngaln ini 

didalsalrkaln paldal keberaldalaln dokulmen Kepultulsaln Walli Kotal Pallembalng Nomor 

346/KPTS/Diskominfo/2023 yalng memulalt selulrulh mulaltaln Petal Rencalnal SPBE 

secalral formall daln selalrals dengaln Dokulmen Rencalnal Kerjal daln ALnggalraln. 

Dokulmen penelitialn menulnjulkkaln aldalnyal proses reviul daln evallulalsi, sertal tinda lk 

lalnjult berulpal pemultalkhiraln dokulmen menjaldi Kepultulsaln Walli Kotal Pallembalng 

Nomor 255/KPTS/Diskominfo/2024. Sikluls perencalnalaln, evallulalsi, da ln 

tindalklalnjult reviul ini merulpalkaln perbalikaln berkelalnjultaln dallalm taltal kelola l 

SPBE. 

c. Indikaltor 13 Tingkalt Kemaltalngaln Keterpaldulaln Rencalnal daln ALnggalraln SPBE 

Indikaltor ini dinilali paldal Level 3 - Terdefinisi. Meskipuln dokulmen perencalnala ln 

straltegis seperti ALrsitektulr SPBE daln Petal Rencalnal SPBE telalh maltalng da ln 

terdefinisi dengaln balik, dokulmen ya lng disedialkaln tidalk menyaljikaln bulkti 

spesifik mengenali keterpaldulaln alntalral rencalnal kerjal dengaln alnggalraln yalng 

direviul daln dievallulalsi secalral periodik. Keberaldalaln dokulmen Rencalnal Kerjal daln 

ALnggalraln (RKAL) ulntulk talhuln 2022, 2023, daln 2024 halnya l menulnjulkkaln balhwa l 

alnggalraln telalh diallokalsikaln, bulkaln proses perencalnalaln daln pengalnggalraln itu l 

sendiri telalh terpaldul daln diulkulr. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa 

implementasi anggaran belum didukung oleh regulasi yang mengikat serta 

mekanisme evaluasi yang terstruktur, meskipun perencanaan strategis telah 

disusun secara komprehensif.  

d. Indikaltor 14 Tingkalt Kemaltalngaln Inovalsi Proses Bisnis SPBE 

Indikaltor ini beraldal paldal tingkalt kemaltalngaln yalng palling rendalh dallalm domalin 

ini, yalitul Level 2 - Terkelolal. Dokulmen penelitialn halnyal menyebultkaln balhwa l 

proses ini dikelolal oleh Balgialn Orgalnisalsi, talnpal memberikaln bulkti dulkulng 

formall yalng menulnjulkkaln aldalnyal inovalsi yalng telalh diteralpkaln ke dallalm sistem 

elektronik, alpallalgi proses reviul daln evallulalsinyal. Ketialdalaln dokulmentalsi ini 

mengindikalsikaln balhwal inovalsi proses bisnis mulngkin malsih bersifalt ald-hoc 

altalul belulm menjaldi balgialn yalng terintegralsi daln terulkulr dalri taltal kelolal SPBE. 
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4.7.3 Penilalialn Tingkat Kematangan Indikator ALspek  Teknologi Informalsi daln 

Komulnikalsi 

Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi mengevaluasi penyediaan dan 

pengelolaan infrastruktur serta platform dasar yang mendukung berjalannya sistem 

elektronik di seluruh instansi Pemerintah Kota Palembang. Fokus utama penilaian 

adalah apakah infrastruktur TIK sudah terkonsolidasi, kepatuhan terhadap standar 

teknis nasional, seperti keamanan fisik dan logis pada pusat data serta keandalan 

jaringan intra. Hasil penilaian tingkat kematangan indikator aspek Teknologi 

Informasi dan Komunikasi terlihat pada Tabel 4.5. 

 

Talbel 4.5 ALspek 3 Domalin Taltal Kelolal SPBE 

ALspek 3- Teknologi Informalsi daln Komulnikalsi 

Nomor 
Indikaltor  

Nalmal Indikaltor Tingkalt Kemaltalngaln 
CMM (1-5) 

Deskripsi 

Indikaltor 15 Tingkalt 
Kemaltalngaln 

Pembalngulnaln 
ALplikalsi SPBE 

4 - Terpaldul daln 
Terulkulr 

Pembalngulnaln 
alplikalsi 
dilalksalnalkaln 
terpaldul, 
dikendallikaln 
Diskominfo, daln 
telalh direviul. 

Indikaltor 16 Tingkalt 
Kemaltalngaln 

Lalyalnaln Pulsalt 
Daltal 

2 - Terkelolal 
Terdalpalt 
kebijalkaln, tetalpi 
tidalk aldal bulkti 
implementalsi 
operalsionall 
menyelulrulh altalul 
reviul yalng 
terdokulmentalsi. 

Indikaltor 17 Tingkalt 
Kemaltalngaln 

Lalyalnaln 
Jalringaln Intral 

Instalnsi 

2 - Terkelolal 
Terdalpalt 
kebijalkaln, tetalpi 
tidalk aldal bulkti 
implementalsi 
menyelulrulh, 
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Pulsalt/Pemerintalh 
Daleralh 

interkoneksi, altalul 
reviul yalng 
terdokulmentalsi. 

Indikaltor 18 Tingkalt 
Kemaltalngaln 
Penggulnalaln 

Sistem 
Penghulbulng 

Lalyalnaln Instalnsi 
Pulsalt/Pemerintalh 

Daleralh 

2 - Terkelolal 
Terdalpalt 
kebijalkaln, tetalpi 
tidalk aldal bulkti 
pemalnfalaltaln 
sistem secalra l 
menyelulrulh altalul 
terintegralsi. 

 

Berdalsalrkaln daltal yalng tersedial, berikult aldallalh alnallisis ulntulk setialp indikaltor: 

a. Indikaltor 15 Tingkalt Kemaltalngaln Pembalngulnaln ALplikalsi SPBE 

Indikaltor ini dinilali paldal Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr. Tingkalt kemaltalnga ln 

ini dicalpali kalrenal terdalpalt bulkti balhwal pembalngulnaln alplikalsi tela lh 

dilalksalnalkaln secalral terpaldul daln dikendallikaln oleh Dinals Kominfo. Proses ini 

julgal telalh melalluli reviul daln evallulalsi, yalng dibulktikaln dengaln aldalnyal Lalporaln 

Halsil Evallulalsi SPBE Talhuln 2024. Pencalpalialn level ini mencerminkaln halsil 

yalng balik dalri kebijalkaln internall yalng telalh maltalng (Indikaltor 4, Level 5). 

Nalmuln, ulntulk mencalpali level tertinggi, perlul aldalnyal bulkti balhwal halsil reviul ini 

telalh ditindalklalnjulti secalral konkret ulntulk mengoptimallkaln proses 

pengembalngaln alplikalsi. 

 

b. Indikaltor 16 Tingkalt Kemaltalngaln Lalyalnaln Pulsalt Daltal 

Tingkalt kemaltalngaln indikaltor ini beraldal paldal Level 2 - Terkelolal. Meskipu ln 

terdalpalt kebijalkaln yalng mengaltulr penggulnalaln pulsalt daltal (Indikaltor 5, Level 3), 

dokulmen penelitialn tidalk memberikaln bulkti dulkulng yalng jelals mengena li 

implementalsi operalsionall ya lng menyelulrulh di selulrulh peralngkalt daleralh altalu l 

aldalnya l prosedulr reviul daln evallulalsi yalng terdokulmentalsi. Kondisi ini menyoroti 

aldalnya l kesenjalngaln alntalral kebija lkaln yalng telalh ditetalpkaln (alpal yalng 

sehalrulsnyal dilalkulkaln) dengaln implementalsi di lalpalngaln (alpal yalng benalr-bena lr 

dilalkulkaln). 
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c. Indikaltor 17 Tingkalt Kemaltalngaln Lalyalnaln Jalringaln Intral 

Indikaltor ini menulnjulkkaln tingkalt kemaltalngaln yalng serulpal dengaln Indikaltor 16, 

dengaln tingkalt kemaltalngaln di Level 2 - Terkelolal.  Meskipuln aldal kebija lka ln 

yalng mengaltulr penggulnalaln jalringaln intral ulntulk selulrulh peralngkalt daleralh (ID-

6, Level 3), tidalk aldal bulkti dulkulng yalng menulnjulkkaln implementalsi operalsiona ll 

yalng menyelulrulh, interkoneksi, altalul prosedulr reviul daln evallulalsi yalng 

terdokulmentalsi. Tingkalt kemaltalngaln ini mengindikalsikaln malsallalh yalng lebih 

lulals dallalm pengelolalaln operalsionall alset infralstrulktulr TIK, yalng mulngkin 

disebalbkaln oleh keterbaltalsaln sulmber dalyal altalul kulralngnyal fokuls paldal doma lin 

malnaljemen operalsionall. 

 

d. Indikaltor 18 Tingkalt Kemaltalngaln Penggulnalaln Sistem Penghulbulng Lalyalnaln 

Indikaltor ini julgal dinilali paldal Level 2 - Terkelolal. Terdalpalt kebija lkaln yalng 

mengaltulr SPLP daln interkoneksi (Indikaltor 7, Level 4). Nalmuln, dokulmen 

penelitialn tidalk menya ljikaln bulkti dulkulng tentalng pemalnfalaltaln sistem 

penghulbulng secalral menyelulrulh altalul integralsi yalng terulkulr alntalr peralngkalt 

daleralh. Hall ini menulnjulkkaln balhwal potensi besalr dalri kebijalkaln yalng maltalng 

belulm sepenulhnyal diterjemalhkaln ke dallalm pralktik operalsionall ya lng efisien da ln 

terulkulr. 

 

4.7.4 Penilalialn Tingkat Kematangan Indikator ALspek  Penyelenggalral SPBE 

  Aspek Penyelenggara SPBE mengevaluasi eksistensi dan efektivitas unit 

atau tim yang bertanggung jawab dalam mengelola SPBE di lingkungan Pemerintah 

Kota Palembang. Penilaian tingkat kematangan aspek Penyelenggara SPBE fokus 

pada bukti nyata aktivitas tim koordinasi SPBE, seperti notulensi rapat koordinasi 

berkala, laporan hasil evaluasi internal, dan dokumen pengambilan keputusan 

strategis terkait SPBE. Hasil Penilaian tingkat kematangan aspek Penyelenggara 

SPBE terlihat pada Tabel 4.6. 
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Talbel 4.6 ALspek 4 Domalin Taltal Kelolal SPBE 

ALspek 4- Penyelenggalral Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik 

Nomor 
Indikaltor  

Nalmal Indikaltor Tingkalt 
Kemaltalngaln 
CMM (1-5) 

Deskripsi 

Indikaltor 
19 

Tingkalt Kemaltalngaln 
Pelalksalnalaln Tim 
Koordinalsi SPBE 

4 - Terpaldul 
daln Terulkulr 

Tim koordinalsi dibentulk 
formall, melalksalnalkaln 
tulgals menyelulrulh, daln 
telalh direviul. 

Indikaltor 
20 

Tingkalt Kemaltalngaln 
Kolalboralsi Peneralpaln 

SPBE 

4 - Terpaldul 
daln Terulkulr 

Terdalpalt perencalnalaln, tim 
formall, pelalksalnalaln 
kolalboralsi dengaln pihalk 
eksternall, daln reviul. 

 

Berdalsalrkaln daltal yalng tersedial, berikult aldallalh alnallisis ulntulk setialp indikaltor: 

a. Indikaltor 19 Tingkalt Kemaltalngaln Pelalksalnalaln Tim Koordinalsi SPBE 

Indikaltor ini aldallalh sallalh saltul kekulaltaln ultalmal dallalm Domalin Taltal Kelolal, 

dengaln tingkalt kemaltalngaln di Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr. Tim Koordina lsi 

SPBE telalh dibentulk secalral formall melalluli Kepultulsaln Walli Kotal Pallembalng 

Nomor 347/KPTS/DISKOMINFO/2023. Dokulmen penelitialn julga l 

menulnjulkkaln balhwal tim ini telalh melalksalnalkaln tulgals daln progralm kerjal secalra l 

menyelulrulh di semulal peralngkalt daleralh, yalng dibulktikaln dengaln aldalnyal Sulralt 

ULndalngaln, Notullen Ralpalt, daln Dokulmentalsi Ralpalt. Selalin itul, proses ini tela lh 

direviul, sebalgalimalnal tercalntulm dallalm Lalporaln Halsil Evallulalsi SPBE Talhu ln 

2024. Kemaltalngaln ini menulnjulkkaln balhwal strulktulr taltal kelolal orgalnisa lsi 

berfulngsi dengaln efektif ulntulk mengalralhkaln implementalsi SPBE. 

b. Indikaltor 20 Tingkalt Kemaltalngaln Kolalboralsi Peneralpaln SPBE 

Indikaltor ini julgal mencalpali tingkalt kemaltalngaln tinggi, ya litul Level 4 - Terpaldul 

daln Terulkulr. ALnallisis menulnjulkkaln aldalnya l perencalnalaln kolalboralsi ya lng 

terstrulktulr, tim kolalboralsi yalng dibentulk secalral formall dallalm Kepultulsaln Wa lli 

Kotal Pallembalng Nomor 188/KPTS/Diskominfo/2024), daln pelalksalnala ln 

kegialtaln kolalboralsi yalng dengaln pihalk internall malulpuln eksternall, seperti 

pergulrulaln tinggi. Dengaln aldalnyal Lalporaln Halsil Evallulalsi menulnjulkkaln balhwa l 
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proses kolalboralsi ini telalh direviul daln diulkulr. Kemaltalngaln ini salngalt signifika ln 

kalrenal menulnjulkkaln balhwal Pemerintalh Kotal Pallembalng tidalk halnya l fokuls palda l 

taltal kelolal internall, tetalpi julgal alktif membalnguln ekosistem inovalsi denga ln 

melibaltkaln pihalk lulalr. 

 

4.7.5 Penilalialn Nila li Tingkalt Kemaltalngaln Domalin Kebijalkaln SPBE 

Dalri halsil pengulkulraln tingkalt kemaltalngaln indikaltor paldal domalin kebijalka ln 

dilalkulkaln perhitulngaln nilali indeks alspek kebijalkaln internall taltal kelolal SPBE yalng 

dalpalt terlihalt paldal Talbel 4.7.  

Talbel 4.7 Perhitulngaln Nilali Indeks ALspek Kebijalkaln Internall Taltal Kelolal SPBE 

Nomor 
ALspek 

Nalmal ALspek Bobot ALspek/BAL 
(%) 

ALspek 1 Kebijalkaln Internall Taltal Kelolal Sistem 
Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik 

13 

Nomor 
Indikaltor 

Nalmal Indikaltor Nilali Tingkalt 
Kemaltalngaln 

(NI) 

Bobot 
Indikaltor 
(BI) % 

NI x BI 

Indikaltor 1 Tingkalt Kemaltalngaln 
Kebijalkaln Internall 
ALrsitektulr Sistem 

Pemerintalhaln Berbalsis 
Elektronik Instalnsi 

Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

5 1,3 6,5 

Indikaltor 2 Tingkalt Kemaltalngaln 
Kebijalkaln Internall Petal 

Rencalnal Sistem 
Pemerintalhaln Berbalsis 

Elektronik Instalnsi 
Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

5 1,3 6,5 

Indikaltor 3  Tingkalt Kemaltalngaln 
Kebijalkaln Internall 
Malnaljemen Daltal 

5 1,3 6,5 

Indikaltor 4 Tingkalt Kemaltalngaln 
Kebijalkaln Internall 

Pembalngulnaln ALplikalsi 
Sistem Pemerintalhaln 
Berbalsis Elektronik 

5 1,3 6,5 

Indikaltor 5 Tingkalt Kemaltalngaln 
Kebijalkaln Internall 

Lalyalnaln Pulsalt Daltal 

3 1,3 3,9 
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Indikaltor 6 Tingkalt Kemaltalngaln 
Kebijalkaln Internall 

Lalyalnaln Jalringaln Intral 
Instalnsi 

Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

3 1,3 3,9 

Indikaltor 7 Tingkalt Kemaltalngaln 
Kebijalkaln Internall 
Penggulnalaln Sistem 

Penghulbulng Lalyalnaln 
Instalnsi 

Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

4 1,3 5,2 

Indikaltor 8 Tingkalt Kemaltalngaln 
Kebijalkaln Internall ALuldit 
Malnaljemen Kealmalnaln 

Informalsi 

3 1,3 3,9 

Indikaltor 9 Tingkalt Kemaltalngaln 
Kebijalkaln Internall ALuldit 

TIK Instalnsi 
Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

4 1,3 5,2 

Indikaltor 
10 

Tingkalt Kemaltalngaln 
Kebijalkaln Internall Tim 

Koordinalsi Sistem 
Pemerintalhaln Berbalsis 

Elektronik Instalnsi 
Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

4 1,3 5,2 

Julmlalh (NI x BI) 53,3 
Indeks ALspek 1 =1/BAL x Julmlalh (NI x BI)=1/13 x 53,3  4,1 

 

Talbel 4.8 Perhitulngaln Nilali Tingkalt Kemaltalngaln Domalin Kebijalkaln 

Nomor 
Domalin 

Nalmal Domalin Bobot Domalin/BD 
(%) 

Domalin 
1 

Kebijalkaln Sistem Pemerintalhaln Berbalsis 
Elektronik 

13 

Nomor 
ALspek 

Nalmal ALspek Nilali Indeks 
ALspek (NAL) 

Bobot 
ALspek/BAL 

(%) 

NAL x BAL 

ALspek 1 Kebijalkaln Internall Taltal 
Kelolal Sistem Pemerintalhaln 

Berbalsis Elektronik 

4,1 13 53,3 

Julmlalh (NAL x BAL) 53,3 
Indeks Domalin Kebija lkaln = 1/BD x Julmlalh (NAL x BAL) = 
1/13 x 53,3 

4,1 

Dalri halsil perhitulngaln Nila li Tingkalt Kemaltalngaln Domalin Kebijalkaln paldal talbel 4.8 

didalpaltkaln indeks domalin kebijalkaln yalitul 4,1 . 
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4.7.6 Penilalialn Nila li Tingkalt Kemaltalngaln Domalin Taltal Kelolal SPBE 

Talbel 4.9 Perhitulngaln Nilali Indeks ALspek Perencalnalaln Straltegis SPBE 

Nomor 

ALspek 

Nalmal ALspek Bobot ALspek/BAL 

(%) 

ALspek 2 Perencalnalaln Straltegis Sistem 

Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik 

 

10 

Nomor 

Indikaltor 

Nalmal Indikaltor Nilali 

Tingkalt 

Kemaltalngaln 

(NI) 

Bobot 

Indikaltor 

(BI) % 

NI x BI 

Indikaltor 11 Tingkalt Kemaltalngaln 

ALrsitektulr Sistem 

Pemerintalhaln Berbalsis 

Elektronik Instalnsi 

Pulsalt/Pemerintalh 

Daleralh 

5 2,5 12,5 

Indikaltor 12 Tingkalt Kemaltalngaln 

Petal Rencalnal Sistem 

Pemerintalhaln Berbalsis 

Elektronik Instalnsi 

Pulsalt/Pemerintalh 

Daleralh 

5 2,5 12,5 

Indikaltor 13  Tingkalt Kemaltalngaln 

Keterpaldulaln Rencalnal 

daln ALnggalraln Sistem 

Pemerintalhaln Berbalsis 

Elektronik 

3 2,5 7,5 

Indikaltor 14 Tingkalt Kemaltalngaln 

Inovalsi Proses Bisnis 

Sistem Pemerintalhaln 

Berbalsis Elektronik 

2 2,5 5 

Julmlalh (NI x BI) 37,5 

Indeks ALspek 2 =1/BAL x Julmlalh (NI x BI) = 1/10 x 37,5 3,75 
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Talbel 4.10 Perhitulngaln Nilali Indeks ALspek Teknologi Informalsi daln Komulnikalsi 

Nomor 
ALspek 

Nalmal ALspek Bobot ALspek/BAL 
(%) 

ALspek 3 Teknologi Informalsi daln Komulnikalsi 10 
Nomor 

Indikaltor 
Nalmal Indikaltor Nilali 

Tingkalt 
Kemaltalngaln 

(NI) 

Bobot 
Indikaltor 
(BI) % 

NI x BI 

Indikaltor 15 Tingkalt Kemaltalngaln 
Pembalngulnaln ALplikalsi SPBE 

4 2,5 10 

Indikaltor 16 Tingkalt Kemaltalngaln 
Lalyalnaln Pulsalt Daltal 

2 2,5 5 

Indikaltor 17  Tingkalt Kemaltalngaln 
Lalyalnaln Jalringaln Intral 

Instalnsi Pulsalt/Pemerintalh 
Daleralh 

2 2,5 5 

Indikaltor 18 Tingkalt Kemaltalngaln 
Penggulnalaln Sistem           

Penghulbulng Lalyalnaln Instalnsi 
Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

2 2,5 5 

Julmlalh (NI x BI) 25 
Indeks ALspek 2 =1/BAL x Julmlalh (NI x BI) = 1/10 x 25 2,5 

 

Talbel 4.11 Perhitulngaln Nilali Indeks ALspek Penyelenggalral SPBE 

Nomor 
ALspek 

Nalmal ALspek Bobot ALspek 
(BAL) 

% 
ALspek 4 Penyelenggalral SPBE 

 
5 

Nomor 
Indikaltor 

Nalmal Indikaltor Nilali 
Tingkalt 

Kemaltalngaln 
(NI) 

Bobot 
Indikaltor 
(BI) % 

NI x BI 

Indikaltor 19 Tingkalt Kemaltalngaln 
Pelalksalnalaln Tim 

Koordinalsi SPBE Instalnsi 
Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

4 2,5 10 

Indikaltor 20 Tingkalt Kemaltalngaln 
Kolalboralsi Peneralpaln SPBE 

4 2,5 10 

Julmlalh (NI x BI) 20 
Indeks ALspek 2 =1/BAL x Julmlalh (NI x BI) = 1/5 x 20 4 
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Talbel 4.12 Perhitulngaln Nilali Tingkalt Kemaltalngaln Domalin Taltal Kelolal 

Nomor 
Domalin 

Nalmal Domalin Bobot Domalin/BD (%) 

Domalin 2 Taltal Kelolal SPBE 25 
Nomor 
ALspek 

Nalmal ALspek Nilali Indeks 
ALspek (NAL) 

Bobot ALspek/ 
BAL (%) 

NAL x BAL 

ALspek 2 Perencalnalaln Straltegis 
Sistem Pemerintalhaln 
Berbalsis Elektronik 

3,75 10 37,5 

ALspek 3 Teknologi Informalsi 
daln Komulnikalsi 

2.5 10 25 

ALspek 4 Penyelenggalral Sistem 
Pemerintalhaln 

Berbalsis Elektronik 

4 5 20 

Julmlalh (NAL x BAL) 82,5 
Indeks Domalin Taltal Kelolal = 1/BD x Julmlalh (NAL x BAL) =  
1/25 x 82,5  

3,4 

Dalri halsil perhitulngaln paldal talbel 4.12 didalpaltkaln nilali indeks domalin taltal kelola l 

SPBE yalitul 3,4. 

 

4.7.7 Dialgralm Raldalr Domalin Kebijalkaln SPBE  

 

Galmbalr 4.1 Dialgralm Raldalr Domalin Kebija lkaln SPBE 
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Diagram radar diatas menggambarkan tingkat kematangan 10 indikator 

pada Domain Kebijakan SPBE dengan skala 1 hingga 5. Beberapa pola visual yang 

terlihat adalah sebagai berikut: 

a. Level 5 (Optimulm) yaitu Indikaltor 1 Kebijalkaln Internall ALrsitektulr SPBE, 

Indikaltor 2 Kebija lkaln Internall Petal Rencalnal SPBE, Indikaltor 3 Kebijalkaln 

Internall Malnaljemen Daltal, Indikaltor 4 Kebijalkaln Internall Pembalngulna ln 

ALplikalsi. Keempat indikator ini membentuk bagian terluar diagram yang 

menunjukkan capaian tertinggi, artinya fondasi regulasi Pemerintah Kota 

Palembang sudah sangat kuat dengan siklus perbaikan berkelanjutan yang 

terdokumentasi. 

b. Level 4 (Terpaldul daln Terulkulr) yaitu Indikaltor 7 Kebijalkaln Internall Penggulnala ln 

SPLP, Indikaltor 9 Kebijalkaln Internall ALuldit TIK, Indikaltor 10 Kebijalkaln Interna ll 

Tim Koordinalsi SPBE. Ketiga Indikator berada sedikit di dalam titik terluar, 

yang artinya  Kebijakan sudah direviu secara formal namun belum sepenuhnya 

menghasilkan kebijakan turunan sebagai tindak lanjut. 

c. Level 3 (Terdefinisi) yaitu Indikaltor 5 Kebijalkaln Internall Lalyalnaln Pulsalt Daltal, 

Indikaltor 6 Kebijalkaln Internall Lalyalnaln Jalringaln Intral , Indikaltor 8 Kebija lka ln 

Internall ALuldit Malnaljemen Kealmalnaln Informalsi. Ketiga indicator membentuk 

lekukan ke dalam yang cukup signifikan, yang artinya kebijakan sudah 

mencakup seluruh perangkat daerah namun belum ada bukti reviu berkala yang 

terdokumentasi. 

 

Kesimpulan visual pada Gambar 4.1 yaitu bentuk diagram menyerupai 

bintang yang tidak sempurna, dengan sisi kiri atas sangat menonjol ke luar namun 

terdapat tiga lekukan masuk di area Indikator 5, 6, dan 8. Ini menunjukkan bahwa 

kebijakan strategis sudah optimum namun kebijakan operasional infrastruktur 

masih perlu diperkuat siklus evaluasinya. 
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4.7.8 Dialgralm Raldalr Domalin Taltal Kelolal SPBE  

 

Galmbalr  4.2 Dialgralm Raldalr Domalin Taltal Kelolal SPBE 

Diagram diatas menggambarkan 10 indikator Domain Tata Kelola dengan 

pola yang terlihat jauh lebih bervariasi dan tidak merata dibandingkan Domain 

Kebijakan yang mencerminkan kesenjangan implementasi yang lebih kompleks. 

Beberapa pola visual yang terlihat adalah sebagai berikut: 

a. Level 5 (Optimulm) yaitu Indikaltor 11 ALrsitektulr SPBE, Indikaltor 12 Petal 

Rencalnal SPBE. Kedua indikator terlihat berada paling jauh ke luar, yang artinya 

keduanya sudah memiliki dokumen formal, selaras dengan nasional, direviu, dan 

telah tindaklanjuti sehingga menjadi kekuatan perencanaan strategis Pemerintah 

Kota Palembang. 

b. Level 4 (Terpaldul daln Terulkulr) yaitu Indikaltor 15 Pembalngulnaln ALplikalsi SPBE, 

Indikaltor 19 Tim Koordinalsi SPBE, Indikaltor 20 Kolalboralsi Peneralpaln   SPBE. 

Ketiga indikator membentuk segitiga yang cukup baik di bagian tengah hingga 

luar diagram yang artinya koordinasi dan kolaborasi berjalan efektif dan terukur. 

c. Level 3 (Terdefinisi) yaitu Indikaltor 13  Keterpaldulaln Rencalnal daln ALnggalra ln 

SPBE. Indikator ini membentuk satu lekukan yang mencolok. Ini menunjukkan 
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bahwa meskipun perencanaan sudah sangat baik, integrasinya dengan proses 

penganggaran belum formal dan terstruktur. 

Level 2 (Terkelolal): Indikaltor 14 Inovalsi Proses Bisnis SPBE, Indikaltor 16 

Lalyalnaln Pulsalt Daltal, Indikaltor 17 Lalyalnaln Jalringaln Intral, Indikaltor 18  

Penggulnalaln SPLP. Keempat indikator membentuk cekungan paling dalam di 

diagram yang artinya ini adalah zona kesenjangan kritis implementasi 

operasional pada domain Tata Kelola SPBE. 

  Kesimpulan visual pada Gambar 4.2 yaitu bentuk diagram sangat tidak 

beraturan, dengan dua puncak tajam di atas namun empat lembah dalam di area 

infrastruktur dan inovasi. Ini merepresentasikan ketidakseimbangan antara 

perencanaan yang matang dengan implementasi yang masih lemah pada Domain 

Tata Kelola SPBE. 

 

4.7.9 Dialgralm Raldalr Keselulrulhaln Domalin Kebijalkaln daln Domalin Taltal Kelola l 

SPBE  

       
Galmbalr 4.3 Dialgralm Raldalr Keselulrulhaln Domalin Kebijalkaln daln 

Domalin Taltal Kelolal SPBE 
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Diagram diatas merupakan diagram gabungan yang memplot dua domain 

sekaligus dimana titik biru mewakili Domain Kebijakan (Indikator 1–10) dan titik 

merah mewakili Domain Tata Kelola (Indikator 11–20).  

 

Beberapa pola visual yang terlihat pada Gambar 4.3 adalah sebagai berikut: 

a. Polal "Bintalng Tidalk Beraltulraln" menulnjulkkaln valrialsi nilali kemaltalngaln yalng 

signifikaln alntalr indikaltor. Secara keseluruhan, diagram membentuk pola bintang 

yang sangat tidak simetris. Ini menandakan variasi nilai kematangan yang 

signifikan antar indikator, bukan pola yang merata dan konsisten. 

b. Dominasi titik biru di sisi luar  dimana titik-titik biru Domain Kebijakan berada 

lebih jauh dari pusat dibandingkan titik merah Domain Tata Kelola. Ini 

memvisualisasikan secara langsung bahwa rata-rata Domain Kebijakan (4,1) 

lebih tinggi dari Domain Tata Kelola (3,4). 

c. Cluster kekuatan di area atas yaitu di area Indikator 1–4 dan Indikator 11–12, 

terlihat penumpukan titik yang jauh ke luar, baik biru maupun merah. Ini adalah 

zona kekuatan strategis Pemerintah Kota Palembang. 

d. Valley atau lembah di area bawah yaitu di area Indikator 14, 16, 17, dan 18, 

dimana terlihat cekungan dalam pada titik merah yang sangat kontras dengan 

titik biru di indikator yang berdekatan. Ini mempertegas fenomena maturity 

asymmetry yang menjadi temuan utama penelitian. 

 

Secara keseluruhan, ketiga diagram radar diatas menunjukkan nahwa 

Pemerintah Kota Palembang memiliki fondasi kebijakan dan perencanaan strategis 

yang sangat kuat, terbukti dari dominasi Level 4 dan 5 pada indikator-indikator 

tersebut. Namun terdapat kesenjangan yang signifikan pada implementasi 

operasional, khususnya pada layanan infrastruktur TIK dan inovasi proses bisnis 

yang masih berada di Level 2. Inilah yang menjadi prioritas perbaikan utama yang 

direkomendasikan dalam penelitian ini. 
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Talbel 4.13 Tingkalt Kemaltalngaln per Indikaltor 

Domalin Indikaltor Nalmal Indikaltor Tingkalt 
Kemaltalngaln 

Level 

DOMAIN 
KEBIJAKAN 
SPBE 

Indikaltor 1 Kebijakan Internal 
Arsitektur SPBE 

Optimum 5 

Indikaltor 2 Kebijakan Internal Peta 
Rencana SPBE 

Optimum 5 

Indikaltor 3 Kebijakan Internal 
Manajemen Data 

Optimum 5 

Indikaltor 4 Kebijakan Internal 
Pembangunan Aplikasi 

SPBE 

Optimum 5 

Indikaltor 5 Kebijakan Internal 
Layanan Pusat Data 

Terdefinisi 3 

Indikaltor 6 Kebijakan Internal 
Layanan Jaringan Intra 

Terdefinisi 3 

Indikaltor 7 Kebijakan Internal 
Penggunaan Sistem 

Penghubung 

Terpadu dan 
Terukur 

4 

Indikaltor 8 Kebijakan Internal 
Manajemen Keamanan 

Informasi 
Terdefinisi 3 

Indikaltor 9 Kebijakan Internal Audit 
TIK 

Terpadu dan 
Terukur 4 

Indikaltor 10 Kebijakan Internal Tim 
Koordinasi SPBE 

Terpadu dan 
Terukur 

4 

DOMAIN 
TATA 
KELOLA 
SPBE 

Indikaltor 11 Arsitektur SPBE Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah 

Optimum 5 

Indikaltor 12 Peta Rencana SPBE 
Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah 

Optimum 5 

Indikaltor 13 Keterpaduan Rencana dan 
Anggaran SPBE 

Terdefinisi 3 

Indikaltor 14 Inovasi Proses Bisnis 
SPBE 

Terkelola 2 
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Indikaltor 15 Pembangunan Aplikasi 
SPBE 

Terpadu dan 
Terukur 4 

Indikaltor 16 Layanan Pusat Data Terkelola 2 

Indikaltor 17 Layanan Jaringan Intra Terkelola 2 

Indikaltor 18 Penggunaan Sistem 
Penghubung Layanan 

Terkelola 2 

Indikaltor 19 Pelaksanaan Tim 
Koordinasi SPBE 

Terpadu dan 
Terukur 

4 

Indikaltor 20 Kolaborasi Penerapan 
SPBE 

Terpadu dan 
Terukur 4 

 

ALnallisis Polal Kemaltalngaln SPBE pada Tabel 4.13 yaitu: 

1. Kekulaltaln ULtalmal: Kebijalkaln straltegis fulndalmentall (Indikaltor 1,2,3,4,11,12) 

mencalpali level optimall dengaln sikluls perbalikaln berkelalnjultaln yalng 

terdokulmentalsi 

2. Kesenjalngaln Kritis : Penelitialn ini mengidentifikalsi fenomenal alsimetri 

kemaltalngaln (maltulrity alsymmetry) di malnal domalin kebija lkaln infralstrulktulr 

teknologi informalsi telalh mencalpali tingkalt kemaltalngaln yalng relaltif tinggi 

(Level 3-4), nalmuln tidalk diimbalngi dengaln tingkalt implementalsi operalsiona ll 

yalng proporsionall, yalng malsih beraldal paldal level dalsalr (Level 2). 

3. ALreal Prioritals:  

a. Memperkulalt keterpaldulaln perencalnalaln daln alnggalraln (Indikaltor 13) 

b. Meningkaltkaln inovalsi proses bisnis dalri terkelolal menjaldi terdefinisi 

(Indikaltor 14) 

c. Mengoptimallkaln implementalsi lalyalnaln infralstrulktulr TIK (Indikaltor 

16,17,18) 

4. Polal Sentrallisalsi: Peraln dominaln Dinals Komulnikalsi daln Informaltikal Kotal 

Pallembalng dallalm kebijalkaln daln koordinalsi menulnjulkkaln kendalli yalng kulalt 

nalmuln perlul diimbalngi dengaln pemberdalyalaln peralngkalt daleralh di Pemerintalh 

Kotal Pallembalng. 
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4.8       Analisis dan Evaluasi Nilai Kematangan SPBE 

Berdasarkan pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan melalui 

metode observasi, wawancara, studi dokumen, dan verifikasi lapangan di 

Pemerintah Kota Palembang, penelitian ini berhasil mengukur tingkat kematangan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pengukuran dilakukan terhadap 

20 indikator yang terbagi ke dalam dua domain utama, yaitu Domain Kebijakan 

Internal SPBE dan Domain Tata Kelola SPBE, menggunakan metode Capability 

Maturity Model (CMM). 

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas yang cukup 

signifikan antara kematangan kebijakan dengan kematangan tata kelola 

operasional. Pemerintah Kota Palembang menunjukkan kekuatan yang sangat baik 

dalam aspek regulasi dan kebijakan strategis, namun masih menghadapi tantangan 

dalam implementasi operasional yang terintegrasi, khususnya pada aspek 

infrastruktur dan inovasi proses bisnis. 

Berdasarkan perhitungan indeks, Domain Kebijakan Internal SPBE 

mencapai nilai indeks 4,1 dengan predikat "Sangat Baik". Hal ini mencerminkan 

bahwa Pemerintah Kota Palembang telah memiliki landasan hukum dan aturan 

main yang sangat matang untuk penyelenggaraan SPBE. Kebijakan-kebijakan 

strategis telah ditetapkan, didokumentasikan, dan sebagian besar telah melalui 

proses reviu berkala. 

Sementara itu, Domain Tata Kelola SPBE memperoleh nilai indeks 3,4 

dengan predikat "Baik". Nilai ini lebih rendah dibandingkan domain kebijakan, 

mengindikasikan adanya kesenjangan (gap) antara apa yang tertulis dalam 

kebijakan dengan apa yang terlaksana di lapangan. Beberapa aspek tata kelola, 

terutama yang berkaitan dengan infrastruktur teknis dan inovasi proses bisnis, 

masih berada pada tahap berkembang dan belum sepenuhnya terintegrasi. 

Analisis perbandingan antara Domain Kebijakan Internal dan Domain Tata 

Kelola mengungkapkan dinamika menarik dalam ekosistem SPBE Pemerintah 

Kota Palembang. Bagian ini akan membahas secara mendalam karakteristik 

masing-masing domain, analisis kesenjangan, dan faktor-faktor yang menyebabkan 

perbedaan capaian kematangan. 
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4.8.1 Analisis Sebab Akibat Nilai Kematangan SPBE 

Bagian ini menyajikan analisis mendalam mengenai faktor-faktor penyebab 

(sebab) dan implikasi (akibat) dari capaian nilai kematangan pada masing-masing 

indikator. 

a. Domain Kebijakan Internal SPBE 

Indikator 1: Kebijakan Internal Arsitektur SPBE (Nilai: 5 - Optimum) 

Sebab: Pemerintah Kota Palembang telah menetapkan Peraturan Wali Kota 

Nomor 25 Tahun 2023 yang secara komprehensif mengatur 6 domain arsitektur 

SPBE. Kebijakan ini tidak statis, telah dilakukan reviu formal yang dibuktikan 

dengan Laporan Hasil Evaluasi Domain Kebijakan SPBE Tahun 2023. Lebih 

jauh lagi, hasil reviu tersebut telah ditindaklanjuti secara konkret dengan 

penetapan kebijakan baru melalui Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 

348/KPTS/Diskominfo/2023. 

Akibat: Dengan tercapainya level optimum, Pemerintah Kota Palembang 

memiliki kerangka dasar arsitektur yang dinamis dan adaptif. Hal ini menjamin 

bahwa pengembangan SPBE tidak akan tumpang tindih karena memiliki rujukan 

standar yang terus diperbarui sesuai kebutuhan dan perubahan regulasi nasional.  

 

Indikator 2: Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE (Nilai: 5 - Optimum) 

Sebab: Keberhasilan mencapai level 5 didorong oleh adanya siklus perbaikan 

berkelanjutan (continuous improvement). Kebijakan Peta Rencana telah selaras 

dengan arsitektur SPBE Nasional. Terdapat bukti reviu berkala dan 

pemutakhiran dokumen melalui penerbitan SK Wali Kota Palembang Nomor 

255/KPTS/DISKOMINFO/2024 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palembang Tahun 2024-2028 yang 

menggantikan regulasi sebelumnya (SK Walikota Palembang Nomor 

346/KPTS/DISKOMINFO/2023). Tindak lanjut hasil evaluasi dijalankan secara 

konsisten. 

Akibat: Arah strategis pembangunan SPBE menjadi sangat jelas dan terukur. 

Perencanaan jangka menengah dan panjang menjadi lebih akurat karena selalu 
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disesuaikan dengan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, meminimalkan risiko 

kegagalan proyek strategis. 

 

Indikator 3: Kebijakan Internal Manajemen Data (Nilai: 5 - Optimum) 

Sebab: Landasan hukum manajemen data sangat kuat, didukung oleh Peraturan 

Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia tingkat 

kota dan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023. Pencapaian 

level optimum dikarenakan kebijakan ini telah dievaluasi efektivitasnya dan 

ditindaklanjuti dengan penerbitan pedoman teknis turunan yang lebih 

operasional. Organisasi mampu menerjemahkan kebijakan strategis menjadi 

prosedur teknis lapangan. 

Akibat: Terciptanya standar data yang baku antar instansi, mendukung 

interoperabilitas data, dan meningkatkan kualitas data pemerintah yang valid dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Indikator 4: Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE (Nilai: 5 - 

Optimum) 

Sebab: Kebijakan mewajibkan konsultasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Palembang sebelum pengembangan aplikasi Perangkat Daerah. Kebijakan 

ini telah direviu dan menghasilkan standar teknis prosedur pembangunan 

aplikasi baru yang lebih detail. Siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) telah 

berjalan sempurna dalam regulasi pembangunan perangkat lunak. 

Akibat: Efisiensi anggaran belanja aplikasi meningkat karena duplikasi dapat 

dicegah sejak tahap perencanaan. Kualitas aplikasi pemerintah menjadi lebih 

terstandarisasi dan aman. 

 

Indikator 5: Kebijakan Internal Layanan Pusat Data (Nilai: 3 - Terdefinisi) 

Sebab: Meskipun sudah ada Surat Edaran Walikota Palembang Nomor 

44.b/SE/Diskominfo/2019 tentang Pengelolaan Server di Lingkungan Kota 

Palembang yang mewajibkan penggunaan pusat data, kebijakan ini bersifat 

statis. Belum ada bukti dokumen reviu berkala atau evaluasi terhadap efektivitas 
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kebijakan tersebut. Kebijakan sudah didefinisikan tetapi belum masuk siklus 

perbaikan berkelanjutan. 

Akibat: Kebijakan berpotensi menjadi tidak selaras dengan kondisi sekarang dan 

tidak relevan dengan perkembangan teknologi cloud atau kebutuhan kapasitas 

data center terkini, menghambat optimalisasi infrastruktur. 

 

Indikator 6: Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra (Nilai: 3 - Terdefinisi) 

Sebab: Kebijakan penggunaan jaringan intra telah diatur dalam Peraturan Wali 

Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 Pasal 15 untuk seluruh perangkat 

daerah. Namun, sama halnya dengan pusat data, tidak ditemukan bukti 

dokumentasi siklus reviu atau evaluasi formal terhadap kebijakan ini. 

Akibat: Standar layanan jaringan mungkin tidak terpantau kepatuhannya. Tanpa 

evaluasi kebijakan, sulit mengidentifikasi apakah aturan yang ada masih 

mendukung atau justru menghambat kinerja jaringan pada Pemerintah Kota 

Palembang. 

 

Indikator 7: Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan (Nilai: 

4 - Terpadu dan Terukur) 

Sebab: Kebijakan mengenai interkoneksi sistem (SPLP) telah ditetapkan dan 

telah melalui proses reviu formal yang tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi 

Domain Kebijakan SPBE Tahun 2023 Pemerintah Kota Palembang Nomor 

000/44/KOMINFO-V/VII/2024. Nilai 4 diberikan karena proses reviu sudah 

dilakukan, namun belum sampai pada tahap tindak lanjut berupa penetapan 

kebijakan baru hasil perbaikan (Level 5). 

Akibat: Integrasi layanan antar instansi memiliki landasan hukum yang terukur. 

Evaluasi  yang  dilakukan  memberikan  gambaran  kinerja  kebijakan,  namun  

perbaikan kebijakan masih menunggu eksekusi formal. 

 

Indikator 8: Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi (Nilai: 3 - 

Terdefinisi) 
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Sebab: Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2023 tentang 

Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di 

Lingkungan Pemerintah Kota Palembang telah mencakup aspek keamanan 

informasi secara komprehensif. Namun, bukti reviu periodik terhadap kebijakan 

ini belum tersedia. Mengingat dinamisnya ancaman siber, ketiadaan reviu 

berkala membuat indikator ini tertahan di level 3. 

Akibat: Kebijakan keamanan berisiko tertinggal dari tren ancaman siber terbaru, 

meninggalkan celah kerentanan prosedural yang mungkin tidak terdeteksi tanpa 

evaluasi rutin. 

 

Indikator 9: Kebijakan Internal Audit TIK (Nilai: 4 - Terpadu dan Terukur) 

Sebab: Kebijakan audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan telah ditetapkan 

dan direviu. Laporan hasil evaluasi kebijakan audit tersedia. Namun, 

rekomendasi dari reviu tersebut belum sepenuhnya ditransformasikan menjadi 

kebijakan perbaikan yang sistematis dan ditetapkan ulang. 

Akibat: Pelaksanaan audit TIK memiliki dasar hukum yang kuat dan terpantau. 

Hal ini meningkatkan akuntabilitas pengelolaan TIK, meskipun mekanisme 

umpan balik kebijakan (policy feedback loop) perlu ditingkatkan. 

 

Indikator 10: Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE (Nilai: 4 - Terpadu dan 

Terukur) 

Sebab: Tim Koordinasi SPBE memiliki dasar hukum kuat dalam Peraturan Wali 

Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. 

Kebijakan terkait tugas dan fungsi tim telah direviu. Keterbatasan mencapai 

level 5 adalah belum adanya pembaruan kebijakan yang signifikan berbasis 

pembelajaran dari pelaksanaan koordinasi di lapangan. 

Akibat: Koordinasi antar OPD berjalan dengan dasar yang jelas. Evaluasi yang 

ada membantu mengukur efektivitas tim, namun inovasi dalam mekanisme 

koordinasi masih perlu didorong melalui pembaruan kebijakan. 
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b. Domain Tata Kelola SPBE 

Indikator 11: Arsitektur SPBE Instansi (Nilai: 5 - Optimum) 

Sebab: Dokumen Arsitektur SPBE tidak hanya tersedia secara formal, tetapi juga 

telah selaras penuh dengan Arsitektur SPBE Nasional. Dokumen ini telah 

diintegrasikan ke dalam sistem informasi arsitektur nasional dan dimutakhirkan 

secara berkala berdasarkan hasil reviu. Praktik pendokumentasian dan 

pembaruan telah membudaya. 

Akibat: Pengembangan SPBE di Palembang memiliki kerangka kerja yang 

sangat matang, selaras dengan pusat, dan selalu aktual, meminimalkan duplikasi 

sistem. 

  

Indikator 12: Peta Rencana SPBE Instansi (Nilai: 5 - Optimum) 

Sebab: Peta Rencana SPBE memuat program lengkap (27 aplikasi prioritas) dan 

selaras dengan dokumen penganggaran (RKA). Dokumen ini telah direviu dan 

diperbarui secara formal melalui SK Wali Kota Palembang Nomor 

255/KPTS/DISKOMINFO/2024 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palembang Tahun 2024-2028. Konsistensi 

antara perencanaan strategis dan optimalisasi dokumen menjadi kunci 

pencapaian level ini. 

Akibat: Implementasi program SPBE berjalan terarah. Risiko penyimpangan 

program dari tujuan strategis sangat kecil karena peta rencana selalu disesuaikan 

dengan kondisi terkini. 

 

Indikator 13: Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE (Nilai: 3 - Terdefinisi) 

Sebab: Anggaran SPBE memang dialokasikan dalam RKA 2022-2024, namun 

belum ada mekanisme formal yang menjamin bahwa proses penganggaran 

tersebut telah melalui reviu keterpaduan sistematis terhadap Peta Rencana. 

Proses penganggaran masih berjalan sektoral tanpa validasi ketat terhadap 

keselarasan arsitektur. 
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Akibat: Potensi inefisiensi anggaran tetap ada. Ada risiko anggaran dialokasikan 

untuk inisiatif TIK yang tidak strategis atau duplikatif karena kurangnya filter 

keterpaduan yang ketat. 

 

Indikator 14: Inovasi Proses Bisnis SPBE (Nilai: 2 - Terkelola) 

Sebab: Ini adalah area terlemah. Inovasi proses bisnis dikelola secara ad-hoc 

oleh Bagian Organisasi. Tidak ada bukti formal dokumentasi perbaikan proses 

bisnis (BPR) yang terintegrasi ke sistem elektronik. Pelaksanaan inovasi belum 

terstandarisasi dan bergantung pada inisiatif individu/sektoral. 

Akibat: Digitalisasi layanan seringkali hanya memindahkan proses manual ke 

digital tanpa penyederhanaan proses, sehingga efisiensi layanan publik tidak 

maksimal. 

 

Indikator 15: Pembangunan Aplikasi SPBE (Nilai: 4 - Terpadu dan Terukur) 

Sebab: Guna mewujudkan sinkronisasi infrastruktur digital, pengembangan 

aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dikonsolidasikan di bawah 

kendali Dinas Komunikasi dan Informatika, menggantikan model 

pengembangan mandiri yang sebelumnya dilakukan oleh tiap unit kerja. Proses 

pembangunan terukur dan terpantau. Namun, hasil reviu pembangunan belum 

sepenuhnya ditindaklanjuti dengan perbaikan signifikan seperti peningkatan 

fitur keamanan standar atau integrasi total. 

Akibat: Ekosistem aplikasi pemerintah mulai tertata rapi. Integrasi antar aplikasi 

lebih mudah dilakukan, namun kualitas teknis aplikasi masih perlu peningkatan 

berkelanjutan. 

 

Indikator 16: Layanan Pusat Data (Nilai: 2 - Terkelola) 

Sebab: Pusat data tersedia secara operasional, namun implementasinya belum 

menyeluruh. Masih banyak perangkat daerah yang menggunakan hosting 

eksternal atau server lokal sendiri karena resistensi atau keterbatasan kapasitas 

pusat data. 
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Akibat: Ketidakseragaman standar keamanan informasi di berbagai unit kerja 

saat ini menghambat upaya penjaminan integritas data secara komprehensif. 

Selain itu, redundansi server memicu tingginya biaya operasional serta menjadi 

kendala utama dalam mewujudkan integrasi data berskala nasional. 

 

Indikator 17: Layanan Jaringan Intra (Nilai: 2 - Terkelola) 

Sebab: Jaringan intra baru diterapkan di sebagian unit kerja (seperti 107 

kelurahan), namun belum mencakup seluruh OPD secara terukur dan terstandar. 

Koneksi masih banyak yang menggunakan internet publik terpisah tanpa 

terhubung ke jaringan privat pemerintah kota. 

Akibat: Komunikasi data antar instansi kurang aman dan tidak efisien. Berbagi 

pakai sumber daya (seperti printer, file server) lintas dinas sulit dilakukan. 

 

Indikator 18: Penggunaan Sistem Penghubung Layanan (Nilai: 2 - Terkelola) 

Sebab: Hasil observasi menunjukkan bahwa tata kelola integrasi data di 

Pemerintah Kota Palembang masih menghadapi kendala interoperabilitas. Hal 

ini terlihat dari tingginya aktivitas pertukaran data yang bersifat ad-hoc (point-

to-point), yang mengakibatkan peran Enterprise Service Bus (ESB) sebagai 

media integrasi pusat menjadi kurang efektif. Implementasi masih terbatas pada 

beberapa layanan pilot project. Banyak pertukaran data masih dilakukan manual 

atau point-to-point tanpa melalui ESB (Enterprise Service Bus) resmi. 

Akibat: Interoperabilitas sistem rendah. Data yang sama sering diinput berulang 

kali di aplikasi berbeda, menurunkan integritas data dan efisiensi kerja. 

 

Indikator 19: Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE (Nilai: 4 - Terpadu dan 

Terukur) 

Sebab: Optimalisasi kinerja Tim Koordinasi SPBE didukung oleh intensitas 

kegiatan yang terencana, yang dibuktikan melalui dokumentasi administratif 

berupa notulensi rapat dan undangan resmi secara berkesinambungan. 

Efektivitas kinerja tim ini telah divalidasi melalui Laporan Evaluasi Tahun 2024, 

yang menunjukkan adanya koordinasi lintas sektoral yang terukur. 
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Akibat: Keberadaan mekanisme koordinasi ini secara signifikan mampu 

mereduksi hambatan birokrasi dalam implementasi SPBE serta menjamin 

keberlanjutan komitmen strategis dari pimpinan daerah. 

 

Indikator 20: Kolaborasi Penerapan SPBE (Nilai: 4 - Terpadu dan Terukur) 

Sebab: Adanya Forum Kolaborasi formal (SK Wali Kota Palembang Nomor 

188/KPTS/DISKOMINFO/2024) dan kolaborasi aktif dengan pihak eksternal 

(Palcomtech) untuk pengembangan SDM. Kolaborasi ini terencana, terlaksana, 

dan terevaluasi. Nilai indikator belum mencapai tingkat maksimal (Level 5) 

disebabkan oleh jejaring kolaborasi yang masih terbatas pada lingkup internal 

pemerintahan, serta belum melibatkan sektor privat (swasta) maupun komunitas 

teknologi secara akseleratif dan komprehensif. 

Akibat: Peningkatan kapasitas kapabilitas SDM serta akselerasi adopsi teknologi 

diakomodasi melalui kolaborasi dengan entitas eksternal. Mekanisme ini secara 

signifikan mampu mengoptimalkan alokasi sumber daya pemerintah dengan 

mereduksi ketergantungan pada penyediaan infrastruktur secara mandiri. 

  

Analisis perbandingan antara Domain Kebijakan Internal dan Domain Tata 

Kelola mengungkapkan dinamika menarik dalam ekosistem SPBE Pemerintah 

Kota Palembang. Bagian ini akan membahas secara mendalam karakteristik 

masing-masing domain, analisis kesenjangan, dan faktor-faktor yang menyebabkan 

perbedaan capaian kematangan. 

 

4.8.2 Profil Kematangan Domain Kebijakan Internal SPBE (Indeks 4,1 - Sangat 

Baik) 

Domain Kebijakan Internal SPBE mencatat prestasi yang sangat 

memuaskan dengan indeks 4,1 yang termasuk kategori "Sangat Baik". Pencapaian 

ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah berhasil membangun 

fondasi regulasi yang kokoh sebagai landasan hukum transformasi digital 

pemerintahan. Distribusi nilai pada domain ini menunjukkan pola yang menarik 

yaitu: 
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a. 4 indikator (40%) mencapai Level 5 (Optimum) yaitu Kebijakan Arsitektur, Peta 

Rencana, Manajemen Data, dan Pembangunan Aplikasi; 

b. 3 indikator (30%) berada di Level 4 (Terpadu dan Terukur): Penggunaan SPLP, 

Audit TIK, dan Tim Koordinasi; 

c. 3 indikator (30%) berada di Level 3 (Terdefinisi): Layanan Pusat Data, Jaringan 

Intra, dan Keamanan Informasi; 

d. Tidak ada indikator di Level 2 atau lebih rendah. 

 

Beberapa faktor pendukung keberhasilan domain kebijakan yaitu komitmen 

kepemimpinan yang kuat dimana Walikota Palembang secara konsisten 

menerbitkan regulasi pendukung SPBE dalam bentuk Peraturan Walikota dan 

Keputusan Walikota. Mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terdapat 12 

produk hukum daerah yang secara khusus mengatur SPBE yang menunjukkan 

keseriusan pimpinan daerah dalam transformasi digital. Faktor lain yang 

mendukung keberhasilan domain kebijakan yaitu kapasitas perumusan kebijakan 

yang mampu merumuskan kebijakan teknis sesuai standar nasional dan setiap 

kebijakan yang diterbitkan selalu merujuk dan selaras dengan Peraturan Presiden 

Nomor 95 Tahun 2018. Mekanisme reviu berkala yang efektif khususnya pada 4 

indikator yang mencapai Level 5, terbukti ada siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA) 

yang berjalan. Kebijakan tidak hanya ditetapkan, tetapi juga dievaluasi dan 

diperbaharui berdasarkan pembelajaran dari pelaksanaan sebelumnya. 

Meskipun secara umum sangat baik, domain kebijakan masih memiliki 30% 

indikator yang masih berada di Level 3 (Terdefinisi). Analisis mendalam 

menunjukkan penyebabnya adalah belum adanya dokumentasi reviu pada Indikator 

5, 6, dan 8 (Pusat Data, Jaringan Intra, Keamanan Informasi), kebijakan memang 

sudah ada dan cukup komprehensif, namun tidak ditemukan bukti laporan hasil 

evaluasi kebijakan atau notulensi pembahasan perbaikan kebijakan. Kebijakan ini 

bersifat "statis" - diterbitkan sekali dan tidak pernah diperbarui meskipun teknologi 

dan ancaman keamanan terus berkembang. 
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  Fokus kebijakan saat ini lebih menitikberatkan pada aspek strategis yang 

tampak nyata bagi manajemen (peta jalan/arsitektur), namun minim perhatian 

terhadap detail teknis operasional dan infrastruktur dalam evaluasi berkala 

 

4.8.3 Profil Kematangan Domain Tata Kelola SPBE (Indeks 3,4 - Baik) 

Domain Tata Kelola SPBE mencatat indeks 3,4 dengan predikat "Baik". 

Nilai ini 0,7 poin lebih rendah dibanding Domain Kebijakan, mengindikasikan 

adanya implementation gap yang signifikan. Distribusi nilai pada domain ini 

menunjukkan polarisasi yang tajam yaitu: 

a. 2 indikator (20%) mencapai Level 5 (Optimum) yaitu Arsitektur SPBE Instansi 

dan Peta Rencana SPBE Instansi; 

b. 3 indikator (30%) berada di Level 4 (Terpadu dan Terukur) yaitu Pembangunan 

Aplikasi, Pelaksanaan Tim Koordinasi, dan Kolaborasi Penerapan; 

c. 1 indikator (10%) berada di Level 3 (Terdefinisi) yaitu Keterpaduan Rencana 

dan Anggaran; 

d. 4 indikator (40%) terpuruk di Level 2 (Terkelola) yaitu Inovasi Proses Bisnis, 

Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Penggunaan SPLP. 

 

4.8.4    Analisis Mendalam Indikator Terendah Level 2 

Keberadaan 40% indikator di Level 2 merupakan temuan kritis yang 

memerlukan pembedahan analitis mendalam. Level 2 (Terkelola) menurut 

framework CMM berarti proses sudah direncanakan dan dilaksanakan, namun 

masih bersifat reaktif, tidak terukur, dan belum mencakup seluruh organisasi secara 

konsisten. Berikut adalah analisis akar masalah untuk masing-masing indikator 

Level 2: 

a. Indikator 14: Inovasi Proses Bisnis SPBE (Level 2)  

Tidak ada unit khusus manajemen perubahan dimana inovasi proses bisnis 

dikelola secara ad-hoc oleh Bagian Organisasi dalam struktur Sekretariat Daerah 

Pemerintah Kota Palembang. Unit kerja tersebut tidak memiliki kewenangan 

eksplisit untuk melaksanakan Rekayasa Ulang Proses Bisnis (Business Process 

Reengineering) yang berbasis pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 
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Tugasnya lebih fokus pada analisis jabatan dan formasi ASN, bukan pada 

transformasi proses layanan. Belum adanya metodologi standar BPR dimana 

tidak ditemukan pedoman atau SOP formal tentang bagaimana melakukan 

pemetaan proses bisnis (As-Is process mapping), identifikasi inefisiensi, dan 

perancangan proses baru (To-Be process). Setiap OPD yang ingin mengajukan 

digitalisasi layanan tidak memiliki panduan bagaimana menyederhanakan 

prosesnya terlebih dahulu. Tidak ada baseline data kinerja proses untuk 

mengukur keberhasilan inovasi proses, diperlukan data baseline seperti rata-rata 

waktu penyelesaian layanan (lead time) atau biaya per transaksi sebelum 

digitalisasi. Data ini tidak tersedia, sehingga dampak inovasi tidak terukur secara 

kuantitatif. Observasi lapangan menunjukkan bahwa mayoritas aplikasi layanan 

yang dikembangkan hanya memindahkan formulir kertas ke format digital tanpa 

mengubah alur prosesnya.  

b. Indikator 16: Layanan Pusat Data (Level 2)  

Pusat data yang ada di Dinas Kominfo Kota Palembang memiliki kapasitas 

terbatas, baik dari segi ruang rak server, daya listrik, maupun bandwidth internet. 

Data teknis menunjukkan kapasitas hosting saat ini belum mampu menampung 

kebutuhan seluruh aplikasi OPD. Pusat data belum memiliki SLA formal yang 

menjamin uptime, waktu respon dukungan teknis, atau kompensasi jika terjadi 

downtime. Meskipun Surat Edaran Walikota Palembang NoMOR 44.B/2019 

mewajibkan penggunaan pusat data, tidak ada sanksi bagi OPD yang tidak patuh.  

c. Indikator 17: Layanan Jaringan Intra (Level 2)  

Jaringan intra pemerintah (Government Private Network) baru mencakup 107 

kelurahan. Pembangunan jaringan sangat bergantung pada ketersediaan 

infrastruktur fiber optik dari provider telekomunikasi. Beberapa lokasi OPD 

yang berada di daerah perbatasan kota tidak memiliki akses fiber optik, sehingga 

tidak ekonomis untuk dihubungkan ke jaringan intra. Membangun jaringan 

privat memerlukan investasi yang besar untuk biaya penarikan kabel, pengadaan 

router dan switch, serta langganan backbone. Kondisi keuangan daerah yang 

terbatas membuat investasi pada infrastruktur jaringan kalah bersaing dengan 
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program kerja lain yang memberikan dampak visual lebih cepat bagi 

masyarakat.  

d. Indikator 18: Penggunaan Sistem Penghubung Layanan/SPLP (Level 2) 

     SPLP berbasis API Gateway dan Enterprise Service Bus (ESB) memerlukan 

standarisasi format data dan protokol komunikasi antar aplikasi. Namun, 

aplikasi-aplikasi yang sudah dibangun sebelumnya menggunakan teknologi 

beragam (ada yang berbasis PHP, Java, NET) dengan arsitektur yang tidak 

dirancang untuk integrasi. Retrofit untuk membuat aplikasi lama menjadi API-

ready memerlukan effort pengembangan yang besar. Untuk bertukar data, 

diperlukan kesepakatan tentang definisi data (data dictionary). Misalnya, apa 

yang dimaksud dengan "NIK penduduk" - apakah boleh null, formatnya 

bagaimana, validasinya seperti apa. Kesepakatan ini belum ada secara formal 

dan terdokumentasi, menyebabkan setiap integrasi harus negosiasi ulang standar 

datanya. SPLP baru diimplementasikan pada integrasi data kependudukan dari 

Disdukcapil ke aplikasi bantuan sosial, integrasi data pajak ke sistem 

perencanaan, dan integrasi data perizinan ke sistem monitoring.   

 

Dari analisis mendalam keempat indikator Level 2, teridentifikasi pola 

umum penyebab kegagalan implementasi yaitu kesenjangan kapabilitas dimana 

kebijakan sudah ada, namun kapabilitas organisasi (SDM, anggaran, infrastruktur) 

untuk mengeksekusi kebijakan tidak memadai. Perubahan besar seperti 

implementasi SPBE memerlukan program manajemen perubahan  yang sistematis, 

meliputi komunikasi intensif, pelatihan berkelanjutan, dan pendampingan.  

 

4.8.5 Keterhubungan Domain Kebijakan Terhadap Domain Tata Kelola 

Secara teoritis, kebijakan yang kuat seharusnya menghasilkan tata kelola 

yang efektif. Namun,  hasil  penelitian  menunjukkan  fenomena  "Asimetri  

Kematangan"  (Maturity Asymmetry). Domain Kebijakan mencapai indeks 4,1 

(Sangat Baik), sementara Domain Tata Kelola tertinggal di angka 3,4 (Baik). 

Disparitas nilai sebesar 0,7 poin ini signifikan dalam skala CMM. Hubungan yang 

teramati adalah bahwa kebijakan berfungsi sebagai necessary condition (syarat 
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perlu) namun belum menjadi sufficient condition (syarat cukup) untuk tata kelola 

yang baik. Analisis korelasi menunjukkan pola menarik yaitu: 

Tabel 4.14 Korelasi Domain Kebijakan dan Domain Tata Kelola 

Indikator Level 

Kebijakan 

Level  

Tata Kelola 

Gap Interpretasi 

Arsitektur & Peta 

Rencana 

5 5 0 Kebijakan strategis yang 

kuat mendorong 

implementasi yang sama 

kuatnya 

Pembangunan 

Aplikasi 

5 4 -1 Kebijakan sangat baik, 
implementasi sedikit 
tertinggal namun masih 
terkendali 

Pusat Data & 

Jaringan 

3 2 -1 Kebijakan lemah 

menyebabkan implementasi 

lebih lemah lagi 

SPLP 4 2 -2 Kebijakan baik namun 

implementasi sangat lemah 

 

Gap terbesar terjadi pada aspek yang memerlukan kolaborasi intensif antar 

OPD (SPLP, Inovasi Proses Bisnis). Sebaliknya, aspek yang dikendalikan terpusat 

(Arsitektur, Peta Rencana) menunjukkan sinkronisasi sempurna antara kebijakan 

dan implementasi. Dampak positif dari asimetri kematangan SPBE adalah 

terjaganya tata kelola pengembangan TIK agar tetap berada pada koridor yang 

direncanakan. Dengan struktur kebijakan yang sudah solid, Pemerintah Kota 

Palembang memiliki landasan kuat untuk melakukan akselerasi sistem informasi 

secara cepat saat didukung oleh ketersediaan anggaran dan momentum yang tepat. 

Bagi pemangku kepentingan eksternal (masyarakat, investor, pemerintah pusat), 

yang terlihat adalah kualitas layanan (domain tata kelola), bukan kualitas dokumen 

kebijakan. Jika layanan tidak membaik, kebijakan sebaik apapun tidak akan 

diapresiasi. 
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Kesenjangan efektivitas SPBE di Kota Palembang ditandai oleh 

keberhasilan kebijakan terpusat yang berbanding terbalik dengan implementasi di 

level OPD. Sementara aspek manajerial (Arsitektur dan Peta Rencana) telah 

mencapai Level 4-5, aspek operasional seperti penggunaan Jaringan Intra dan 

integrasi data masih berada di Level 2. Transmisi kebijakan cenderung melemah 

ketika berhadapan dengan ego sektoral atau kendala teknis di masing-masing unit 

kerja, sehingga transformasi digital belum bersifat menyeluruh. Berdasarkan 

analisis data lapangan, teridentifikasi tiga hambatan utama: 

a. Keterbatasan Anggaran Terintegrasi: Meskipun rencana sudah terpadu 

(Indikator 13, Level 3), eksekusi anggaran masih sering terfragmentasi. 

Keterbatasan dana sering menjadi alasan OPD tidak dapat memenuhi standar 

infrastruktur yang ditetapkan dalam kebijakan. 

b. Kapasitas SDM TIK yang Tidak Merata: Kebijakan canggih di tingkat kota sulit 

dijalankan oleh OPD yang tidak memiliki tenaga teknis TIK yang kompeten. 

Diskominfo menjadi bottleneck karena harus menangani semua isu teknis 

sendirian. 

c. Budaya Silo Sektoral: Ego sektoral masih menghambat integrasi. Kebijakan 

berbagi data dan infrastruktur (SPLP, Pusat Data) sering terbentur oleh 

keengganan OPD untuk melepaskan kendali atas aset dan data mereka sendiri. 

 

Rekomendasi Perbaikan Implementasi kesenjangan kebijakan dan tata 

kelola yaitu Diskominfo harus memiliki wewenang terhadap pengajuan anggaran 

TIK OPD yang tidak mematuhi standar kebijakan infrastruktur (Pusat 

Data/Jaringan), OPD menggunakan Pusat Data/Jaringan karena kualitasnya lebih 

baik daripada mengelola sendiri, mengaitkan kepatuhan terhadap kebijakan SPBE 

(seperti penggunaan SPLP dan Pusat Data) dengan penilaian kinerja (TPP) 

pimpinan OPD. 
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4.8.6 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) Tingkat Kematangan SPBE         

Pemerintah Kota Palembang 

ALnallisis komprehensif terhaldalp Domalin Kebijalkaln daln Domalin Taltal 

Kelolal SPBE Pemerintalh Kotal Pallembalng mengulngkalpkaln beberalpal pola l 

kemaltalngaln yalng menalrik daln kesenja lngaln yalng perlul mendalpalt perhaltialn seriuls. 

a. Polal Kemaltalngaln: 

1. Kekulaltaln Fondalsi Kebijalkaln 

Terdalpalt tingkalt kemaltalngaln yalng salngalt tinggi (Level 5 - Optimulm) palda l 

kebijalkaln-kebijalkaln straltegis, yalitul ALrsitektulr SPBE, Petal Rencalnal SPBE, 

Malnaljemen Daltal, daln Pembalngulnaln ALplikalsi SPBE. Pencalpalialn ini 

menulnjulkkaln balhwal Pemerintalh Kotal Pallembalng memiliki fonda lsi 

perencalnalaln daln regullalsi yalng salngalt kulalt, yalng dibalnguln melalluli siklu ls 

perbalikaln berkelalnjultaln (penetalpaln kebijalkaln, reviul, daln tindalk lalnjult) yalng 

terdokulmentalsi dengaln balik. 

2. Kesenjalngaln alntalral Kebija lkaln daln Implementalsi 

Ditemulkaln sulaltul kecenderulngaln berullalng di malnal tingkalt kemaltalnga ln 

kebijalkaln yalng telalh mencalpali level terdefinisi hinggal terpaldul (Level 3 altalu l 

4), belulm terimplementalsi secalral konsisten dallalm pralktik taltal kelolal, yalng 

malsih beraldal paldal talhalpaln terkelolal (Level 2). Seperti paldal kebija lka ln 

lalyalnaln pulsalt daltal (Indikaltor 5, Level 3) daln kebijalkaln lalyalnaln jalringaln intra l 

(Indikaltor 6, Level 3) yalng telalh terdefinisi, nalmuln implementalsi pralktisnya l 

(Indikaltor 16-16 daln Indikaltor-17) malsih beraldal paldal talhalp yalng lebih 

rendalh kalrenal tidalk aldalnyal bulkti operalsionall yalng terdokulmentalsi da ln 

terulkulr. Kondisi ini mengindikalsikaln terjaldinyal kesenjalngaln alntalra l 

pernyaltalaln formall dallalm dokulmen kebija lkaln dengaln implementalsi alktulall di 

tingkalt operalsionall. 

3. Kekulaltaln Koordinalsi daln Kolalboralsi 

Seballiknyal, terdalpalt kekulaltaln besalr paldal alspek penyelenggalral SPBE, yalitu l 

Pelalksalnalaln Tim Koordinalsi (Indikaltor 19) daln Kolalboralsi Peneralpaln SPBE 

(Indikaltor 20), yalng kedulalnya l mencalpali Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr. Ini 

menulnjulkkaln balhwal mekalnisme koordinalsi internall daln eksternall tela lh 
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berfulngsi secalral efektif dallalm mengalralhkaln daln mengevallulalsi peneralpa ln 

SPBE. 

4. Polal Sentrallisalsi  

Sebalgialn besalr talnggulng jalwalb kebijalkaln daln implementalsi SPBE secalra l 

internall terpulsalt paldal Dinals Komulnikalsi daln Informaltikal. Polal ini memiliki 

keulntulngaln dallalm memalstikaln konsistensi daln stalndalrisalsi, nalmuln julga l 

dalpalt menimbullkaln risiko, seperti halmbaltaln dallalm kelincalhaln inovalsi di 

peralngkalt daleralh lalinnyal jikal tidalk dikelolal dengaln balik. 

b. Identifikalsi Kesenjalngaln Kritis: 

1. Kesenjalngaln Keterpaldulaln ALnggalraln 

Ini aldallalh sallalh saltul kesenjalngaln palling kritis yalng ditemulkaln. Meskipuln 

dokulmen perencalnalaln straltegis (Indikaltor 11 daln Indikaltor 12) tela lh 

mencalpali level optimall, tidalk ditemulkaln bulkti dulkulng yalng jelals mengena li 

keterpaldulaln formall alntalral rencalnal SPBE daln proses pengalnggalraln talhulnaln. 

Hall ini menciptalkaln risiko besalr di malnal visi daln rencalnal straltegis SPBE 

mulngkin tidalk memiliki dulkulngaln finalnsiall yalng konsisten, sehingga l 

implementalsinya l menjaldi terhalmbalt. 

2. Kesenjalngaln Sikluls Perbalikaln Berkelalnjultaln  

Meskipuln balnyalk indikaltor telalh mencalpali Level 4 (yalitul, proses tela lh 

direviul daln dievallulalsi), halnyal sebalgialn kecil yalng mencalpali Level 5 (yalitul, 

halsil reviul telalh ditindalklalnjulti dengaln perbalikaln). Ini menalndalkaln balhwa l 

proses evallulalsi belulm sepenulhnyal terintegralsi sebalgali pendorong perbalika ln 

yalng optimall, melalinkaln mulngkin halnyal menjaldi sebulalh kegialtaln 

aldministralsi. 

3. Kesenjalngaln Bulkti Inovalsi Proses Bisnis: Indikaltor Inovalsi Proses Bisnis 

(Indikaltor 14) memiliki tingkalt kemaltalngaln yalng salngalt rendalh. Hall ini 

menulnjulkkaln balhwal meskipuln aldal fokuls paldal perbalikaln sistem secalra l 

ulmulm, dokulmentalsi formall mengenali perbalikaln daln inovalsi paldal proses 

bisnis itul sendiri malsih salngalt minimall. 
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  Analisis ini menyajikan evaluasi komprehensif terhadap tingkat 

kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota 

Palembang, dengan fokus khusus pada Domain Kebijakan Internal dan Domain 

Tata Kelola. Berdasarkan penilaian menggunakan metode Capability Maturity 

Model (CMM), ditemukan bahwa Pemerintah Kota Palembang memiliki fondasi 

kebijakan yang sangat kuat (Level 5 - Optimum) pada aspek strategis utama seperti 

Arsitektur, Peta Rencana, dan Manajemen Data. Namun, terdapat kesenjangan 

signifikan (gap) antara kematangan kebijakan dengan implementasi operasional di 

lapangan, khususnya pada aspek infrastruktur teknologi informasi dan inovasi 

proses bisnis yang masih berada pada Level 2 (Terkelola). Fenomena "Maturity 

Asymmetry" ini menunjukkan bahwa regulasi telah tersedia namun eksekusi teknis 

dan pemanfaatan sistem belum optimal. Analisis ini mengidentifikasi area prioritas 

perbaikan untuk mencapai target kematangan ideal (Level 5) secara menyeluruh. 

a. Analisis Kesenjangan Domain Kebijakan Internal SPBE 

Domain ini menilai kematangan regulasi dan kebijakan internal yang menjadi 

landasan pelaksanaan SPBE. 

Tabel 4.15 Gap Domain Kebijakan Internal SPBE 

No Indikator Kebijakan 

 

Level 
Aktual 

Target Gap Status Prioritas 

1 Kebijakan Internal 
Arsitektur SPBE 

5 5 0 Tercapai Rendah 

2 Kebijakan Internal Peta 
Rencana SPBE 

5 5 0 Tercapai Rendah 

3 Kebijakan Internal 
Manajemen Data 

5 5 0 Tercapai Rendah 

4 Kebijakan Internal 
Pembangunan Aplikasi 
SPBE 

5 5 0 Tercapai Rendah 

5 Kebijakan Internal 
Layanan Pusat Data 

3 5 -2 Perlu 
Peningkatan 

Sedang 

6 Kebijakan Internal 
Layanan Jaringan Intra 

3 5 -2 Perlu 
Peningkatan 

Sedang 
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7 Kebijakan Internal 
Penggunaan Sistem 
Penghubung Layanan 

4 5 -1 Mendekati 
Target 

Rendah 

8 Kebijakan Internal 
Manajemen Keamanan 
Informasi 

3 5 -2 Perlu 
Peningkatan 

Tinggi 

9 Kebijakan Internal Audit 
TIK 

4 5 -1 Mendekati 
Target 

Rendah 

10 Kebijakan Internal Tim 
Koordinasi SPBE 

4 5 -1 Mendekati 
Target 

Rendah 

 

Analisis kesenjangan domain kebijakan internal SPBE: 

1) Kebijakan Internal Arsitektur SPBE (Level 5) 

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE mencapai level tertinggi karena 

memenuhi seluruh kriteria Capability Maturity Model. Pemerintah Kota 

Palembang memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2023 yang 

mengatur 6 domain arsitektur SPBE secara komprehensif. Kebijakan ini 

telah melalui proses evaluasi formal yang dibuktikan dengan Laporan Hasil 

Evaluasi Domain Kebijakan SPBE Tahun 2023, hasil evaluasi tersebut 

ditindaklanjuti dengan penetapan kebijakan baru melalui Keputusan Wali 

Kota Palembang Nomor 348/KPTS/Diskominfo/2023. Proses dimulai 

dengan penetapan regulasi dasar (Level 1-2), kemudian diperluas 

cakupannya ke seluruh perangkat daerah (Level 3), dilakukan evaluasi 

berkala (Level 4), dan akhirnya hasil evaluasi diimplementasikan menjadi 

perbaikan kebijakan (Level 5). Siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) telah 

berjalan sempurna. 

2) Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE (Level 5) 

Kebijakan peta rencana selaras dengan arsitektur SPBE nasional, telah 

direviu secara berkala, dan diperbarui melalui Surat Keputusan Wali Kota 

Nomor 255/2024 yang menggantikan SK lama (No. 346/2023). Pembaruan 

ini menunjukkan adanya continuous improvement berdasarkan hasil 

evaluasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang telah 
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melakukan evaluasi tahunan terhadap pencapaian program dalam peta 

rencana, mengidentifikasi program yang perlu disesuaikan, dan 

menerbitkan kebijakan pembaruan.  

3) Kebijakan Internal Manajemen Data (Level 5) 

Kebijakan Internal Manajemen Data memiliki landasan kuat berupa Perwali 

Kota Palembang No. 29/2020 dan Perwali Kota Palembang No. 25/2023 

yang mengatur manajemen data secara menyeluruh. Kebijakan telah 

dievaluasi dan menghasilkan pedoman teknis turunan yang lebih 

operasional, menunjukkan kemampuan organisasi untuk menerjemahkan 

kebijakan strategis menjadi prosedur teknis. 

4) Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE (Level 5) 

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE mengatur seluruh siklus 

pembangunan aplikasi dan mewajibkan konsultasi ke Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Palembang sebelum pengembangan. Kebijakan 

Internal Pembangunan Aplikasi SPBE telah direviu dan menghasilkan 

standar teknis prosedur baru yang lebih detail, memastikan kualitas dan 

interoperabilitas aplikasi. 

5) Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan (Level 4) 

Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan telah 

mengatur interkoneksi antar instansi dan telah melalui proses reviu dalam 

Laporan Hasil Evaluasi Domain Kebijakan 2023. Namun, belum ada 

tindaklanjut hasil reviu dengan membuat kebijakan turunan atau perbaikan 

operasional. Gap ke Level 5 yaitu dengan  menerbitkan pedoman teknis atau 

SOP baru sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk mencapai level 

optimum. 

6) Kebijakan Internal Audit TIK (Level 4) 

Kebijakan audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan telah ditetapkan 

secara formal dan direviu. Namun, rekomendasi hasil audit belum 

sepenuhnya ditransformasi menjadi kebijakan perbaikan sistematis. 

7) Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE (Level 4) 
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Tim koordinasi SPPBE diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 

2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di 

Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan telah melalui proses reviu. 

Namun, efektivitas koordinasi belum ditingkatkan melalui pembaruan 

kebijakan berbasis pembelajaran dari pelaksanaan di lapangan. 

8) Kebijakan Internal Layanan Pusat Data (Level 3) 

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data tersedia melalui Surat Edaran 

Walikota Nomor 44.B/SE/Diskominfo/2019 tentang Pengelolaan Server di 

Lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang mencakup seluruh perangkat 

daerah, kebijakan ini belum direviu atau dievaluasi secara berkala. 

Kebijakan berjalan "statis" tanpa ada mekanisme perbaikan berkelanjutan. 

Belum ada jadwal formal evaluasi kebijakan pusat data, minimnya feedback 

dari pengguna layanan, dan kurangnya kesadaran pentingnya evaluasi 

berkala untuk meningkatkan kualitas layanan. 

9) Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra (Level 3) 

Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra diatur dalam Perwali No. 

25/2023 Pasal 15 untuk seluruh perangkat daerah, namun siklus 

reviu/evaluasi belum terdokumentasi. Kebijakan ada tetapi tidak ada proses 

validasi efektivitasnya di lapangan. 

10) Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi (Level 3) 

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi terdapat pada Perwali 

No. 27/2023 mencakup seluruh aspek keamanan informasi secara 

komprehensif, namun bukti reviu periodik belum tersedia. Ini sangat kritis 

mengingat ancaman keamanan siber terus berkembang dan memerlukan 

pembaruan kebijakan yang responsive. Belum adanya evaluasi berkala pada 

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi. 

 

b. Analisis Kesenjangan Domain Tata Kelola SPBE 

Domain ini menilai efektivitas implementasi, manajemen, dan operasionalisasi 

SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. 
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Tabel 4.16 Gap Aspek Perencanaan Strategis Domain Tata Kelola SPBE 

No Indikator Tata 

Kelola 

 

Level 

Aktual 

Target Gap Status Prioritas 

11 Arsitektur SPBE 

Instansi Pusat/ 

Pemerintah Daerah 

5 5 0 Tercapai Rendah 

12 Peta Rencana SPBE 

Instansi 

Pusat/Pemerintah 

Daerah 

5 5 0 Tercapai Rendah 

13 Keterpaduan 

Rencana dan 

Anggaran 

SPBE 

3 5 -2 Perlu 

Peningkatan 

Tinggi 

14 Inovasi Proses 

Bisnis SPBE 

2 5 -3 Gap Besar Tinggi 

 

Tabel 4.17 Gap Aspek TIK Domain Tata Kelola SPBE 

 

No Indikator Tata 

Kelola 

 

Level 

Aktual 
Target Gap Status Prioritas 

15 Pembangunan 

Aplikasi SPBE 

4 5 -1 Mendekati 

Target 

Rendah 

16 Layanan Pusat Data 2 5 -3 Gap Besar Tinggi 

17 Layanan Jaringan 

Intra Instansi 

Pusat/Pemerintah 

Daerah 

2 5 -3 Gap Besar Tinggi 

18 Penggunaan Sistem 

Penghubung 

Layanan 

2 5 -3 Gap Besar Tinggi 
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Tabel 4.18 Gap Aspek Penyelenggara SPBE Domain Tata Kelola SPBE 

No Indikator Tata 
Kelola 

Level 

Aktual 

Target Gap Status Prioritas 

19 Pelaksanaan Tim 
Koordinasi SPBE 

4 5 -1 Mendekati 

Target 

Rendah 

20 Kolaborasi 
Penerapan SPBE 

4 5 -1 Mendekati 

Target 

Rendah 

 

Analisis kesenjangan Domain Tata Kelola berdasarkan tabel 4.15 sampai 

tabel 4.17  yaitu:  

1) Arsitektur SPBE (Level 5) 

Arsitektur SPBE telah memiliki dokumen formal yang sudah selaras dengan 

arsitektur SPBE nasional, telah diintegrasikan ke dalam sistem informasi 

arsitektur SPBE nasional, dan telah dimutakhirkan berdasarkan hasil reviu. 

Proses dokumentasi dan pembaruan sudah menjadi budaya kerja. 

2) Peta Rencana SPBE (Level 5) 

Dokumen Peta Rencana SPBE sudah memuat program lengkap (27 aplikasi 

prioritas), selaras dengan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), telah 

direviu, dan diperbarui melalui SK No. 255/2024. Dokumen ini menjadi 

rujukan utama semua perangkat daerah dalam merencanakan kegiatan TIK. 

3) Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE (Level 3) 

Berdasarkan bukti dukung RKA tahun 2022 sampai 2024, anggaran 

memang dialokasikan untuk program SPBE namun belum ada bukti formal 

bahwa keterpaduan antara rencana strategis dan alokasi anggaran direviu 

dan dievaluasi secara sistematis. Terdapat risiko bahwa anggaran 

dialokasikan tidak berdasarkan prioritas strategis yang telah ditetapkan 

dalam peta rencana. Bisa terjadi inefisiensi anggaran, program prioritas 

tidak terdanai memadai, atau anggaran dialokasikan untuk program yang 

tidak strategis. 
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4) Inovasi Proses Bisnis SPBE (Level 2)  

Meskipun inovasi proses bisnis dikelola oleh Bagian Organisasi, 

pelaksanaannya bersifat ad-hoc dan tidak terdokumentasi secara formal. 

Yang lebih krusial, belum ada bukti bahwa inovasi proses bisnis diterapkan 

secara menyeluruh ke dalam sistem elektronik. Banyak proses masih 

manual atau semi-otomatis. 

5) Pembangunan Aplikasi SPBE (Level 4) 

Pembangunan Aplikasi SPBE dilaksanakan secara terpadu di bawah kendali 

Diskominfo. Namun, hasil reviu belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan 

perbaikan signifikan seperti peningkatan fitur keamanan atau integrasi antar 

aplikasi. 

6) Layanan Pusat Data (Level 2)  

Layanan tersedia secara operasional namun implementasi belum 

menyeluruh di semua unit kerja. Banyak perangkat daerah masih 

menggunakan hosting eksternal (pihak ketiga) atau server lokal masing-

masing, tidak terpusat di data center pemerintah. Data pemerintah tersebar, 

sulit dikelola, keamanan data tidak terjamin, biaya operasional tinggi, dan 

sulit untuk integrasi data. Penyebabnya dikarenakan kapasitas data center 

terbatas, SDM teknis kurang, resistensi dari perangkat daerah yang sudah 

nyaman dengan sistem lama, dan kurangnya enforcement kebijakan 

sentralisasi data. 

7) Layanan Jaringan Intra Instansi (Level 2)  

Jaringan memang diterapkan di sebagian unit seperti 107, namun belum 

mencakup seluruh perangkat daerah secara terukur. Masih banyak kantor 

OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tidak terhubung ke jaringan intra 

pemerintah atau masih menggunakan koneksi internet komersial terpisah.  

8) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) (Level 2)  

SPLP seharusnya menjadi "gateway" untuk integrasi layanan antar instansi 

pemerintah, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.  
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9) Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE (Level 4) 

Tim aktif melaksanakan program kerja dengan bukti konkret berupa 

undangan rapat, notulensi rapat koordinasi tahun 2025, dan telah direviu 

dalam Laporan Hasil Evaluasi 2024. Namun, efektivitas tindak lanjut 

rekomendasi rapat belum optimal. 

10) Kolaborasi Penerapan SPBE (Level 4) 

Adanya Forum Kolaborasi yang ditetapkan melalui SK No. 188/2024 dan 

kerjasama dengan pihak eksternal seperti Palcomtech (institusi pendidikan) 

untuk pengembangan SDM. Kolaborasi telah melalui proses reviu, namun 

jejaring kolaborasi belum diperluas ke sektor swasta. 

 

Terdapat ketimpangan kematangan (Maturity Asymmetry) antara Kebijakan 

Internal Layanan Jaringan Intra yang berada pada level 3 dengan implementasi 

Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang berada pada level 

2. Kebijakan sudah terdefinisi, namun pelaksanaan belum konsisten di seluruh 

unit kerja. Gap Inovasi Proses Bisnis merupakan area terlemah dengan gap 

terbesar (-3). Belum ada bukti formal yang kuat mengenai perbaikan proses 

bisnis yang terintegrasi ke dalam sistem elektronik sehingga indikator Inovasi 

Proses Bisnis SPBE mendapatkan tingkat kematangan level 2 . Terdapat Gap 

Keterpaduan Anggaran disebabkan meskipun perencanaan strategis (Arsitektur 

& Peta Rencana) sudah optimal pada Level 5, keterpaduan anggaran masih 

tertinggal pada level, menunjukkan risiko ketidakselarasan antara rencana 

strategis dengan dukungan anggaran. 

 

4.9 Rekomendalsi Straltegis Tingkalt Kemaltalngaln SPBE Pemerintalh Kotal 

Pallembalng 

4.9.1 Rekomendalsi Straltegis Tingkalt Kemaltalngaln SPBE Pemerintalh Kotal 

Pallembalng Menggulnalkaln Tools https://gemini.google.com/ 

  Berdalsalrkaln halsil alnallisis tingkalt kemaltalngaln sebelulmnyal, berikult aldallalh 

rekomendalsi terperinci ulntulk setialp indikaltor algalr Pemerintalh Kotal Pallembalng 

dalpalt mencalpali level optimulm (Level 5) paldal Domalin Kebija lkaln daln Domalin Taltal 

 

https://gemini.google.com/
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Kelolal. Rekomendalsi ini mencalkulp lalngkalh-lalngkalh spesifik daln dokulmen 

pendulkulng yalng diperlulkaln ulntulk setialp indikaltor. 

a. Rekomendalsi ulntulk Domalin Kebijalkaln SPBE 

Indikaltor paldal domalin ini yalng telalh mencalpali Level 5 (Indikaltor 1, Indikaltor 

2, Indikaltor 3, Indikaltor 4) halruls dipertalhalnkaln dengaln teruls melalkulkaln siklu ls 

perbalikaln berkelalnjultaln. Sementalral itul, indikaltor yalng malsih di balwalh Level 5 

memerlulkaln lalngkalh-lalngkalh straltegis ulntulk ditingkaltkaln. 

Indikaltor 1: Kebijalkaln Internall ALrsitektulr SPBE 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 5 - Optimulm. 

2) Rekomendalsi: Sikluls perbalikaln berkelalnjultaln yalng telalh terimplementalsi 

perlul dipertalhalnkaln. Reviul kebijalkaln ALrsitektulr SPBE halruls teruls dilalkulka ln 

secalral berkallal. Hall ini bertuljulaln ulntulk memalstikaln setialp halsil evallula lsi 

ditindalklalnjulti dengaln penetalpaln kebijalkaln tulrulnaln altalul pembalrulaln yalng 

relevaln. 

Indikaltor 2: Kebijalkaln Internall Petal Rencalnal SPBE 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 5 - Optimulm. 

2) Rekomendalsi: Melalkulkaln implementalsi sikluls berkelalnjultaln yalng mencalku lp 

talhalpaln perencalnalaln, evallulalsi, daln pemultalkhiraln dokulmen Petal Rencalna l 

Sistem Pemerintalhaln Berbalsis Elektronik (SPBE) secalral konsisten da ln 

terstrulktulr. Dallalm proses tersebult, diperlulkaln ulpalyal ulntulk memalstika ln 

balhwal setialp talhalpaln pemultalkhiraln yalng dilalksalnalkaln tetalp 

mempertalhalnkaln keselalralsaln dengaln Petal Rencalnal SPBE Nalsionall sertal 

responsif terhaldalp kebultulhaln daln kalralkteristik spesifik Pemerintalh Kotal 

Pallembalng. 

Indikaltor 3: Kebijalkaln Internall Malnaljemen Daltal 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 5 - Optimulm. 

2) Rekomendalsi: Mengimplementalsikaln pendekaltaln evallulaltif yalng konsisten 

terhaldalp kebija lkaln malnaljemen daltal melalluli mekalnisme reviul berkallal da ln 

tindalkaln korektif yalng tepalt salsalraln. Straltegi ini menulntult aldalnya l kontinulita ls 

dallalm proses diseminalsi daln alplikalsi pedomaln teknis tulrulnaln secalral efektif 

 



107 
 

 
 

di semulal level orgalnisalsi peralngkalt daleralh ulntulk mencalpali stalndalrisa lsi 

pralktik malnaljemen daltal yalng optimall 

Indikaltor 4: Kebijalkaln Internall Pembalngulnaln ALplikalsi SPBE 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 5 - Optimulm. 

2) Rekomendalsi: Melalkulkaln alkseleralsi terhaldalp sikluls evallulalsi berkelalnjulta ln 

daln implementalsi tindalk lalnjult yalng berorientalsi paldal pengembalngaln stalndalr 

teknis yalng inovaltif. Dallalm konteks ini, diperlulkaln pengulaltaln fulngsi da ln 

kalpalsitals Dinals Komulnikalsi daln Informaltikal sebalgali entitals pengendalli 

dallalm proses pembalngulnaln alplikalsi, gulnal memalstikaln tercalpalinya l 

konsistensi metodologis daln stalndalrdisalsi teknis yalng komprehensif. 

Indikaltor 5 : Kebijalkaln Internall Lalyalnaln Pulsalt Daltal 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 3 - Terdefinisi. 

2) Rekomendalsi Menuljul Level 4: 

Straltegi: Melalksalnalkaln evallulalsi sistemaltis terhaldalp kebijalkaln penggulnala ln 

lalyalnaln pulsalt daltal melalluli sikluls reviul periodik dengaln intervall malksima ll 

dulal talhuln. Dokulmentalsi evallulalsi halruls mencalkulp identifikalsi isul straltegis, 

alnallisis permalsallalhaln implementalsi, sertal formullalsi rekomendalsi perbalika ln 

yalng terulkulr 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Lalporaln halsil reviul/evallulalsi kebija lkaln lalyalna ln 

pulsalt daltal yalng malsih berlalkul (<2 talhuln) daln notullensi ralpalt terkalit. 

3) Rekomendalsi Menuljul Level 5: 

Straltegi: Setelalh melalkulkaln reviul, tindalk lalnjult dilalkulkaln denga ln 

menetalpkaln kebijalkaln balrul altalul kebijalkaln tulrulnaln berulpal Sulralt Kepultulsaln, 

Sulralt Edalraln, altalul Stalndalr Operalsionall Prosedulr (SOP) ulntulk 

mengoptimallkaln pelalksalnalaln lalya lnaln pulsalt daltal. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Kebijalkaln tulrulnaln (SK, SE, SOP) yalng memulalt 

sulbstalnsi perbalikaln dalri halsil reviul. 

Indikaltor 6: Kebijalkaln Internall Lalyalnaln Jalringaln Intral 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 3 - Terdefinisi. 

2) Rekomendalsi Menuljul Level 4: 
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Straltegi: Melalksalnalkaln reviul daln evallulalsi periodik terhaldalp kebijalka ln 

lalyalnaln jalringaln intral. Melalkulkaln dokulmentalsi lalporaln halsil reviul yalng 

berisi isul, permalsalla lhaln, daln rekomendalsi perbalikaln. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Lalporaln halsil reviul/evallulalsi kebija lkaln lalyalna ln 

jalringaln intral yalng malsih berlalkul (<2 talhuln) daln notullensi ralpalt tim 

koordinalsi. 

3) Rekomendalsi Menuljul Level 5: 

Straltegi: Berdalsalrkaln halsil reviul, perlul ditetalpkaln kebijalkaln balrul altalu l 

pedomaln teknis dallalm bentulk Sulralt Kepultulsaln (SK), Sulralt Edalraln (SE), 

malulpuln Stalndalr Operalsionall Prosedulr (SOP) yalng berfulngsi ulntulk 

menyempulrnalkaln sertal mengoptimallkaln penyelenggalralaln lalyalnaln jalringa ln 

intral.  

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Kebijalkaln tulrulnaln (SK, SE, SOP) yalng memulalt 

perbalikaln dalri halsil reviul. 

Indikaltor 7: Kebijalkaln Internall Penggulnalaln Sistem Penghulbulng Lalyalnaln 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr. 

2) Rekomendalsi Menuljul Level 5: 

Straltegi: Sikluls perbalikaln perlul ditingkaltkaln berdalsalrkaln halsil reviul yalng 

telalh dilalkulkaln, dengaln memalstikaln setialp rekomendalsi ya lng tercalntu lm 

dallalm Lalporaln Evallulalsi Evallulalsi Domalin Kebijalkaln SPBE Talhuln 2023 

ditindalklalnjulti secalral nyaltal melalluli penetalpaln pedomaln teknis altalul Stalndalr 

Operalsionall Prosedulr (SOP) balrul gulnal mengoptimallkaln interkoneksi 

lalyalnaln. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Kebijalkaln balrul altalul tulrulnaln (SK, SE, SOP) 

yalng menjaldi bulkti tindalk lalnjult dalri halsil reviul, yalng ditetalpka ln 

setidalknyal saltul talhuln setelalh reviul dilalkulkaln. 

Indikaltor 8: Kebijalkaln Internall Malnaljemen Kealmalnaln Informalsi 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 3 - Terdefinisi. 

2) Rekomendalsi Menuljul Level 4: 

Straltegi: Peraltulraln Walli Kotal Nomor 27 Talhuln 2023 waljib dilalkulkaln reviu l 

daln evallulalsi secalral periodik. Halsil reviul tersebult halruls ditulalngkaln dalla lm 
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dokulmen resmi yalng memulalt identifikalsi isul straltegis, permalsallalhaln falktulall, 

sertal rekomendalsi perbalikaln yalng dalpalt dijaldikaln dalsalr dallalm penetalpa ln 

kebijalkaln lalnjultaln. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Lalporaln halsil reviul/evallulalsi kebijalka ln 

malnaljemen kealmalnaln informalsi yalng malsih berlalkul (<2 talhuln) daln notullensi 

ralpalt tim koordinalsi kealma lnaln informalsi. 

3) Rekomendalsi Menuljul Level 5: 

Straltegi: Halsil reviul perlul ditindalklalnjulti melalluli penetalpaln kebija lka ln 

tulrulnaln altalul palndulaln operalsionall, seperti Sulralt Kepultulsaln (SK), Sulralt 

Edalraln (SE), malulpuln Stalndalr Operalsionall Prosedulr (SOP), yalng berfulngsi 

ulntulk menyempulrnalkaln implementalsi malnaljemen kealmalna ln 

informalsi.Dokulmen yalng Diperlulkaln: Kebijalkaln tulrulnaln (SK, SE, SOP) 

yalng memulalt perbalikaln daln ditetalpkaln setelalh reviul. 

Indikaltor 9: Kebijalkaln Internall ALuldit TIK 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr. 

2) Rekomendalsi Menuljul Level 5: 

Straltegi: Halsil reviul yalng telalh dilalkulkaln perlul ditindalklalnjulti secalral konkret 

daln terdokulmentalsi melalluli penetalpaln kebijalkaln balrul, Stalndalr Operalsiona ll 

Prosedulr (SOP), altalul pedomaln teknis yalng berorientalsi paldal penyempulrnala ln 

proses aluldit TIK, dengaln memperlulals rulalng lingkulp aluldit altalul mengaldopsi 

metodologi yalng lebih rinci.  

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Kebijalkaln balrul altalul tulrulnaln (SK, SE, SOP) 

sebalgali bulkti tindalk lalnjult dalri lalporaln reviul. 

Indikaltor 10: Kebijalkaln Internall Tim Koordinalsi SPBE 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr. 

2) Rekomendalsi Menuljul Level 5: 

Straltegi: Oultpult dalri evallulalsi kebija lkaln tim koordinalsi perlu l 

ditralnsformalsikaln secalral sistemaltis ke dallalm bentulk perbalikaln yalng dalpalt 

diimplementalsikaln daln diulkulr tingkalt implementalsinyal melalluli pembalrula ln 

Sulralt Kepultulsaln (SK) Tim Koordinalsi SPBE yalng memulalt penulgalsaln lebih 

spesifik sertal mekalnisme koordinalsi yalng lebih efektif daln efisien. 
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Dokulmen yalng Diperlulkaln: Kebijalkaln balrul altalul tulrulnaln (SK, SE, SOP) yalng 

berisi penyempulrnalaln tulgals/fulngsi tim koordinalsi sebalgali tindalk lalnjult dalri 

halsil reviul. 

b. Rekomendalsi ulntulk Domalin Taltal Kelolal SPBE 

Indikaltor paldal domalin ini menulnjulkkaln kesenjalngaln alntalral kebija lkaln yalng 

suldalh maltalng dengaln implementalsi yalng belulm terulkulr. Rekomendalsi berikult 

berfokuls paldal pengulaltaln implementalsi daln dokulmentalsi. 

Indikaltor 11: ALrsitektulr SPBE Instalnsi Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 5 - Optimulm. 

2) Rekomendalsi: Melalkulkaln pembalhalrulaln secalral berkelalnjultaln terhaldalp 

dokulmen ALrsitektulr SPBE sebalgali implementalsi dalri temulaln halsil reviul da ln 

evallulalsi yalng telalh dilalksalnalkaln. Setialp pembalrulaln dokulmen halru ls 

dipalstikaln tetalp selalrals dengaln keralngkal ALrsitektulr SPBE Nalsionall. 

Indikaltor 12: Petal Rencalnal SPBE Instalnsi Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 5 - Optimulm. 

2) Rekomendalsi: Mela lnjultkaln perbalikaln dokulmen Petal Rencalnal SPBE yalng 

telalh diimplementalsikaln secalral berkelalnjultaln. Setialp proses perbalikaln halru ls 

didalsalrkaln paldal reviul yalng menyelulrulh daln menghalsilkaln perbalikaln yalng 

dalpalt diulkulr secalral objektif. 

Indikaltor 13: Keterpaldulaln Rencalnal daln ALnggalraln SPBE 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 3 - Terdefinisi. 

2) Rekomendalsi Menuljul Level 4: 

Straltegi: Menyulsuln mekalnisme formall ya lng berfulngsi ulntulk mema lstika ln 

balhwal keselulrulhaln Rencalnal daln ALnggalraln SPBE dalri setialp peralngkalt 

daleralh telalh dikonsulltalsikaln secalral efektif, terintegralsi dengaln balik, da ln 

dikontrol oleh ulnit pengelolal alnggalraln. Kegialtaln reviul daln evallulalsi terhalda lp 

tingkalt integralsi ini perlul dijalla lnkaln secalral berkelalnjultaln. 

Dokulmen yalng diperlulkaln: SOP terkalit proses penyulsulnaln alnggalraln SPBE 

terpaldul, notullensi/caltaltaln ralpalt koordinalsi alnggalraln yalng melibaltkaln ulnit 

perencalnalaln, keulalngaln, daln Diskominfo, sertal lalporaln reviul/evallulalsi 

keterpaldulaln rencalnal daln alnggalraln. 
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3) Rekomendalsi Menuljul Level 5: 

Straltegi: Melalkulkaln tindalkla lnjult halsil reviul daln evallulalsi keterpaldula ln 

alnggalraln dengaln revisi alnggalraln paldal talhuln berikultnyal. Melalkulkaln 

dokulmentalsi proses revisi alnggalraln sebalgali bulkti perbalikaln berkelalnjultaln. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmen RKAL yalng telalh direvisi daln notullensi 

ralpalt pembalhalsaln revisi alnggalraln. 

Indikaltor 14: Inovalsi Proses Bisnis SPBE 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 2 - Terkelolal. 

2) Rekomendalsi Menuljul Level 3: 

Straltegi: Melalkulkaln perbalikaln paldal proses bisnis yalng suldalh aldal daln 

mengimplementalsikaln perbalikaln tersebult. Melalkulkaln dokulmentalsi 

perbalikaln proses bisnis secalral formall yalng menulnjulkkaln proses als-is daln to-

be. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmen model Petal Proses Bisnis yalng tela lh 

diperbaliki. 

3) Rekomendalsi Menuljul Level 4: 

Straltegi: Mengimplementalsikaln perbalikaln proses bisnis yalng tela lh 

didokulmentalsikaln ke dallalm sistem elektronik. Melalkulkaln reviul daln evallula lsi 

secalral periodik terhaldalp perbalikaln yalng telalh diteralpkaln. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmentalsi pengembalngaln model inovalsi yalng 

diteralpkaln melalluli sistem elektronik, als-is daln to-be, sertal lalpora ln 

reviul/evallulalsi inovalsi. 

4) Rekomendalsi Menuljul Level 5: 

Straltegi: Melalkulkaln tindalklalnjult halsil reviul daln evallulalsi dengaln melalkulkaln 

perbalikaln berkelalnjultaln paldal inovalsi yalng telalh diteralpkaln. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmentalsi perulbalhaln altalul penyempulrnala ln 

inovalsi yalng telalh ditetalpkaln. 

Indikaltor 15: Pembalngulnaln ALplikalsi SPBE 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr. 

2) Rekomendalsi Menuljul Level 5: 
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Lalngkalh: Melalkulkaln tindalklalnjult halsil reviul daln evallulalsi yalng suldalh alda l  

ulntulk mengoptimallkaln proses pengembalngaln alplikalsi dengaln menetalpka ln 

pedomaln balrul ulntulk peningkaltaln fitulr altalul kealmalnaln alplikalsi. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmentalsi halsil evallulalsi daln rekomenda lsi 

tindalk lalnjult, sertal dokulmen yalng memulalt penyempulrnalaln proses 

pembalngulnaln alplikalsi. 

Indikaltor 16: Lalyalnaln Pulsalt Daltal 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 2 - Terkelolal. 

2) Rekomendalsi Menuljul Level 3: 

Straltegi: Mengimplementalsikaln lalyalnaln pulsalt daltal secalral operalsionall ulntulk 

selulrulh peralngkalt daleralh di Pemerintalh Kotal Pallembalng. Menyulsuln 

prosedulr pengoperalsialn balkul yalng terdokulmentalsi (SOP, SLAL) daln bulkti 

pemalnfalaltaln yalng terulkulr. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmentalsi operalsionall daln pemalnfalalta ln 

lalyalnaln pulsalt daltal di selulrulh peralngkalt daleralh Pemerintalh Kotal Pallembalng, 

sertal SOP altalul SLAL. 

3) Rekomendalsi Menuljul Level 4: 

Straltegi: Melalkulkaln pengembalngaln interkoneksi lalyalnaln pulsalt daltal dengaln 

Pulsalt Daltal Nalsionall. Melalkulkaln reviul daln evallulalsi secalral periodik terhalda lp 

penggulnalaln lalyalnaln ini. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmentalsi interkoneksi dengaln Pulsalt Daltal 

Nalsionall daln lalporaln reviul/evallulalsi lalyalnaln pulsalt daltal. 

4) Rekomendalsi Menuljul Level 5: 

Straltegi: Melalkulkaln tindalkla lnjult halsil reviul dengaln melalkulkaln perbalika ln 

altalul peningkaltaln lalyalnaln pulsalt daltal. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Lalporaln halsil evallulalsi daln rekomendalsi tinda lk 

lalnjult, sertal dokulmen yalng memulalt penyempulrnalaln lalyalnaln. 

Indikaltor 17: Lalyalnaln Jalringaln Intral Instalnsi Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 2 - Terkelolal. 

2) Rekomendalsi Menuljul Level 3: 
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Straltegi: Melalkulkaln dokulmentalsi operalsionall daln pemalnfalaltaln yalng terulkulr 

ulntulk memalstikaln lalyalnaln jalringaln intral telalh diteralpkaln secalral menyelulru lh 

di selulrulh peralngkalt daleralh Pemerintalh Kotal Pallembalng. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmentalsi operalsionall daln pemalnfalalta ln 

lalyalnaln jalringaln intral di selulrulh peralngkalt daleralh, termalsulk SOP altalul SLAL. 

3) Rekomendalsi Menuljul Level 4: 

Straltegi: Melalkulkaln pengaltulraln interkoneksi jalringaln intral dengaln Jalringa ln 

Intral Pemerintalh lalinnya l. Melalkulkaln reviul daln evallulalsi secalral berkalla l 

terhaldalp pengoperalsialnnyal. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmentalsi interkoneksi jalringaln daln lalpora ln 

reviul/evallulalsi. 

4) Rekomendalsi Menuljul Level 5: 

Straltegi: Melalkulkaln perbalikaln berkelalnjultaln paldal lalyalnaln jalringaln intra l 

sebalgali tindalk lalnjult dalri halsil reviul daln evallulalsi. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmentalsi halsil perbalikaln dalri reviul da ln 

evallulalsi. 

Indikaltor 18: Penggulnalaln SPLP 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 2 - Terkelolal. 

2) Rekomendalsi Menuljul Level 3: 

Straltegi: Melalkulkaln peneralpaln Sistem Penghulbulng Lalyalnaln (SPLP) palda l 

selulrulh peralngkalt daleralh Pemerintalh Kotal Pallembalng yalng dibulktika ln 

dengaln dokulmentalsi pemalnfalaltaln lalyalnaln yalng menyelulrulh. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmentalsi operalsionall daln pemalnfalalta ln 

SPLP paldal selulrulh peralngkalt daleralh. 

3) Rekomendalsi Menuljul Level 4: 

Straltegi: Melalkulkaln pengintegralsialn SPLP dengaln sistem lalin alntalr 

peralngkalt daleralh altalul dengaln SPLP nalsionall. Melalkulkaln reviul daln evallula lsi 

secalral periodik terhaldalp penggulnalalnnyal. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmentalsi integralsi SPLP daln lalporaln 

reviul/evallulalsi. 

4) Rekomendalsi Menuljul Level 5: 

 



114 
 

 
 

Straltegi: Melalkulkaln perbalikaln altalul peningkaltaln kalpalbilitals SPLP sebalga li 

tindalk lalnjult dalri halsil reviul daln evallulalsi. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmentalsi halsil perbalikaln SPLP dalri reviu l 

daln evallulalsi. 

Indikaltor 19: Pelalksalnalaln Tim Koordinalsi SPBE 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr. 

2) Rekomendalsi Menuljul Level 5: 

Straltegi: Melalkulkaln perbalikaln daln peningkaltaln berkelalnjultaln terhaldalp tulgals 

daln progralm kerjal tim berdalsralkaln halsil reviul daln evallulalsi yalng suldalh aldal, 

dengaln meningkaltkaln efektivitals ralpalt koordinalsi altalul mempercepalt tinda lk 

lalnjult rekomendalsi. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Lalporaln halsil evallulalsi yalng disertali rekomendalsi 

tindalk lalnjult, sertal dokulmen perbalikaln progralm kerjal tim koordinalsi. 

Indikaltor 20: Kolalboralsi Peneralpaln SPBE 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr. 

2) Rekomendalsi Menuljul Level 5: 

Straltegi: Melalkulkaln perbalikaln berkelalnjultaln paldal pelalksalnalaln kolalboralsi 

sebalgali tindalk lalnjult dalri halsil reviul daln evallulalsi, dengaln menyempulrnalka ln 

mekalnisme kolalboralsi dengaln pihalk eksternall ulntulk meningkaltkaln dalmpa lk 

inovalsi. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Lalporaln halsil evallulalsi yalng disertali rekomendalsi 

tindalk lalnjult, sertal dokulmen perbalikaln pelalksalnalaln kolalboralsi. 

 

c. Straltegi Implementalsi Rekomendalsi Tingkalt Kemaltalngaln SPBE Pemerinta lh 

Kotal Pallembalng 

Prioritals Jalngkal Pendek (6-12 bullaln) 

Prioritals ultalmal paldal talhalp ini aldallalh memperkulalt fondalsi operalsionall da ln 

mengintegralsikaln sikluls perbalikaln berkelalnjultaln ulntulk mencalpali level optimu lm 

paldal indikaltor yalng malsih beraldal di balwalhnyal. 

Straltegi: 
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1) Menyulsuln daln Menerbitkaln Dokulmen Tindalk Lalnjult Formall: Mengaltalsi 

kesenjalngaln alntalral halsil reviul daln perbalikaln. Dokulmen ini halruls memalstika ln 

setialp rekomendalsi dalri lalporaln evallulalsi (seperti ulntulk Indikaltor 5, Indikaltor 

6, Indikaltor 8) disulsuln menjaldi kebijalkaln balrul yalng disalhkaln daln diteralpka ln 

dallalm walktul yalng jelals. 

2) Mengintegralsikaln Rencalnal SPBE dengaln Proses Pengalnggalraln: Mengaltalsi 

kesenjalngaln kritis paldal Indikaltor 13 dengaln mengintegralsikaln dokulmen Peta l 

Rencalnal SPBE secalral eksplisit ke dallalm sikluls perencalnalaln daln 

pengalnggalraln talhulnaln di selulrulh peralngkalt daleralh . 

3) Membalnguln Mekalnisme Ralpalt Koordinalsi ALnggalraln SPBE: Menetalpka ln 

ralpalt koordinalsi formall yalng dihaldiri oleh perwalkilaln dalri ulnit perencalnalaln, 

keulalngaln, daln Dinals Kominfo ulntulk menghalsilkaln dokulmen yalng 

membulktikaln keterpaldulaln alnggalraln dengaln rencalnal SPBE. 

Prioritals Jalngkal Menengalh (1-2 talhuln) 

Paldal talhalp ini, fokuls berallih ke desentrallisalsi implementalsi daln pengembalngaln 

kalpalbilitals sulmber dalyal malnulsia l (SDM) ulntulk memalstikaln taltal kelolal SPBE 

berjallaln efektif di selulrulh peralngkalt daleralh. 

Straltegi: 

1) Mengembalngkaln daln Menyebalrlulalskaln Palndulaln Teknis: Menyulsu ln 

pedomaln teknis yalng muldalh dipalhalmi, seperti Stalndalr Operalsionall Prosedulr 

(SOP) altalul Sulralt Edalraln, ulntulk memalndul setialp peralngkalt daleralh dalla lm 

mengimplementalsikaln kebijalkaln SPBE secalral malndiri. Hall ini alka ln 

mengaltalsi potensi risiko dalri sentrallisalsi peraln Dinals Kominfo Kotal 

Pallembalng. 

2) Meningkaltkaln Kalpalsitals SDM: Mengaldalkaln pelaltihaln daln sertifikalsi balgi 

SDM di setialp peralngkalt daleralh ulntulk meningkaltkaln kalpalbilitals mereka l 

dallalm melalksalnalkaln progralm SPBE yalng sela lrals dengaln kebijalkaln pulsalt. 

3) Meneralpkaln Keralngkal Pengulkulraln Kinerjal Kulalntitaltif: Mengaltalsi 

kesenjalngaln paldal Inovalsi Proses Bisnis (Indikaltor 14) dengaln meneralpka ln 

metrik kulalntitaltif, seperti pengulralngaln walktul sikluls proses altalul tingkalt 

aldopsi lalyalnaln balrul. 
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Prioritals Jalngkal Palnjalng (2-3 talhuln) 

Prioritals paldal talhalp ini aldallalh mencalpali optimallisalsi menyelulrulh da ln 

keberlalnjultaln dengaln menja ldikaln proses perbalikaln sebalgali buldalyal orgalnisalsi. 

Straltegi : 

1) Mendorong Perbalikaln Berkelalnjultaln: Memalstikaln halsil evallulalsi tidalk halnya l 

digulnalkaln ulntulk perbalikaln, tetalpi julgal ulntulk inovalsi daln penyempulrnala ln 

proses secalral teruls-meneruls. Tindalkaln perbalikaln yalng konkret halru ls 

didokulmentalsikaln secalral terperinci. 

2) Mengembalngkaln Pengulkulraln Kinerjal Berbalsis Daltal: Mengulmpullkaln dalta l 

metrik operalsionall ulntulk lalya lnaln infralstrulktulr, seperti ultilisalsi lalyalnaln pulsalt 

daltal daln ketersedialaln jalringaln, ulntulk menjaldi dalsalr kulalt balgi evallulalsi da ln 

perbalikaln berkelalnjultaln. Hall ini alkaln membalntul menultulp kesenjalngaln palda l 

implementalsi infralstrulktulr (Indikaltor 16, Indikaltor 17, Indikaltor 18). 

3) Membalnguln Ekosistem Inovalsi: Menggulnalkaln kekulaltaln Tim Koordina lsi 

SPBE (Indikaltor 19) daln Forulm Kolalboralsi (Indikaltor 20) ulntulk 

memfalsilitalsi pertulkalraln pengetalhulaln daln kolalboralsi alntalr peralngkalt dalera lh 

daln dengaln pihalk eksternall, seperti pergulrulaln tingg. Ini alkaln memalstikaln visi 

pemerintalhaln digitall yalng terpaldul daln inovaltif dalpalt tercalpali. 

 

4.9.2. Rekomendalsi Strategis Tingkat Kematangan SPBE Pemerintah Kota 

Palembang Menggulnalkaln Tools https://clalulde.ali/ 

a. Domalin Kebijalkaln SPBE (Indikaltor 1-10) 

Indikaltor 1: Kebijalkaln Internall ALrsitektulr SPBE 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 5 – Optimulm 

2) Rekomendalsi Perbalikaln: 

Pemelihalralaln Level 5: Melalksalnalkaln kontinulitals sikluls perencalnalaln, 

evallulalsi, daln pemultalkhiraln dokulmen ALrsitektulr SPBE secalral berkelalnjultaln. 

Setialp iteralsi pemultalkhiraln halruls mempertalhalnkaln keselalralsaln denga ln 

ALrsitektulr SPBE Nalsionall sertal responsif terhaldalp kebultulhaln Pemerintalh 

Kotal Pallembalng. 

 

https://claude.ai/
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Dokulmen yalng Diperlulkaln: Lalporaln evallulalsi berkallal ALrsitektulr SPBE,   

Dokulmen pemultalkhiraln ALrsitektulr SPBE yalng terverifikalsi, Berital alcalra l 

sinkronisalsi dengaln ALrsitektulr SPBE Nalsionall. 

Indikaltor 2: Kebijalkaln Internall Petal Rencalnal SPBE 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 5 – Optimulm 

2) Rekomendalsi Perbalikaln: 

Pemelihalralaln Level 5: Mempertalhalnkaln mekalnisme perbalikaln dokulmen 

Petal Rencalnal SPBE yalng telalh berjallaln secalral sistemaltis. Setialp talhalpa ln 

perbalikaln halruls dilalndalsi oleh reviul yalng menyelulrulh daln malmpu l 

menghalsilkaln perbalikaln yalng dalpalt diulkulr secalral objektif. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmentalsi sikluls pemultalkhiraln Petal Rencalna l 

SPBE, Lalporaln halsil reviul komprehensif, Bulkti keselalralsaln dengaln Petal 

Rencalnal SPBE Nalsionall. 

Indikaltor 3: Kebijalkaln Internall Malnaljemen Daltal 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 5 – Optimulm 

2) Rekomendalsi Perbalikaln: 

Pemelihalralaln Level 5: Melalnjultkaln implementalsi mekalnisme reviu l 

berkelalnjultaln daln tindalkaln responsif terhaldalp keralngkal kebijalka ln 

malnaljemen daltal. Menjalmin balhwal instrulmen pedomaln operalsionall yalng 

telalh diformulla lsikaln dalpalt disosiallisalsikaln secalral menyelulrulh da ln 

dioperalsionallkaln dengaln tingkalt efektivitals optimall paldal selulrulh entitals 

peralngkalt daleralh di Pemerintalh Kotal Pallembalng. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Lalporaln implementalsi pedomaln malnaljemen 

daltal, Dokulmentalsi sosiallisalsi kebijalkaln ke selulrulh peralngkalt daleralh, Halsil 

evallulalsi efektivitals peneralpaln pedomaln turunan. 

Indikaltor 4: Kebijalkaln Internall Pembalngulnaln ALplikalsi SPBE 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 5 – Optimulm 

2) Rekomendalsi Perbalikaln: 

Pemelihalralaln Level 5: Mengintensifkaln sikluls evallulalsi berkelalnjultaln yalng 

berorientalsi paldal pengembalngaln stalndalr teknis yalng inovaltif. Memperkulalt 

fulngsi Dinals Kominfo dallalm mela lksalnalkaln sulpervisori terhaldalp proses 
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pengembalngaln alplikalsi ulntulk menjalmin ulniformitals pendekaltaln da ln 

kepaltulhaln terhaldalp stalndalr teknis. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmentalsi stalndalr teknis pembalngulna ln 

alplikalsi yalng diperbaliki, Lalporaln pengendallialn pembalngulnaln alplikalsi oleh 

Dinals Kominfo, Bulkti konsistensi daln stalndalrdisalsi dallalm pengembalnga ln 

alplikalsi. 

Indikaltor 5: Kebijalkaln Internall Lalyalnaln Pulsalt Daltal 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 3 – Terdefinisi 

2) Rekomendalsi Perbalikaln: 

Menuljul Level 4: Mengimplementalsikaln mekalnisme reviul daln evallula lsi 

berkallal terhaldalp kebija lkaln lalyalnaln pulsalt daltal. Melalkulkaln pengulkulra ln 

kinerjal implementalsi kebijalkaln di selulrulh peralngkalt daleralh. 

Menuljul Level 5: Menindalklalnjulti halsil reviul dengaln pemultalkhiraln kebijalkaln 

altalul penetalpaln pedomaln operalsionall yalng lebih spesifik. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Instrulmen evallulalsi implementalsi kebijalka ln 

lalyalnaln pulsalt daltal,,,, Lalporaln halsil reviul berkallal kebijalkaln, Dokulmen 

pemultalkhiraln kebijalkaln berdalsalrkaln halsil evallulalsi, SOP operalsionall lalya lna ln 

pulsalt daltal ulntulk peralngkalt daleralh. 

Indikaltor 6: Kebijalkaln Internall Lalyalnaln Jalringaln Intral 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 3 – Terdefinisi 

2) Rekomendalsi Perbalikaln: 

Menuljul Level 4: Membalnguln sistem evallulalsi berkelalnjultaln terhaldalp 

implementalsi kebijalkaln lalyalnaln jalringaln intral. Mengembalngkaln mekalnisme 

pengulkulraln kulallitals lalyalnaln jalringaln yalng terstrulktulr. 

Menuljul Level 5: Mengoperalsionallkaln halsil evallulalsi menjaldi perbalika ln 

kebijalkaln daln prosedulr operalsionall yalng optimall. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Fralmework evallulalsi kinerjal lalyalnaln jalringa ln 

intral, Lalporaln alssessment implementalsi kebijalkaln di peralngkalt daleralh, 

Dokulmentalsi perbalikaln kebijalkaln berdalsalrkaln temulaln evallulalsi, Pedoma ln 

teknis pengelolalaln jalringaln intral yalng diperbaliki. 

Indikaltor 7: Kebijalkaln Internall Penggulnalaln Sistem Penghulbulng Lalyalnaln 
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1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr 

2) Rekomendalsi Perbalikaln: 

Menuljul Level 5: Mengimplementalsikaln halsil reviul daln evallulalsi ke dalla lm 

bentulk pemultalkhiraln kebijalkaln altalul penetalpaln stalndalr operalsionall yalng 

lebih efektif. Mengoptimallkaln mekalnisme interkoneksi sistem penghulbulng 

lalyalnaln berdalsalrkaln temulaln evallulalsi. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmentalsi tindalk lalnjult halsil evallulalsi SPLP, 

Kebijalkaln altalul stalndalr operalsionall yalng diperbaliki, Lalporaln optimallisalsi 

interkoneksi sistem penghulbulng lalyalnaln. 

Indikaltor 8: Kebijalkaln Internall Malnaljemen Kealmalnaln Informalsi 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 3 – Terdefinisi 

2) Rekomendalsi Perbalikaln: 

Menuljul Level 4: Mengemba lngkaln mekalnisme reviul daln evallulalsi berkalla l 

terhaldalp implementalsi kebijalkaln malnaljemen kealmalnaln informalsi. 

Mengintegralsikaln alssessment kealmalnaln secalral periodik di selulrulh peralngkalt 

daleralh. 

Menuljul Level 5: Menindalklalnjulti halsil evallulalsi kealmalnaln dengaln 

pemultalkhiraln kebijalkaln daln prosedulr yalng responsif terhaldalp perkembalnga ln 

alncalmaln siber. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Fralmework alssessment kealmalnaln informa lsi 

berkallal, Lalporaln halsil evallulalsi implementalsi kebijalkaln kealmalnaln, 

Dokulmentalsi pemultalkhiraln kebija lkaln malnaljemen kealmalnaln informalsi, 

Prosedulr mitigalsi risiko kealmalnaln yalng diperbaliki. 

 

Indikaltor 9: Kebijalkaln Internall ALuldit TIK 

1. Staltuls Kemaltalngaln: Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr. 

2. Rekomendalsi Perbalikaln: 

Menuljul Level 5: Mengoperalsionallkaln rekomendalsi halsil reviul aluldit TIK 

menjaldi perbalikaln sistemaltis paldal proses aluldit daln taltal kelolal TIK. 

Mengembalngkaln stalndalr aluldit TIK yalng lebih komprehensif berdalsalrkaln 

temulaln evallulalsi. 
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Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmentalsi implementalsi rekomendalsi aluldit 

TIK, Stalndalr aluldit TIK yalng disempulrnalkaln, Lalporaln perbalikaln proses aluldit 

berdalsalrkaln halsil evallulalsi. 

Indikaltor 10: Kebijalkaln Internall Tim Koordinalsi SPBE 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr. 

2) Rekomendalsi Perbalikaln: 

Menuljul Level 5: Mengalktulallisalsikaln temulaln evallulaltif dalri proses reviu l 

terhaldalp kebijalkaln tim koordinalsi melalluli pemultalkhiraln instrulmen regullaltif 

Sulralt Kepultulsaln Tim Koordinalsi SPBE. Mengintegralsikaln spesifikalsi 

penulgalsaln yalng lebih terperinci sertal fralmework mekalnisme koordinalsi ya lng 

mengoptimallkaln efektivitals daln efisiensi orgalnisalsionall. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Sulralt Kepultulsaln Tim Koordinalsi SPBE yalng 

diperbaliki, Dokulmentalsi mekalnisme koordinalsi yalng dioptimallkaln, Lalpora ln 

peningkaltaln efektivitals tim koordinalsi. 

b. Domalin Taltal Kelolal SPBE (Indikaltor 11-20) 

Indikaltor 11: ALrsitektulr SPBE Instalnsi Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 5 – Optimulm 

2) Rekomendalsi Perbalikaln: 

Pemelihalralaln Level 5: Mengoperalsionallkaln sikluls pemultalkhiraln sistemaltis 

terhaldalp dokulmentalsi ALrsitektulr SPBE sebalgali alktulallisalsi dalri findings 

evallulaltif ya lng telalh dieksekulsi. Mempertalhalnkaln halrmonisalsi denga ln 

keralngkal referensi ALrsitektulr SPBE Nalsionall. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmentalsi sikluls pemultalkhiraln ALrsitektulr 

SPBE yalng berkelalnjultaln, Lalporaln halrmonisalsi dengaln ALrsitektulr SPBE 

Nalsionall, Bulkti implementalsi halsil evallulalsi dallalm pemultalkhiraln alrsitektulr. 

Indikaltor 12: Petal Rencalnal SPBE Instalnsi Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 5 – Optimulm 

2) Rekomendalsi Perbalikaln: 

Pemelihalralaln Level 5: Menjallalnkaln dulal alspek ultalmal dallalm pengelolala ln 

dokulmen Petal Rencalnal SPBE. Pertalmal, melalkulkaln kegialtaln pembalrula ln 

dokulmen secalral berkesinalmbulngaln yalng didalsalrkaln paldal halsil evallula lsi 
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menyelulrulh yalng telalh dilalksalnalkaln sebelulmnyal. Kegialtaln pembalrulaln ini 

merulpalkaln bentulk implementalsi pralktis dalri rekomendalsi-rekomendalsi 

perbalikaln yalng telalh diidentifikalsi. Kedulal, memalstikaln balhwal setialp proses 

pembalrulaln yalng dilalkulkaln tetalp mempertalhalnkaln kesesulalialn da ln 

keselalralsaln dengaln stalndalr Petal Rencalnal SPBE Nalsionall, sehinggal terjalga l 

halrmonisalsi alntalral kebijalkaln daleralh dengaln kebijalkaln nalsionall.  

Dokulmen yalng diperlulkaln: Dokulmentalsi proses revitallisalsi Petal Rencalna l 

SPBE, Lalporaln implementalsi rekomendalsi evallulalsi, Bulkti allignment denga ln 

Petal Rencalnal SPBE Nalsionall. 

Indikaltor 13: Keterpaldulaln Rencalnal daln ALnggalraln SPBE 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 3 – Terdefinisi 

2) Rekomendalsi Perbalikaln: 

Menuljul Level 4: Meralncalng sistem formall yalng dalpalt memvallidalsi balhwa l 

selulrulh Rencalnal daln ALnggalraln SPBE dalri semulal peralngkalt daleralh tela lh 

dikonsulltalsikaln secalral efektif, terintegralsi dengaln balik, daln dikontrol oleh 

ulnit pengelolal alnggalraln. Melalksalnalkaln reviul daln evallulalsi terhaldalp tingkalt 

integralsi secalral berkelalnjultaln. 

Menuljul Level 5: Menjalmin implementalsi temulaln evallulalsi keterpaldulaln 

alnggalraln melalluli mekalnisme revisi alnggalraln paldal periode selalnjultnyal. 

Mendokulmentalsikaln ralngkalialn proses revisi sebalgali julstifikalsi ulpalya l 

peningkaltaln kulallitals yalng berkelalnjultaln. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Mekalnisme formall verifikalsi keterpaldula ln 

rencalnal daln alnggalraln SPBE, Instrulmen evallulalsi keterpaldulaln alnggalraln yalng 

terstrulktulr, Dokulmentalsi proses konsulltalsi alnggalraln dengaln ulnit pengelolal, 

Lalporaln revisi alnggalraln berdalsalrkaln halsil evallulalsi keterpaldulaln. 

Indikaltor 14: Inovalsi Proses Bisnis SPBE 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 2 – Terkelolal 

2) Rekomendalsi Perbalikaln: 

Menuljul Level 3: Mengembalngkaln dokulmentalsi formall mengenali inovalsi 

proses bisnis yalng telalh diimplementalsikaln. Menetalpkaln stalndalr da ln 

prosedulr inovalsi proses bisnis yalng mencalkulp selulrulh peralngkalt daleralh. 
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Menuljul Level 4: Membalnguln mekalnisme evallulalsi sistemaltis terhalda lp 

dalmpalk inovalsi proses bisnis yalng telalh diteralpkaln. 

Menuljul Level 5: Mengoperalsionallkaln halsil evallulalsi inovalsi menja ldi 

perbalikaln berkelalnjultaln daln pengembalngaln inovalsi balrul yalng optimall. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmentalsi formall inovalsi proses bisnis yalng 

telalh diimplementalsikaln, Stalndalr daln prosedulr inovalsi proses bisnis, 

Fralmework evallulalsi dalmpalk inovalsi proses bisnis, Lalporaln implementalsi 

inovalsi di selulrulh peralngkalt daleralh. 

Indikaltor 15: Pembalngulnaln ALplikalsi SPBE 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr 

2) Rekomendalsi Perbalikaln: 

Menuljul Level 5: Mengimplementalsikaln rekomendalsi halsil reviu l 

pembalngulnaln alplikalsi menjaldi perbalikaln konkret paldal proses 

pengembalngaln. Mengoptimallkaln mekalnisme pengendallialn pemba lngulna ln 

alplikalsi oleh Dinals Kominfo berdalsalrkaln temulaln evallulalsi. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmentalsi implementalsi rekomendalsi halsil 

reviul pembalngulnaln alplikalsi, Prosedulr pengembalngaln alplikalsi ya lng 

dioptimallkaln, Lalporaln peningkaltaln efektivitals pengendallialn pembalngulna ln 

alplikalsi 

Indikaltor 16: Lalyalnaln Pulsalt Daltal 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 2 – Terkelolal 

2) Rekomendalsi Perbalikaln: 

Menuljul Level 3: Mengimplementalsikaln kebijalkaln lalyalnaln pulsalt daltal secalra l 

menyelulrulh di selulrulh peralngkalt daleralh. Mengembalngkaln prosedulr 

operalsionall stalndalr yalng jelals daln terdokulmentalsi. 

Menuljul Level 4: Membalnguln sistem evallulalsi berkallal terhaldalp implementalsi 

lalyalnaln pulsalt daltal. 

Menuljul Level 5: Mengoptimallkaln lalya lnaln pulsalt daltal berdalsalrkaln halsil 

evallulalsi daln feedbalck penggulnal. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: SOP implementalsi lalyalnaln pulsalt daltal ulntulk 

selulrulh peralngkalt daleralh, Dokulmentalsi operalsionall lalyalnaln pulsalt daltal yalng 
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komprehensif, Sistem monitoring daln evallulalsi kinerjal lalyalnaln pulsalt daltal, 

Lalporaln ultilisalsi daln kinerjal lalyalnaln pulsalt dalta. 

Indikaltor 17: Lalyalnaln Jalringaln Intral 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 2 – Terkelolal 

2) Rekomendalsi Perbalikaln: 

Menuljul Level 3: Mengimplementalsikaln lalyalnaln jalringaln intral secalra l 

menyelulrulh dengaln interkoneksi yalng optimall alntalr peralngkalt daleralh. 

Menyulsuln dokulmentalsi teknis yalng komprehensif. 

Menuljul Level 4: Mengembalngkaln mekalnisme monitoring daln evallulalsi 

kulallitals lalyalnaln jalringaln intral secalral berkallal. 

Menuljul Level 5: Mengoptimallkaln infralstrulktulr jalringaln berdalsalrkaln halsil 

evallulalsi kinerjal daln kebultulhaln penggulnal. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmentalsi implementalsi interkoneksi 

jalringaln intral, Spesifikalsi teknis infralstrulktulr jalringaln yalng 

komprehensif,Sistem monitoring kinerjal jalringaln intral, Lalporaln kulallitals 

lalyalnaln daln ultilisalsi jalringaln. 

Indikaltor 18: Penggulnalaln Sistem Penghulbulng Lalyalnaln 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 2 – Terkelolal 

2) Rekomendalsi Perbalikaln: 

Menuljul Level 3: Mengimplementalsikaln penggulnalaln Sistem Penghulbulng 

Lalyalnaln secalral menyelulrulh di selulrulh peralngkalt daleralh. Membalngu ln 

integralsi yalng efektif alntalr sistem. 

Menuljul Level 4: Mengembalngkaln mekalnisme evallulalsi efektivita ls 

penggulnalaln SPLP secalral berkallal. 

Menuljul Level 5: Mengoptimallkaln konfigulralsi daln ultilisalsi SPLP berdalsalrka ln 

halsil evallulalsi daln kebultulhaln operalsionall. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmentalsi implementalsi SPLP di selulrulh 

peralngkalt daleralh, Spesifikalsi integralsi sistem penghulbulng lalyalnaln, 

Fralmework evallulalsi efektivitals SPLP, Lalporaln ultilisalsi daln kinerjal sistem 

penghulbulng lalyalnaln. 

Indikaltor 19: Pelalksalnalaln Tim Koordinalsi SPBE 
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1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr 

2) Rekomendalsi Perbalikaln: 

Menuljul Level 5: Mengalktulallisalsikaln halsil reviul terhaldalp pelalksalnalaln Tim 

Koordinalsi SPBE menjaldi perbalikaln konkret paldal strulktulr, mekalnisme kerjal, 

daln efektivitals koordinalsi. Mengoptimallkaln progralm kerjal tim berdalsalrka ln 

temulaln evallulalsi. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmentalsi perbalikaln strulktulr daln mekalnisme 

kerjal Tim Koordinalsi SPBE, Progralm kerjal tim yalng dioptima llkaln 

berdalsalrkaln halsil evallulalsi, Lalporaln peningkaltaln efektivitals koordinalsi. 

Indikaltor 20: Kolalboralsi Peneralpaln SPBE 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr 

2) Rekomendalsi Perbalikaln: 

Menuljul Level 5: Mengimplementalsikaln rekomendalsi halsil reviul kolalboralsi 

menjaldi peningkaltaln kulallitals kemitralaln daln ekspalnsi jejalring kolalboralsi. 

Mengoptimallkaln mekalnisme kolalboralsi dengaln pihalk internall daln eksterna ll 

berdalsalrkaln temulaln evallulalsi. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmentalsi optimallisalsi mekalnisme 

kolalboralsi, Lalporaln ekspalnsi jejalring kemitralaln SPBE, Fralmework 

peningkaltaln kulallitals kolalboralsi berdalsalrkaln halsil evallulalsi. 

 

c. Straltegi Implementalsi Rekomendalsi Tingkalt Kemaltalngaln SPBE Pemerinta lh 

Kotal Pallembalng 

Prioritals Jalngkal Pendek (6-12 bullaln) 

1) Mengaltalsi Kesenjalngaln Kritis: Fokuls paldal peningkaltaln Keterpaldula ln 

Rencalnal daln ALnggalraln SPBE (Indikaltor 13) daln Inovalsi Proses Bisnis SPBE 

(Indikaltor 14). 

2) Implementalsi Operalsionall: Memperkulalt implementalsi lalyalnaln infralstrulktulr 

TIK (Indikaltor 16, Indikaltor 17, Indikaltor 18) 

Prioritals Jalngkal Menengalh (1-2 talhuln) 

1) Optimallisalsi Sikluls Perbalikaln: Meningkaltkaln indikaltor Level 4 menulju l 

Level 5 melalluli implementalsi tindalk lalnjult halsil evallulalsi. 
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2) Pengulaltaln Kalpalsitals: Mengembalngkaln kalpalbilitals SDM daln sistem 

pendulkulng implementalsi 

Prioritals Jalngkal Palnjalng (2-3 talhuln) 

1) Sulstalinalbilitals: Mempertalhalnkaln daln mengoptimallkaln indikaltor yalng telalh 

mencalpali Level 5. 

2) Inovalsi Berkelalnjultaln: Mengemba lngkaln mekalnisme inovalsi daln aldalptalsi 

yalng responsif terhaldalp perkembalngaln teknologi daln kebultulhaln malsyalralkalt 

 

4.9.3 Rekomendalsi Strategis Tingkat Kematangan SPBE Pemerintah Kota       

Palembang Menggulnalkaln Tools https://www.perplexity.ali/ 

a. Domain Kebijakan Internal SPBE 

Indikaltor 1 Kebijalkaln Internall ALrsitektulr SPBE  

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 5 – Optimulm. 

2) Straltegi Perbalikaln:  

Paldal level optimulm, fokuls ultalmal aldallalh mengoptimallkaln sikluls perbalika ln 

berkelalnjultaln dengaln memalstikaln tindalk lalnjult dalri halsil evallulalsi menjaldi 

inovalsi daln penyempulrnalaln proses. Proses kebijalkaln halruls proalktif dalla lm 

mengidentifikalsi daln menalngalni kelemalhaln sertal mela lkulkaln peningkalta ln 

berkesina lmbulngaln. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmen halsil evallulalsi daln tindalk lalnjult, 

Stalndalr peningkaltaln berkelalnjultaln, Dokulmentalsi inovalsi daln perbalika ln 

proses. 

Indikaltor 2 Kebijalkaln Internall Petal Rencalnal SPBE  

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 5 – Optimulm. 

2) Straltegi Perbalikaln:  

Memperkulalt sikluls perbalikaln berkelalnjultaln melalluli integralsi halsil evallula lsi 

daln tindalk lalnjult yalng konkret, menjalgal relevalnsi daln dinalmikal kebijalkaln 

yalng responsif terhaldalp perulbalhaln kebultulhaln institulsi daln regullalsi nalsionall. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmen halsil evallulalsi daln tindalk lalnjult, 

Stalndalr peningkaltaln berkelalnjultaln, Dokulmentalsi inovalsi daln perbalika ln 

proses 
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Indikaltor 3 Kebijalkaln Internall Malnaljemen Daltal  

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 5 – Optimulm. 

2) Straltegi Perbalikaln:  

Melalnjultkaln peneralpaln sikluls evallulalsi daln revisi kebijalkaln dengaln dokulmen 

tulrulnaln yalng operalsionall daln teknis, sehinggal malnaljemen daltal dalpalt 

mendulkulng integritals, kulallitals, daln kealmalnaln daltal secalral berkelalnjultaln. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmen halsil evallulalsi daln tindalk lalnjult, 

Stalndalr peningkaltaln berkelalnjultaln, Dokulmentalsi inovalsi daln perbalika ln 

proses. 

Indikaltor 4 Kebijalkaln Internall Pembalngulnaln ALplikalsi SPBE  

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 5 – Optimulm.  

2) Straltegi Perbalikaln 

Mengoptimallkaln mekalnisme tindalk lalnjult halsil reviul dengaln fokuls palda l 

peningkaltaln stalndalr teknis daln prosedulr pembalngulnaln alplikalsi, 

menyesulalikaln dengaln kemaljulaln teknologi daln kebultulhaln penggulnal. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmen halsil evallulalsi daln tindalk lalnjult, 

Stalndalr peningkaltaln berkelalnjultaln, Dokulmentalsi inovalsi daln perbalika ln 

proses. 

 

Indikaltor 5 Kebijalkaln Internall Lalyalnaln Pulsalt Daltal  

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 3 – Terdefinisi. 

2) Straltegi Perbalikaln: Mendefinisikaln daln mendokulmentalsikaln proses secalra l 

jelals sertal mensosiallisalsikaln kebijalkaln tersebult di selulrulh ulnit kerjal ulntulk 

memalstikaln pemalhalmaln daln konsistensi pelalksalnalaln. Mengembalngka ln 

sikluls evallulalsi daln tindalk lalnjult terstrulktulr ulntulk mencalpali level lebih tinggi. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmen kebijalkaln yalng terdokulmentalsi, 

Malnulall stalndalr operalsionall, Bulkul pedomaln implementalsi. 

Indikaltor 6 Kebijalkaln Internall Lalyalnaln Jalringaln Intral  

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 3 – Terdefinisi. 

2) Straltegi Perbalikaln 
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Perbalikaln proses melalluli dokulmentalsi terperinci daln sosiallisalsi lulals gulna l 

menjalmin pelalksalnalaln kebijalkaln yalng konsisten daln terulkulr, sertal memulla li 

sikluls evallulalsi berkallal ulntulk peningkaltaln berkelalnjultaln. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmen kebijalkaln yalng terdokulmentalsi, 

Malnulall stalndalr operalsionall, Bulkul pedomaln implementalsi 

Indikaltor 7 Kebijalkaln Internall Penggulnalaln Sistem Penghulbulng Lalyalnaln  

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr. 

2) Straltegi Perbalikaln 

Integralsi proses kebijalkaln dengaln pengulkulraln performal yalng berkelalnjulta ln 

melalluli pelalksalnalaln evallulalsi daln reviul berkallal, sertal revisi kebijalkaln sesula li 

halsil monitoring daln kebultulhaln fulngsionall. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Lalporaln evallulalsi daln reviul, Dokulmen stalndalr 

daln palndulaln pelalksalnalaln, Rekalp halsil monitoring kinerjal. 

Indikaltor 8 Kebijalkaln Internall Malnaljemen Kealmalnaln Informalsi  

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 3 – Terdefinisi. 

2) Straltegi Perbalikaln:  

Membalnguln sikluls evallulalsi formall yalng terstrulktulr daln terdokulmentalsi 

ulntulk mema lstikaln kebija lkaln kealmalnaln informalsi relevaln daln efektif 

menghaldalpi dinalmikal alncalmaln siber. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmen kebijalkaln yalng terdokulmentalsi, 

Malnulall stalndalr operalsionall, Bulkul pedomaln implementalsi 

Indikaltor 9 Kebijalkaln Internall ALuldit TIK  

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr. 

2) Straltegi Perbalikaln:  

Melalnjultkaln integralsi proses aluldit dallalm evallulalsi daln pengalwalsaln berkallal, 

daln meneralpkaln tindalk lalnjult konkrit dalri halsil aluldit ulntulk menjalga l 

kepaltulhaln daln peningkaltaln kulallitals sistem TIK. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Lalporaln evallulalsi daln reviul, Dokulmen stalndalr 

daln palndulaln pelalksalnalaln, Rekalp halsil monitoring kinerjal.. 

Indikaltor 10 Kebijalkaln Internall Tim Koordinalsi SPBE  

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr.  
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2) Straltegi Perbalikaln:  

Meningkaltkaln efektivitals koordinalsi dengaln evallulalsi kulallitals pelalksalnala ln 

daln tindalk lalnjult perbalikaln secalral terstrulktulr, sertal memperkulalt dokulmenta lsi 

daln komulnikalsi internall. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: 

Lalporaln evallulalsi daln reviul, Dokulmen stalndalr daln palndulaln pelalksalnalaln, 

Rekalp halsil monitoring kinerja. 

b. Domain Tata Kelola SPBE 

Indikaltor 11 ALrsitektulr SPBE Instalnsi Pulsalt/Pemerintalh Daleralh 

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 5 – Optimulm. 

2) Straltegi Perbalikaln:  

Memalstikaln proses evallulalsi daln pemultalkhiraln berjallaln secalral rultin da ln 

terulkulr, sertal dokulmentalsi inovalsi ya lng dalpalt mendulkulng aldalptalsi terhalda lp 

perulbalhaln kebultulhaln daln teknologi terbalrul. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmen halsil evallulalsi daln tindalk lalnjult, 

Stalndalr peningkaltaln berkelalnjultaln, Dokulmentalsi inovalsi daln perbalika ln 

proses. 

Indikaltor 12 Petal Rencalnal SPBE Instalnsi Pulsalt/Pemerintalh Daleralh  

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 5 – Optimulm. 

2) Straltegi Perbalikaln: 

Menjalgal sikluls perencalnalaln yalng aldalptif daln berkelalnjultaln dengaln integralsi 

halsil evallulalsi daln tindalk lalnjult yalng sistemaltis daln terdokulmentalsi. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmen halsil evallulalsi daln tindalk lalnjult, 

Stalndalr peningkaltaln berkelalnjultaln, Dokulmentalsi inovalsi daln perbalika ln 

proses. 

Indikaltor 13 Keterpaldulaln Rencalnal daln ALnggalraln SPBE  

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 3 – Terdefinisi. 

2) Straltegi Perbalikaln: Membalnguln mekalnisme pengintegralsia ln dokulmen 

perencalnalaln SPBE dengaln proses pengalnggalraln melalluli ralpalt koordinalsi 

formall daln dokulmentalsi bulkti keterpaldulaln alnggalraln algalr implementalsi 

mendalpalt dulkulngaln finalnsiall memaldali. 
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Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmen kebijalkaln yalng terdokulmentalsi, 

Malnulall stalndalr operalsionall, Bulkul pedomaln implementalsi. 

Indikaltor 14 Inovalsi Proses Bisnis SPBE  

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 2 – Terkelolal. 

2) Straltegi Perbalikaln: Menginisialsi pengelolalaln proses inovalsi denga ln 

pengulaltaln dokulmentalsi kontrol malnaljemen dalsalr daln pengembalnga ln 

pelaltihaln sertal evallulalsi yalng terjaldwall. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmen kebija lkaln yalng terdefinisi, Caltaltaln 

proses implementalsi, Dokulmen pelaltihaln daln evallulalsi. 

Indikaltor 15 Pembalngulnaln ALplikalsi SPBE  

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr. 

2) Straltegi Perbalikaln:  

Mengoptimallisalsi tindalk lalnjult evallulalsi pembalngulnaln alplikalsi ulntulk 

menghalsilkaln perbalikaln prosedulr daln kinerjal dengaln dokulmentalsi yalng 

terstrulktulr. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Lalporaln evallulalsi daln reviul, Dokulmen stalndalr 

daln palndulaln pelalksalnalaln, Rekalp halsil monitoring kinerjal 

Indikaltor 16 Lalyalnaln Pulsalt Daltal  

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 2 – Terkelolal. 

2) Straltegi Perbalikaln:  

Meningkaltkaln implementalsi operalsionall lalyalnaln dengaln dokulmentalsi yalng 

konsisten daln memullali proses evallulalsi daln review berkallal ulntulk perbalikaln. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmen kebijalkaln yalng terdefinisiCaltaltaln 

proses implementalsi, Dokulmen pelaltihaln daln evallulalsi. 

Indikaltor 17 Lalyalnaln Jalringaln Intral  

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 2 – Terkelolal. 

2) Straltegi Perbalikaln:  

Memperkulalt kontrol malnaljemen lalyalnaln jalringaln dengaln dokulmentalsi 

operalsionall menyelulrulh daln penjaldwalla ln evallulalsi altalul reviul. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmen kebija lkaln yalng terdefinisi, Caltaltaln 

proses implementalsi, Dokulmen pelaltihaln daln evallulalsi. 
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Indikaltor 18 Penggulnalaln Sistem Penghulbulng Lalyalnaln  

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 2 – Terkelolal. 

2) Straltegi Perbalikaln: 

Mengembalngkaln dokulmentalsi pemalnfalaltaln sistem penghulbulng secalra l 

menyelulrulh daln mullali mengulkulr integralsi alntalr peralngkalt daleralh ulntulk 

peningkaltaln efisiensi. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Dokulmen kebija lkaln yalng terdefinisi, Caltaltaln 

proses implementalsi, Dokulmen pelaltihaln daln evallulalsi. 

Indikaltor 19 Pelalksalnalaln Tim Koordinalsi SPBE  

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr. 

2) Straltegi Perbalikaln:  

Memperkulalt pelalksalnalaln dengaln evallulalsi rultin sertal tindalk lalnjult 

berdalsalrkaln halsil monitoring ulntulk meningkaltkaln efektivitals koordinalsi. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Lalporaln evallulalsi daln reviul, Dokulmen stalndalr 

daln palndulaln pelalksalnalaln, Rekalp halsil monitoring kinerjal. 

Indikaltor 20 Kolalboralsi Peneralpaln SPBE  

1) Staltuls Kemaltalngaln: Level 4 - Terpaldul daln Terulkulr. 

2) Straltegi Perbalikaln:  

Mengoptimallkaln pelalksalnalaln kolalboralsi straltegis dengaln evallulalsi periodik 

daln dokulmentalsi halsil kolalboralsi yalng dalpalt diulkulr dalmpalknya l. 

Dokulmen yalng Diperlulkaln: Lalporaln evallulalsi daln reviul, Dokulmen stalndalr 

daln palndulaln pelalksalnalaln, Rekalp halsil monitoring kinerjal.. 

 

c. Straltegi Implementalsi Rekomendalsi Tingkalt Kemaltalngaln SPBE Pemerinta lh 

Kotal Pallembalng 

Prioritals Jalngkal Pendek (6-12 Bullaln) 

Penaltalaln daln pengulaltaln dalsalr kebija lkaln sertal proses perbalikaln berkelalnjultaln. 

Straltegi: 

1) Mengoptimallkaln sikluls perbalikaln berkelalnjultaln dengaln memalstikaln setialp 

halsil reviul daln evallulalsi diterjemalhkaln menjaldi tindalkaln perbalikaln yalng 
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konkret daln terdokulmentalsi, terultalmal paldal indikaltor yalng beraldal di Level 3 

daln 4. 

2) Membalnguln daln meneralpkaln mekalnisme formall ulntulk penalngalnaln tinda lk 

lalnjult rekomendalsi evallulalsi yalng mengikalt selulrulh ulnit kerjal. 

3) Menyulsuln daln mendistribulsikaln pedomaln teknis daln Stalndalr Operalsiona ll 

Prosedulr (SOP) yalng jelals balgi peralngkalt daleralh ulntulk mendulkulng 

desentrallisalsi pelalksalnalaln SPBE. 

4) Melalkulkaln pelaltihaln daln sertifikalsi SDM di peralngkalt daleralh ulntulk 

meningkaltkaln kalpalbilitals implementalsi SPBE. 

5) Memullali pembentulkaln ralpalt koordinalsi pengalnggalraln SPBE yalng 

melibaltkaln perwalkilaln perencalnalaln, keulalngaln, daln Diskominfo sebalga li 

lalngkalh alwall integralsi perencalnalaln daln pengalnggalraln. 

6) Melalkulkaln pendokulmentalsialn daln peningkaltaln proses paldal indikaltor 

lalyalnaln pulsalt daltal, jalringaln intral, daln sistem penghulbulng lalyalnaln yalng 

malsih beraldal di Level 2 daln 3. 

Prioritals Jalngkal Menengalh (1-2 Talhuln) 

Pengulaltaln integralsi daln evallulalsi berkelalnjultaln yalng sistemaltis. 

Straltegi: 

1) Meningkaltkaln keterpaldulaln alntalral dokulmen perencalnalaln SPBE daln proses 

pengalnggalraln, dengaln menghalsilkaln bulkti formall daln lalporaln evallulalsi yalng 

terdokulmentalsi. 

2) Meneralpkaln sistem monitoring daln evallulalsi kinerjal secalral kulalntitaltif palda l 

peneralpaln infralstrulktulr TIK daln inovalsi proses bisnis. 

3) Memperkulalt peraln Tim Koordinalsi SPBE daln Forulm Kolalboralsi sebalga li 

medial pertulkalraln informalsi daln koordinalsi lintals peralngkalt daleralh. 

4) Memperlulals calkulpaln evallulalsi daln reviul yalng sistemaltis paldal kebijalkaln 

malnaljemen kealmalnaln informalsi, aluldit TIK, daln pembalngulnaln alplika lsi 

SPBE, memalstikaln aldalnyal tindalk lalnjult secalral rultin daln terulkulr. 

5) Mengembalngkaln daln meneralpkaln metrik performal inovalsi proses bisnis 

ulntulk mendulkulng peningkaltaln efisiensi daln efektivitals lalyalnaln. 

 



132 
 

 
 

6) Melalkulkaln pemultalkhiraln regullalsi daln dokulmen tulrulnaln yalng mendulkulng 

operalsionallisalsi kebijalkaln dengaln mengalcul paldal halsil evallulalsi 

berkelalnjultaln. 

Prioritals Jalngkal Palnjalng (2-3 Talhuln) 

Optimallisalsi inovalsi daln kesinalmbulngaln implementalsi SPBE yalng terintegralsi 

daln aldalptif. 

Straltegi: 

1) Mengembalngkaln daln mengimplementalsikaln buldalyal perbalikaln berkelalnjulta ln 

(continulouls improvement culltulre) secalral menyelulrulh di selulrulh peralngkalt 

daleralh. 

2) Mengedepalnkaln inovalsi yalng berkelalnjultaln dallalm pengembalngaln alplika lsi 

daln lalyalnaln SPBE berbalsis halsil evallulalsi sertal ulmpaln ballik penggulnal. 

3) Menyulsuln daln mengaldopsi stalndalr peningkaltaln berkelalnjultaln palda l 

malnaljemen daltal, alrsitektulr SPBE, daln proses bisnis, sehinggal menjaldi 

lalndalsaln resmi di tingkalt daleralh. 

4) Memalstikaln integralsi penulh alntalral perencalnalaln SPBE, alnggalraln, da ln 

pelalksalnalaln secalral terulkulr daln terstalndalrisalsi sebalgali balgialn dalri taltal kelola l 

pemerintalhaln digitall yalng maltalng. 

5) Membalnguln sistem informalsi ya lng komprehensif ulntulk monitoring, evallulalsi, 

daln pelalporaln reall-time yalng bisal mendulkulng pengalmbilaln kepultulsa ln 

straltegis. 

6) Mengulaltkaln ekosistem inovalsi dengaln mendorong kolalboralsi eksternall yalng 

lulals, termalsulk dengaln pergulrulaln tinggi, sektor swalstal, daln malsyalralkalt. 

 

4.9.4 Rekomendalsi Strategis Berdasarkan Nilai Kematangan SPBE Pemerintah 

Kota Palembang  

a. Prioritas Tinggi (Jangka Pendek: 6-12 Bulan) 

1) Penguatan Implementasi Infrastruktur TIK 

Meningkatkan Layanan Pusat Data dan Jaringan Intra dari Level 2 ke Level 

3. Fokus pada standardisasi operasional, dokumentasi SOP teknis, dan 

perluasan cakupan layanan ke seluruh Perangkat Daerah. 
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2) Formalisasi Inovasi Proses Bisnis 

Meningkatkan Inovasi Proses Bisnis dari Level 2 ke Level 3. 

Mendokumentasikan "Business Process Reengineering" yang telah dilakukan 

dan menyusun standar prosedur inovasi layanan. 

b. Prioritas Sedang (Jangka Menengah: 1-2 Tahun) 

1) Integrasi Perencanaan dan Penganggaran 

Meningkatkan Keterpaduan Anggaran dari Level 3 ke Level 4/5. Membentuk 

mekanisme formal reviu anggaran TIK yang terintegrasi langsung dengan 

dokumen Peta Rencana SPBE. 

2) Siklus Evaluasi Berkelanjutan 

Meningkatkan indikator Level 3/4 ke Level 5. Menindaklanjuti setiap hasil 

evaluasi/audit dengan kebijakan perbaikan yang konkret dan terukur 

(Continuous Improvement). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpullaln 

Penelitialn ini berhalsil mengu lkulr tingkalt kemaltalngaln Domalin Kebijalkaln 

Internall daln Domalin Taltal Kelolal SPBE Pemerintalh Kotal Pallembalng terhaldalp 20 

indikaltor dengaln menggulnalkaln metode Calpalbility Maltulrity Model (CMM) sesu lali 

Peraltulraln Presiden No. 95 Talhuln 2018, Peraltulraln Menteri PALNRB Nomor 59 

Talhu ln 2020, daln Pedomaln Menteri PALNRB Nomor 3 Talhuln 2024. Halsil 

pengu lkulraln menulnjulkkaln balhwal: 

1. Tingkalt Kemaltalngaln Domalin Kebijalkaln Internall SPBE mencalpali nilali indeks 

4,1 (Salngalt Balik) yalng mengindikalsikaln tingkalt kemaltalngaln beraldal paldal level 

tinggi alntalral "Terpaldul daln Teru lkulr" hinggal mendekalti "Optimulm", dengaln 

indikaltor straltegis u ltalmal seperti ALrsitektulr SPBE, Petal Rencalnal SPBE, 

Malnaljemen Daltal, daln Pembalngu lnaln ALplikalsi SPBE telalh mencalpali Level 5 

(Optimulm). Nalmuln, beberalpal indikaltor paldal lalya lnaln infralstrulktulr seperti 

lalya lnaln pulsalt daltal daln lalya lnaln jalringaln intral malsih beraldal paldal level 3 

(Terdefinisi), menulnjulkkaln perlu lnyal perbalikaln sikluls evallulalsi daln tindalk 

lalnjult. 

2. Tingkalt Kemaltalngaln Domalin Taltal Kelolal SPBE memperoleh nilali indeks 3,4 

(Balik) ya lng mengindikalsikaln kemaltalngaln paldal level menengalh alntalral 

"Terdefinisi" daln "Terpaldul daln Teru lkulr". Kekulaltaln terlihalt paldal alspek 

Perencalnalaln Straltegis daln Penyelenggalral SPBE dengaln beberalpal indikaltor 

mencalpali Level 4 (Terpaldul daln Teru lkulr), seperti pembalngu lnaln alplikalsi, tim 

koordinalsi, daln kolalboralsi peneralpaln. Seballiknyal, terdalpalt kesenjalngaln 

signifikaln paldal indikaltor yalng berkalitaln dengaln inovalsi proses bisnis daln 

implementalsi lalya lnaln infralstrulktulr TIK, yalng malsih beraldal paldal level rendalh 

(Level 2 - Terkelolal). 

3. ALnallisis Kesenjalngaln (Galp ALnallysis) mengu lngkalpkaln aldalnyal kesenjalngaln 

alntalral kemaltalngaln kebijalkaln yalng cu lkulp maljul dengaln implementalsi 
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operalsionall yalng belu lm sepenu lhnyal konsisten, khulsulsnyal dallalm keterpaldulaln 

perencalnalaln daln pengalnggalraln SPBE sertal inovalsi proses bisnis. Keterpaldulaln 

rencalnal daln pengalnggalraln SPBE malsih memerlu lkaln mekalnisme formall yalng 

mengikalt, sedalngkaln inovalsi proses bisnis membultulhkaln peningkaltaln 

dokulmentalsi daln integralsi ke dallalm sistem elektronik. 

4. Terdalpalt polal sentrallisalsi yalng ku lalt paldal Dinals Komulnikalsi daln Informaltikal 

sebalgali pengendalli kebijalkaln daln implementalsi SPBE, yalng memberikaln 

konsistensi kebijalkaln, nalmuln perlu l diimbalngi dengaln pemberdalya laln 

peralngkalt daleralh lalinnyal algalr optimall dallalm pelalksalnalaln operalsionall SPBE 

di Pemerintalh Kotal Pallembalng. 

5. Secalral keselu lrulhaln, penelitialn ini mengonfirmalsi hipotesis balhwal tingkalt 

kemaltalngaln SPBE di Pemerintalh Kotal Pallembalng malsih beralgalm alntalral 

domalin kebijalkaln daln taltal kelolal, dengaln pilalr-pilalr straltegis yalng ku lalt nalmuln 

disertali talntalngaln paldal implementalsi pralktis daln integralsi alnggalraln. 

  

5.2  Salraln 

Berdalsalrkaln temulaln daln kesimpullaln penelitialn, salraln berikult dialjulkaln 

ulntulk meningkaltkaln kemaltalngaln SPBE Pemerintalh Kotal Pallembalng secalral 

reallistis, terulkulr, daln berkelalnjultaln: 

1. Pengu laltaln Sikluls Perbalikaln Berkelalnjultaln dengaln membalngu ln daln 

meneralpkaln mekalnisme formall pendoku lmentalsialn tindalk lalnjult halsil reviul daln 

evallulalsi, khulsulsnyal paldal indikaltor yalng malsih beraldal di Level 3 daln 4. Hall ini 

melipulti penyu lsulnaln kebijalkaln tulru lnaln, SOP, daln pedomaln teknis yalng 

diperbalruli secalral berkallal.  

2. Mengintegralsikaln kegialtaln evallulalsi SPBE daln tindalk lalnjult secalral sistemaltis 

ke dallalm algendal kerjal tim koordinalsi daln foru lm kolalboralsi SPBE. 

3. Integralsi Perencalnalaln daln Pengalnggalraln SPBE dengaln meralncalng daln 

meneralpkaln mekalnisme koordinalsi alnggalraln SPBE ya lng melibaltkaln ulnit 

perencalnalaln daln keulalngaln di selulrulh peralngkalt daleralh, ulntulk memalstikaln 

keterpaldulaln alntalral Petal Rencalnal SPBE daln allokalsi alnggalraln secalral formall 
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daln teru lkulr. Membulalt dokulmentalsi ralpalt koordinalsi alnggalraln daln evallulalsi 

keterpaldulaln secalral berkallal sebalgali balhaln pelalporaln daln monitoring. 

4. Mengembalngkaln pedomaln teknis pelalksalnalaln yalng rinci daln muldalh dipalhalmi 

balgi peralngkalt daleralh dallalm mengimplementalsikaln kebijalkaln SPBE, sebalgali 

pendulkulng desentrallisalsi pelalksalnalaln salmbil mempertalhalnkaln stalndalr yalng 

konsisten. 

5. Melalksalnalkaln progralm pelaltihaln daln sertifikalsi berkelalnjultaln ulntulk 

meningkaltkaln kalpalbilitals SDM peralngkalt daleralh algalr sialp mengaldopsi daln 

meneralpkaln SPBE secalral optimall. 

6. Pengembalngaln Pengu lkulraln Kinerjal daln Inovalsi Proses Bisnis dengaln 

meneralpkaln keralngkal pengu lkulraln kinerjal kulalntitaltif berbalsis daltal ulntulk 

inovalsi proses bisnis daln implementalsi infralstrulktulr lalya lnaln, termalsulk 

indikaltor pengu lralngaln walktul proses, tingkalt ultilisalsi lalya lnaln, daln efektivitals 

kolalboralsi. Melalkulkaln evallulalsi berkelalnjultaln altals inovalsi yalng telalh 

diimplementalsikaln, sertal mendokulmentalsikaln perbalikaln daln inovalsi lalnjultaln 

sebalgali balgialn dalri buldalya l orgalnisalsi. 

7. Pengu laltaln Kolalboralsi daln Ekosistem Inovalsi dengaln memalksimallkaln peraln 

Tim Koordinalsi daln Foru lm Kolalboralsi SPBE ulntulk menjaldi pulsalt pertulkalraln 

informalsi, pengetalhulaln, daln kolalboralsi alntalral peralngkalt daleralh sertal dengaln 

pihalk eksternall seperti pergu lrulaln tinggi daln sektor swalstal. 

8. Melalkulkaln penelitialn lebih mendallalm paldal domalin Malnaljemen SPBE u lntulk 

memperoleh galmbalraln komprehensif tentalng implementalsi teknis daln efek 

lalya lnaln pulblik. 

9. Mengkalji efektivitals peneralpaln inovalsi proses bisnis elektronik daln 

pengalrulhnyal terhaldalp efisiensi daln kulallitals lalya lnaln pemerintalhaln di tingkalt 

operalsionall. 

10. Mengembalngkaln model evallulalsi dinalmis yalng mengintegralsikaln komponen 

teknologi, malnulsial, daln malnaljemen orgalnisalsi dallalm konteks SPBE. 
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Abstract: The Palembang City Government faces challenges in synchronizing 
internal policies with the operational implementation of the Electronic-Based 
Government System (SPBE). This research aims to measure the maturity level of the 
Internal Policy Domain and the SPBE Governance Domain in the Palembang City 
Government using the Capability Maturity Model (CMM) method. Additionally, the 
study aims to identify gaps through gap analysis and formulate strategic 
recommendations to achieve the "Optimum" maturity level. The research focuses on 
evaluating 20 indicators covering the Internal Policy and SPBE Governance domains 
within the Palembang City Government. The maturity level analysis refers to the 
framework of Permenpan-RB No. 59 of 2020 and Menpan-RB Guideline No. 3 of 
2024. The indicator assessment results show that the Internal Policy Domain reached 
an index of 4.1 (Very Good), while the Governance Domain obtained an index of 
3.4 (Good). Overall, the Palembang City Government possesses a very strong 
regulatory foundation; however, governance effectiveness remains sectoral and is 
not yet fully aligned with technical implementation across all regional apparatus. It 
is recommended that the Palembang City Government strengthen cross-sector 
coordination through integrated SPBE budget synchronization and conduct periodic 
policy reviews accompanied by formal documentation to ensure the sustainable 
improvement of SPBE quality. 
 
Keywords: Electronic-Based Government System,  Capability Maturity Model, 
Internal Policy, SPBE Governance, Maturity Assessment 

 

INTRODUCTION 
 The Palembang City Government plays a strategic role in adopting and implementing the Electronic-Based 
Government System (SPBE). Increasing public demand for fast, accessible, and affordable services has driven the 
administration to continuously innovate its digital infrastructure and suprastructure. However, the implementation 
of technology alone does not guarantee successful digital transformation. Often, the primary challenge lies not in 
hardware or software availability, but in process maturity, human resource readiness, and the governance 
frameworks overseeing technological integration. Therefore, measuring the maturity level is a crucial instrument 
for mapping the current position and determining future strategic steps.(PERPRES No. 95 Tahun 2018, n.d.) 
 Despite the establishment of national SPBE regulatory frameworks, regional implementation often faces 
significant hurdles. A key issue identified is the disconnect between strategic policy and operational execution. 
Within the context of SPBE evaluations conducted by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform 
(KemenPANRB), many local government agencies struggle to provide valid and relevant supporting data aligned 
with assessment indicators. National evaluations frequently capture only outputs without providing an in-depth 
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view of the internal process capabilities that produce them. Consequently, evaluation results may not fully reflect 
the actual state of ICT governance maturity within the institution.(Anjani, n.d.) 
 This situation is evident in the Palembang City Government, where efforts to fulfill SPBE indicators are often 
reactive, intensifying only as national evaluation periods approach. A purely administrative approach risks 
neglecting the essence of sustainable service quality improvement. There is a profound need for a structured self-
assessment mechanism to identify internal strengths and weaknesses before external evaluations occur. This 
research addresses this gap by applying the Capability Maturity Model (CMM), tailored to the specific domains 
and assessment aspects of the national SPBE.(Tingkat Kematangan SPBE Di Disperindag Kabupaten Banjar et 
al., 2020) 
 This study holds significant urgency in streamlining data collection and preparation for the KemenPANRB 
SPBE evaluation. It involves detailed mapping of the existing e-government governance in Palembang. Unlike 
standard evaluation questionnaires, this research performs a rigorous analysis of evidence and ongoing business 
processes. The findings will provide not just scores or indices, but concrete process improvement 
recommendations. Thus, this study serves as a pre-evaluation or internal audit, preparing the Palembang City 
Government for national evaluation with more accurate and verified data.(Fitri et al., 2024) It is essential to 
distinguish this research from the National SPBE Evaluation. While the National Evaluation is a macro-assessment 
tool focused on compliance and general performance targets (per Minister of PANRB Regulation No. 59 of 2020), 
this research focuses on micro-analysis of process capabilities. This study explores the "why" and "how" behind 
an indicator's level, rather than just the "what." If the National Evaluation provides a "snapshot" of the condition, 
this research provides a "clinical diagnosis" of the health of Palembang's SPBE governance system.(Endang et al., 
2022) The novelty of this research lies in its integrative approach. Rather than adopting the CMM framework 
rawly, it aligns CMM capability levels with specific SPBE indicators, particularly within the Internal Policy and 
Governance domains in a local government context. Furthermore, this study develops a prescriptive improvement 
framework, providing step-by-step guidance for increasing maturity levels. This approach remains underexplored 
in previous studies, which tend to be purely descriptive-evaluative.(Pratiwi et al., 2020) 
 The Capability Maturity Model (CMM) is utilized due to its global track record in measuring software 
development and IT governance maturity. CMM classifies process maturity into five levels, namely: Initial 
(Unpredictable and reactive), Managed (Process characterized for projects and often reactive), Defined (Process 
characterized for the organization and proactive), Quantitatively Managed (Process is measured and controlled), 
Optimizing (Focus on continuous process improvement).(Ramelan et al., 2023) Palembang was selected as the 
research object due to its complexity as an economic hub in South Sumatra. With diverse Regional Government 
Agencies (OPD) and public services, system integration remains a massive challenge. Initiatives like "Palembang 
Smart City" demonstrate commitment, yet the SPBE foundation must be tested for robustness. Preliminary data 
shows variations in technology adoption across departments, indicating non-uniform maturity levels.(Prassida & 
Rifky, 2023) Based on this background, this study evaluates the maturity level of the Electronic-Based 
Government System (SPBE) in the Palembang City Government titled “Implementation of the Capability Maturity 
Model to Measure the Maturity Level of Electronic-Based Government Systems (SPBE) in the Palembang City 
Government.” The ultimate goal is to provide strategic recommendations that enable Palembang to achieve an 
optimal national SPBE index and excellent public service delivery.(Hamidah et al., 2024) 
 

LITERATURE REVIEW 
Previous Studies or Research 

Table 1 
Previous Studies 

No Researcher(s) Research Title Methodology Research Findings 

1 Endang Sri 
Hidayah, 
Muzzaman 
Almadani 

Maturity Analysis of the 
Electronic-Based 
Government System 
(SPBE) in the South 
Sulawesi Provincial 
Government 

Qualitative 
Method 

The study found that the SPBE index for 
South Sulawesi Province was 2.05, 
categorized as "Fair" (Cukup). This 
result was attributed to very low 
contribution scores across several SPBE 
assessment aspects. 

2 Hemy Dwi 
Pratiwi, Widhy 
Hayuhardika 
N.P, Admaja 

Evaluation of E-
Government 
Implementation in 
Sumbawa Besar Regency 

Qualitative 
Method 

Dari hasil penilaian penerapan e-
government menggunakan SPBE 
didapatkan nilai 2,8 yang berarti Baik. 
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Dwi 
Herlambang 
 

Government Using the 
Electronic-Based 
Government System 
(SPBE) Framework 

Based on the assessment of e-
government implementation using the 
SPBE framework, a score of 2.8 was 
obtained, which is categorized as 
"Good" (Baik). 

3 Diyan Anjani 
 

Process Capability 
Analysis on the SPBE 
Management Domain at 
Diskominfo Tasikmalaya 
City Based on 
PERMENPAN-RB No. 59 
of 2020 

Qualitative 
Method 

The results of the process capability 
analysis within the SPBE management 
domain yielded a score of 2.28, 
categorized as "Good" (Baik). 

4 Afida Nur 
Faida, 
Mardiana, 
Muh. Sarkowi 

Implementasi Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) Dinas 
Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten 
Tulang Bawang 

Qualitative 
Method 

The results of the process capability 
analysis within the SPBE management 
domain yielded a score of 2.28, 
categorized as "Good" (Baik). Tulang 
Bawang Regency Communication and 
Informatics Office, reached 
approximately 99.05% of the target. 

5 Grandys F, 
Giovany M,  

Monitoring and 
Evaluation of the 
Electronic-Based 
Government System in 
Balikpapan City 
Government Based on 
Minister of PAN-RB 
Regulation No. 59 of 2020 

Qualitative 
Method 

The maturity level calculation resulted 
in a final SPBE index of 3.11 for the 
Balikpapan City Government in 2022, 
falling into the "Good" category. This 
index reflects Level 3 (Defined) in 
process capability maturity, meaning 
that SPBE implementation follows 
management functions and standardized 
guidelines across all work units. 

 
The collective findings from the five previous studies indicate that while the implementation of the Electronic-
Based Government System (SPBE) in various Indonesian regions generally achieves a "Good" or "Fair" maturity 
level with index scores ranging from 2.09 to 3.11, several consistent structural and technical challenges persist. 
Although domains such as Governance and Public Services often show positive results, there is a recurring 
weakness in the Management and ICT Audit domains due to insufficient supporting documentation and low 
process capability. Furthermore, the research highlights that optimal implementation is frequently hindered by 
limited human resource capacity, budget constraints, and a lack of integrated coordination between regional 
departments. Consequently, these studies emphasize that achieving a "Very Good" or "Satisfactory" predicate 
requires a strategic focus on strengthening internal policies, enhancing leadership commitment, and ensuring 
continuous evaluation of data management and security controls. 
 
E-Government 

 E-GovernmentE-Government refers to electronic governance through the use of information and 
communication technology (ICT) aimed at enhancing efficiency, transparency, and the accessibility of government 
services, while simultaneously improving relationships between the government and its stakeholders.(Hamidah 
Purnama Agustriani et al., 2025) Conceptually, as formulated by the World Bank, the use of ICT in managing 
government bureaucracy serves to transform the relationship between the government and the public, the private 
sector, or other government institutions to promote community empowerment, public service delivery, 
transparency, accountability, and administrative efficiency. Currently, the concept of e-government in Indonesia 
is formally known as the Electronic-Based Government System (SPBE), which is defined as government 
administration that leverages ICT to provide services to SPBE users.In Indonesia, the e-government concept first 
gained significant attention in 2001 when President Abdurrahman Wahid issued an instruction regarding the 
development and utilization of telematics, addressing its role in society, the private sector, the business climate, 
and the enhancement of technological capacity. By 2003, the concept was further developed through Presidential 
Instruction No. 3 of 2003 concerning the national policy and strategy for e-government development.(Ramelan et 
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al., 2023) As information technology continued to advance, Indonesia's e-government framework officially 
transformed into SPBE with the enactment of Presidential Regulation No. 95 of 2018. SPBE encompasses all areas 
of reform as a fundamental and comprehensive effort in state apparatus development to accelerate the achievement 
of world-class bureaucracy. Specifically, SPBE is implemented within the area of governance reform, focusing on 
the application of transparent, effective, efficient, and measurable systems, processes, and work procedures 
supported by electronic systems.(Visvizi et al., 2022) 

Capability Maturity Model (CMM) 
The Capability Maturity Model (CMM) is a methodology used to develop and refine an organization's software 

development process.(Kim & Grant, 2010) The model describes a five-level evolutionary path of increasingly 
organized and systematically more mature processes. In the context of SPBE evaluation in Indonesia, these levels 
correspond to:  
1. Level 1 - Initial  is defined as Processes are ad-hoc, chaotic, and unpredictable. Success depends on individual 

effort. 
2. Level 2 – Managed is defined as Processes are planned, performed, measured, and controlled at the project 

level. 
3. Level 3 – Defined is defined as  Processes are well-characterized and understood, and are described in 

standards, procedures, tools, and methods at the organization level.  
4. Level 4 - Quantitatively Managed  is defined as Sub-processes are controlled using statistical and other 

quantitative techniques.  
5. Level 5 – Optimizing is defined as Focus on continuous process improvement through incremental and 

innovative technological changes. 
 

SPBE Framework 

The SPBE Framework in Indonesia is structured based on Permenpan-RB No. 59 of 2020. It comprises four 
domains is defined as Internal Policy, Governance, Management, and Services.(Permen PAN & RB No. 59 Tahun 

2020, n.d.) Each domain consists of aspects, and each aspect contains specific indicators. This research focuses 
on: 
1. Domain 1 Internal Policy is defined as Covers internal regulations supporting SPBE governance, management, 

and services. 
2. Domain 2 Governance is defined as Covers strategic planning, ICT, and organizational structure (organizers). 

 The maturity level of the Electronic-Based Government System (SPBE) implementation features an assessment 
structure comprising domains, aspects, and indicators.(Panjaitan et al., 2021) A domain represents the 
implementation area of the Electronic-Based Government System which contains several assessment aspects. 
Furthermore, an aspect is a specific area within each SPBE domain that includes several evaluated assessment 
indicators, while an indicator refers to the specific information from the SPBE implementation aspect being 
assessed.(Anugrah et al., 2022) The process capability maturity level is a measurement of organizational ability in 
a specific process and is utilized to measure the maturity level of policies, governance, and management of the 
Electronic-Based Government System. (Amalia & Adietya, 2019) 

The assessment of the SPBE process capability maturity level is conducted for each indicator within the aspects 
of SPBE strategic planning, information and communication technology, and SPBE implementation, based on the 
Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 59 
of 2020 concerning the monitoring and evaluation of the Electronic-Based Government System.(Akbar, 2020) 
Process capability maturity is measured across five levels, namely ad-hoc (rintisan), managed (terkelola), defined 
(terdefinisi), integrated and measurable (terpadu dan terukur), and optimized (optimum).(Putu et al., 2021) Based 
on the Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 
59 of 2020, the index value which represents the maturity level of the Electronic-Based Government System 
(SPBE) implementation is categorized by rank.(Taqiya et al., 2020) 

Table 2 
Assessment Predicates for the Electronic-Based Government System 

No Electronic-Based Government System Index Value Predicate 
1 4.2 - 5.0 Outstanding (Satisfactory) 
2 3.5 - < 4.2 Very Good 
3 2.6 - < 3.5 Good 
4 1.8 - < 2.6 Fair (Sufficient) 
5 < 1.8 Poor (Lacking) 
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METHOD 

The research flow can be seen in Figure 1. Namely divided into research questions, literature review, data 
collection, data analysis and conclusion..        

 

 
       Figure 1. Research Flow 

 
Based on Figure 1 research flow, Research Stages, the following provides a systematic explanation of the 

research procedures conducted. This study is structured using the Capability Maturity Model (CMM) approach to 
measure the maturity level of the Electronic-Based Government System (SPBE) within the Palembang City 
Government. The procedure is divided into five main phases: the initial stage begins with problem identification 
to understand gaps in SPBE implementation, followed by establishing research objectives to provide clear 
direction for determining current IT infrastructure and governance maturity levels. In the second phase, data 
collection and foundational research are conducted through parallel activities, including a literature study of CMM 
theories and SPBE regulations alongside data gathering via observations, interviews, and document reviews. The 
third phase involves data analysis and processing (the core research), where the CMM framework is applied to 
identify and assess specific SPBE domains such as infrastructure, applications, and security. The fourth phase 
consists of a maturity assessment to evaluate data against a five-level maturity scale, followed by a gap analysis 
comparing the actual (As-Is) state with the desired (To-Be) target. Finally, the research concludes with reporting 
and recommendations, involving a comprehensive synthesis of findings into the Results and Discussion section, 
which serves as the basis for formulating conclusions and suggestions.(Pedoman Menteri PAN RB No. 3 Tahun 

2024 Tentang Tata Cara, n.d.) To assess the index of the Electronic-Based Government System (SPBE) aspects, 
the maturity level of each constituent indicator is required, calculated using the following formula: 
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𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐴𝑠𝑝𝑒𝑘𝑖 = 1𝐵𝐴𝑖 ∑ 𝑁𝐼𝑖𝑗 × 𝐵𝐼𝑖𝑗𝑛𝑗=𝑚               (1) 

Where: 
Indeks Aspek represents the index value of the i-th aspect 
BAᵢ is the weight of the i-th aspect 𝑁𝐼𝑖𝑗  is the maturity level value of the j-th indicator within the i-th aspect 𝐵𝐼𝑖𝑗 is the weight of the j-th indicator within the i-th aspect 

During the aspect evaluation stage, the researcher collects all indicator values based on the criteria achieved 
representing the maturity level derived from available supporting evidence and inputs these maturity levels into 
the aspect calculation table for further analysis. 

The domain index is a value that describes the maturity level of the Electronic-Based Government System 
(SPBE) implementation within a specific domain. It is calculated by summing the product of the aspect index and 
the aspect weight, which is then divided by the total domain weight. 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛𝑖 = 1𝐵𝐷𝑖 ∑ 𝑁𝐴𝑖𝑗 × 𝐵𝐴𝑖𝑗𝑛𝑗=𝑚             (2) 

Where: 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛𝑖  is the i-th domain aspect value; 𝐵𝐷𝑖  is the weight of the i-th domain; 𝑁𝐴𝑖𝑗  is the maturity level of the j-th aspect within the i-th domain; 𝐵𝐴𝑖𝑗  is the weight of the j-th aspect within the i-th domain. 

Upon obtaining all aspect index values, the researcher inputs these figures into the calculation table for the Policy 
Domain and Governance Domain indices. This process results in the final maturity level values for the Policy and 
Governance domains of the Palembang City Government's Electronic-Based Government System. 

 

RESULT 

 The Internal SPBE Governance Policy Aspect evaluates the extent to which the Palembang City Government 
has established robust internal policies as a foundation for implementing the Electronic-Based Government System 
(SPBE). The assessment in this aspect focuses on the existence, completeness, and continuous improvement cycles 
of these policies. The maturity level results for the indicators within the Internal SPBE Governance Policy aspect 
are presented in Table 3. 

Table 3  
Assessment of Internal SPBE Governance Policy Aspect Indicators 

 
Aspect 1: Internal SPBE Governance Policy 

Indicator 
Number 

Indicator Name CMM 
Maturity Level 

(1-5) 

Description 

Indicator 1 Maturity Level of Internal 
SPBE Architecture Policy 

5 - Optimized Policy is complete, reviewed, and followed 
up with new regulations (Mayoral Decision). 

Indicator 2 Maturity Level of Internal 
SPBE Roadmap Policy 

5 - Optimized Policy is complete, aligned with national 
standards, reviewed, and followed up with a 
new Decree. 

Indicator 3 Maturity Level of Internal 
Data Management Policy 

5 - Optimized Policy is complete, reviewed, and followed 
up with derivative guidelines. 

Indicator 4 Maturity Level of Internal 
SPBE Application 

Development Policy 

5 - Optimized Policy is complete, reviewed, and followed 
up with new technical standards. 

Indicator 5 Maturity Level of Internal 
Data Center Service Policy 

3 - Defined Policy covers all regional apparatus (OPD), 
but lacks evidence of review and follow-up. 

Indicator 6 Maturity Level of Internal 
Intra-Government Network 

Service Policy 

3 - Defined Policy covers all regional apparatus, but 
lacks evidence of review and follow-up. 

Indicator 7 Maturity Level of Internal 
Inter-Agency Service 
Liaison System Policy 

4 - Integrated 
and Managed 

Policy is complete, regulates 
interconnection, and has been reviewed. 
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Indicator 8 Maturity Level of Internal 
Information Security 

Management Audit Policy 

3 - Defined Policy is complete, but lacks evidence of 
review and follow-up. 

Indicator 9 Maturity Level of Internal 
ICT Audit Policy for 

Central/Regional 
Government 

4 - Integrated 
and Managed 

Policy is complete, covering infrastructure, 
applications, and security audits, and has 
been reviewed. 

Indicator 10 Maturity Level of Internal 
SPBE Coordination Team 

Policy 

4 - Integrated 
and Managed 

Policy thoroughly regulates the duties and 
functions of the coordination team and has 
been reviewed. 

 
Table 4 

Assessment of SPBE Strategic Planning Aspect Indicators 
 

Aspect 2: SPBE Strategic Planning 
Indicator 
Number 

Indicator Name CMM 
Maturity 

Level (1-5) 

Description 

Indicator 11 Maturity Level of 
SPBE Architecture 

5 - Optimized Architecture document is complete, aligned with 
national standards, reviewed, and followed up with 
updates. 

Indicator 12 Maturity Level of 
SPBE Roadmap 

5 - Optimized Roadmap document is complete, reviewed, and 
followed up with updates. 

Indicator 13 Maturity Level of 
SPBE Planning and 

Budgeting Integration 

3 - Defined Only planning documents are available; there is no 
formal evidence regarding budget integration that 
has been reviewed. 

Indicator 14 Maturity Level of 
SPBE Business 

Process Innovation 

2 - Managed Only mentioned as being managed by the 
Organizational Affairs Division, without evidence of 
implementation, review, or improvement. 

 
Table 5 

Aspect 3 of the SPBE Governance Domain 
 

Aspect 3: Information and Communication Technology 

Indicator 
Number 

Indicator Name CMM 
Maturity  

Level (1-5) 

Description 

Indicator 15 Maturity Level of SPBE 
Application Development 

4 - 
Integrated 
and 
Managed 

Application development is executed in an 
integrated manner, controlled by Diskominfo, 
and has been reviewed. 

Indicator 16 Maturity Level of Data 
Center Services 

2 - 
Managed 

Policies exist, but there is no evidence of full 
operational implementation or documented 
review. 

Indicator 17 Maturity Level of Intra-
Government Network 

Services 

2 - 
Managed 

Policies exist, but there is no evidence of full 
implementation, interconnection, or documented 
review. 

Indicator 18 Maturity Level of the 
Service Liaison System 

(SPLP) Utilization 

2 - 
Managed 

Policies exist, but there is no evidence of full or 
integrated system utilization. 
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Table 6 
Aspect 4 of the SPBE Governance Domain 

Aspect 4: SPBE Implementation Management 
Indicator 
Number 

Indicator Name CMM Maturity 
Level (1-5) 

Description 

Indicator 19 Maturity Level of SPBE 
Coordination Team 

Execution 

4 - Integrated and 
Managed 

The coordination team is formally 
established, executes comprehensive 
duties, and has undergone review. 

Indicator 20 Maturity Level of SPBE 
Implementation 
Collaboration 

4 - Integrated and 
Managed 

Includes formal planning, a designated 
team, execution of collaboration with 
external parties, and review processes. 

 
Table 7  

Calculation of the Internal SPBE Governance Policy Aspect Index Value 
Aspect 

Number 
Aspect Name Aspect Weight (AW) (%) 

Aspect 1 Internal Policy for Electronic-Based Government System 
(SPBE) Governance 

13 

Indicator 
Number 

Indicator Name Maturity Level 
Value (NI) 

Indicator 
Weight 
(BI) % 

NI x BI 

Indicator 1 Maturity Level of Internal SPBE 
Architecture Policy 

5 1.3 6.5 

Indicator 2 Maturity Level of Internal SPBE Roadmap 
Policy 

5 1.3 6.5 

Indicator 3 Maturity Level of Internal Data 
Management Policy 

5 1.3 6.5 

Indicator 4 Maturity Level of Internal SPBE 
Application Development Policy 

5 1.3 6.5 

Indicator 5 Maturity Level of Internal Data Center 
Service Policy 

3 1.3 6.5 

Indicator 6 Maturity Level of Internal Intra-Government 
Network Service Policy 

3 1.3 6.5 

Indicator 7 Maturity Level of Internal Inter-Agency 
Service Liaison System Policy 

4 1.3 6.5 

Indicator 8 Maturity Level of Internal Information 
Security Management Audit Policy 

3 1.3 6.5 

Indicator 9 Maturity Level of Internal ICT Audit Policy 
for Central/Regional Government 

4 1.3 6.5 

Indicator 10 Maturity Level of Internal SPBE 
Coordination Team Policy 

4 1.3 6.5 

Total (NI x BI) 53,3 
Aspect Index 1 = 1/BA x Total (NI x BI) = 1/13 x 53,3 4,1 

Table 8 
Calculation of the Maturity Level Value for the Policy Domain 

Domain 
Number 

Domain Name Domain Weight/BD (%) 

Domain 1 Internal Policy Electronic-Based Government System 13 
Aspect 

Number 
Aspect Name Aspect Index 

Value (NA) 
Aspect 

Weight/BA 
(%) 

NA x BA 

Aspect 1 Internal Policy for Electronic-Based 
Government System (SPBE) Governance 

4,1 13 53,3 

Total (NA x BA) 53,3 
Policy Domain Index = 1/BD x Total (NA x BA) = 1/13 x 53,3 4,1 

 

https://doi.org/10.33395/sinkron.xxx.xxx


 

 

Sinkron : Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika 
Volume xx, Number xx, March 2026 

DOI : https://doi.org/10.33395/sinkron.xxx.xxx 

e-ISSN : 2541-2019 
 p-ISSN : 2541-044X 

 

 

*Nyimas Hamidah Purnama Agustriani 

 

This is anCreative Commons License This work is licensed under a 

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 

License. 9 

 

 

 

Based on the results of the Maturity Level Value calculation for the Policy Domain in Table 8, the Policy Domain 
Index was found to be 4.1. 

Table 9 
Calculation of the Strategic Planning Aspect Index Value for SPBE 

Aspect Number Aspect Name Aspect Weight (AW) 
(%) 

Aspect 2 SPBE Strategic Planning  10 

Indicator 
Number 

Indicator Name Maturity Level 
Value (NI) 

Indicator 
Weight (BI) 

% 

NI x BI 

Indicator 11 Maturity Level of SPBE Architecture 5 2,5 12,5 

Indicator 12 Maturity Level of SPBE Roadmap 5 2,5 12,5 

Indicator 13  Maturity Level of SPBE Planning and 
Budgeting Integration 

3 2,5 7,5 

Indicator 14 Maturity Level of SPBE Business 
Process Innovation 

2 2,5 5 

Total (NI x BI) 37,5 

Aspect Index  2 =1/BA x Total (NI x BI) = 1/10 x 37,5 3,75 

 
Table 10  

Calculation of the Information and Communication Technology (ICT) Aspect Index Value 
Aspect 

Number 
Aspect Name Aspect Weight (AW) 

(%) 
Aspect 3 Information and Communication Technology 10 
Indicator 
Number 

Indicator Name Maturity Level 
Value (NI) 

Indicator 
Weight 
(BI) % 

NI x BI 

Indicator 15 Maturity Level of SPBE Application 
Development 

4 2,5 10 

Indicator 16 Maturity Level of Data Center Services 2 2,5 5 
Indicator 17  Maturity Level of Intra-Government 

Network Services 
2 2,5 5 

Indicator 18 Maturity Level of the Service Liaison 
System (SPLP) Utilization 

2 2,5 5 

Total (NI x BI) 25 
Aspect Index  2 =1/BA x Total (NI x BI) = 1/10 x 25 2,5 

 
Table 11 

Calculation of the SPBE Implementation Management Aspect Index Value 
 

Aspect Number Aspect Name Aspect Weight (AW) 
(%) 

Aspect 4 SPBE Implementation Management  5 
Indicator 
Number 

Indicator Name Maturity Level 
Value (NI) 

Indicator 
Weight 
(BI) % 

NI x BI 

Indicator 19 Maturity Level of SPBE Coordination 
Team Execution 

4 2,5 10 

Indicator 20 Maturity Level of SPBE Implementation 
Collaboration 

4 2,5 10 

Total (NI x BI) 20 
Aspect Index 2 =1/BA x Total (NI x BI) = 1/5 x 20 4 
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Table 12 
 Calculation of the Maturity Level Value for the Governance Domain 

Domain 
Number 

Domain Name Domain Weight/BD (%) 

Domain 2 SPBE Governance 25 
Aspect 

Number 
Aspect Name Aspect Index 

Value (NA) 
Aspect 

Weight/BA (%) 
NA x BA 

Aspect 2 SPBE Strategic Planning 3,75 10 37,5 
Aspect 3 Information and Communication 

Technology 
2.5 10 25 

Aspect 4 SPBE Implementation Management 4 5 20 
Total (NA x BA) 82,5 
Governance Domain Index = 1/BD x Total (NA x BA) = 1/25 x 82,5  3,4 

 
Based on the calculation results in Table 12, the SPBE Governance Domain Index value obtained is 3.4. 

 
DISCUSSIONS 

 
 

Figure 2 Radar Chart of the Overall SPBE Policy and Governance Domains 
 

Overall, the radar chart above demonstrates that the Palembang City Government possesses a very robust 
policy and strategic planning foundation, as evidenced by the dominance of Levels 4 and 5 across those indicators. 
However, there is a significant gap in operational implementation, specifically regarding ICT infrastructure 
services and business process innovation, which remain at Level 2. Addressing this gap is the primary 
improvement priority recommended in this research. Strategic Recommendations Based on the SPBE Maturity 
Level of the Palembang City Government: 
a. High Priority (Short-Term: 6–12 Months) 

Strengthening ICT Infrastructure Implementation Upgrade Data Center Services and Intra-Government 
Network Services from Level 2 to Level 3. Focus on operational standardization, technical Standard Operating 
Procedure (SOP) documentation, and expanding service coverage to all Regional Government Agencies. 
Formalization of Business Process Innovation Elevate Business Process Innovation from Level 2 to Level 
3.This involves documenting the "Business Process Reengineering" already conducted and establishing 
standardized procedures for service innovation. 
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b. Medium Priority (Medium-Term: 1–2 Years) 
Integration of Planning and Budgeting Enhance Budgetary Integration from Level 3 to Level 4/5. Establish 
formal mechanisms for ICT budget reviews that are directly integrated with the SPBE Roadmap documents. 
Continuous Evaluation Cycle Advance indicators from Level 3/4 to Level 5. Ensure that every evaluation or 
audit result is followed up with concrete, measurable improvement policies (Continuous Improvement). 

 
CONCLUSION 

This study successfully measures the maturity level of the Internal Policy and SPBE Governance Domains within 
the Palembang City Government across 20 indicators using the Capability Maturity Model (CMM) in accordance 
with Presidential Regulation No. 95 of 2018, PANRB Ministerial Regulation No. 59 of 2020, and PANRB 
Ministerial Guidelines No. 3 of 2024. The results indicate that the Internal Policy Domain achieved an index of 
4.1 (Very Good), reflecting a high maturity level ranging from "Integrated and Measured" to near "Optimized," 
with key strategic indicators such as SPBE Architecture, Roadmap, Data Management, and Application 
Development reaching Level 5; however, infrastructure services like data centers and intra-networks remain at 
Level 3, highlighting a need for improved evaluation cycles. Meanwhile, the SPBE Governance Domain earned 
an index of 3.4 (Good), showing a medium maturity level where strengths in Strategic Planning and 
Implementation Management—such as coordination teams and collaboration reaching Level 4—are contrasted by 
a significant gap in business process innovation and ICT infrastructure implementation, which remain at Level 2 
(Managed). Gap analysis reveals that while policy foundations are advanced, operational implementation is not 
yet fully consistent, particularly regarding the need for binding formal mechanisms in integrated budgeting and 
enhanced documentation for business process innovation. Furthermore, a strong pattern of centralization within 
the Communication and Informatics Office (Diskominfo) ensures policy consistency but requires further 
empowerment of other regional agencies to optimize operational execution. Ultimately, this research confirms that 
SPBE maturity in Palembang remains varied across domains, supported by strong strategic pillars yet challenged 
by practical implementation and budgetary integration. 
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